SOP
SEKPETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Nomor SOP

: |SOP-SEKT 59 Tahun 2025

Fal Dhcahiemn +
Fevnim :
Tel Diberlstoioan | -
Sekretaris Badin Kelijakan
Disahkan gleh T —

T A

Fembinn Utnmnlluih; Vi)
NIF 194651 1201909003 1001

Uzulen Pemenuhen Kehutihan Jshsten Funssional

Diazer Huloam:

Care mengatasi-

1 Undeng-Undang Nomor 20 Tahun 2623
tentang Aparatur Sipil Negars

2 Perstursn Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan

Perpturan Menteni Perhubunpgan Fepublik
mdonesie Nomor 4 Tahun 2025 tenteng
Crganicasi dan Tats Heras Kemenizenan
Perhubong=n

4 Persturan Menteri Pendeyagunaan Aparatur
Negara den Reformesi Birolosst Nomor 1
Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsirmal

5 Perstursn Beden Hepeguwoian Kegura
Nomor 3 Tahun 2023 tentens Anghkes Hredit,
Eenmican Pangieat dan Jemjang Jahatan
Fung=ionsl

Fung=ionsl Tertentu

Melalmiran lsulan Penpnsulan Kesbutuhen Jabatan

Eeterleartan: Feralstan

S0P Pensusulen Kebutuhan -febatan 1 Komputer, ATE  Printer
Fung=onal Tertentu

Permgatan-

Apebils pros=z nsulan kebutuhan Jabastsn
Fimg=romal tertinds meks hdal bica dilsloibsn
penpgangiratan d=lam Jabatan Fung=zonsl




Pelaksana Mutn Bakm
Sekretaris
Na. Uraian Eegiatan Badan Kahag SOM. | Jabutin Fungsionsal | Walctn Eet
Eebijakan o S Pelaksana (ketua Tim) Beleaghns [bari) Outy
Transportasi g =
1.H dines untul
Menerima Surat Bivo Iota dinas untul “:mu u“;“ﬂaﬂ
I |Penyusunan Usulan Kebutuhan penyusunan usulan 4 i&bu: tuhan JET
JET kebutuben JFT 5 i
2. Dispoaisi
A I HNota dines untuk 1. Nota dinas untul
4 |Menerims disposisi dan | 1 penyusunen usulan 1 penyusunen usulan
menelash surat dimaksud kebutuhan JFT kebutuhan JFT
2. Dispoaisi 2. Disposis]
LE 1. Note dines untuk 1. Nota dinas untulk
o Ipanyusunan usulsn penyusunan usulan
3 |ME lash, W t 1
enelazk, Mempelgjari sura kebutuhan JFT rebutuhan JFT
2. Dizposisl 2. Disposisi
) 1. Note dinas untulk 1. Nota dinas untul
MEmpegnr It rusunan usulam masunen usulan
4 |pedoman penyusunan JF ey 1 i

sesusl surat

kebutuhan JFT
2. Disposisl

kebutuhar JFT
2. Dispioaisi




Pelaksana Mutn Bakm
Sekretaris
: s Habag SDM 5
No. Uraian Eegiatan Badan Jabatan Fungsionsl | Waldtn Ket.
Kebijakan o o Pelaksana (ketua Tim) Eelenghay {bari) Outs
Transportasi g =
A
Menji I 1. Nota dinaz la 1
PLSHES e ettt e 1. Nota dinss untuk . P
perhitungsn kebutuhan JF dan i - rencana kebutuhan JFT
5 |membuat Nodin penyusuman f_\ EEbi : JFT i 2. Timeline kegiatan 3.
dengan unit kerja Badan l | 7 Dicposici Konzep draft usulan
Kebijakan Transportasi - lebuthan JF
1_ Hota dine .
Merelssh hasil rapat 2 = taporan Konzep draft usulan
" rencans kebutnhan JFT .
g [|pamyusunsn kebutuhan dengan I_‘l 2 Timeline kesi 1 kebutuhar JF pads unit
unit kerjz Badan Kebijakan I l ) ’mie :ﬂl_:fﬁ‘i‘iﬂlm keria Badan Kebijaksn
Transprotasi k;ebuths.:I:JF E Transportasi
1. Konzep draft usulan
Konzep draft usulan
Menslash dan memerintahksn ' AT oy _ rebutuhan JF pads unit
= A kebutuhan JF pads unit
7 |melaluksan penyusunen usul ] : iz 1 keria Badan Hebijelksn
kerjz Badan Kehijakan ;
kebutuhan JF A Transportasi
TR 2. Dizposisi
1. Komzep draft us
pig sl Draft usulan kebutuhan
l kebutuhan JF pads unit JFT nada unit karia
&  |Menyusun kerangks usulan keria BEadan Kebijakan 1 " 3

Transportasi
2. Disposisi

EBaden Kebjjalkan
Trensportasi




Pelaksana Mutn Bakm
Sekretaris
Na. Uraian Eegiatan Badan Kahag SOM. | Jabutin Fungsionsal | Walctn Eet
Kebijakan o o Pelaksana (ketua Tim) Eelenghay {bari) Outs
Transportasi g =
8
Ciraft usulan kebutuhan Craft usulan kebutuhan
5 Menyusun usulan kebutuhan JFT pada unit kerja 1 JFT pads unit kerje
JF beserta data dulung Eadan Kebhijaksn EBeden Kebijjakan
Transportasi Tranzportasi
Direft usulan kebutuhen Diraft usulan kebutuhan
¥ JFT pada unit kerja JFT pada unit kerjs
10 |Memwverifikasi usulan dimalceud I 1
== i = | | Eadsn Kebjjaksn Badan Kebijakan
Trensportasi Trensportasi
& Draft usulan kebutuhar Hasil atay gurat usulan
11 Menyetujul konsep usulan JFT pada unit kerja A lkebutuhan JFT pads unit
dimaksud Eadan Kebijskan = kerja BEadan Kehijakan
Transportasi Transportasi
@ Hasil ateu surat usulan Hasil atsu surat usulan
e " kebutuhan JFT pada kebutuhan JFT pada unit
12 ulsn 1 1
Menyutmul ns Akl unit kerjz Badan keria Badan Kebijekan
Kebijakan Transportasi Tranzportasi
TOTAL 12




Nomor S0P 1 |SOP-SEKT 60 Tahun 2025
Tgl. Dimnhican 2
Tigl. Revisi i
Tel. Diberlakukin | :
S0P Sekretaris Kebijakan
SEKRETARIAT HADANM Disnhkan vlek
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Rizghl, §.T,, M.A
Pembina Utama Muda (TVfc)
NIF 19651120199003 1001

Usulan Kenaikan Jepjang Jabaton Fungsional Tertentu

Dasar Hukum:

Carn mengatasi:

I Undang: Undong Nemor 20 Tahun 2023
teminng Aparatur Sipil Negara

2" Peraturan Presiden Nomaor 173 Tahun 2024
tentang Kementerinn Perhubungan

3 Feraturan Menteri Perhubungan Republil
Indonesia Namor 4 Tahun 2005 wentang
Organisasl dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

4 Peraturan Menteri Pendsyvapunsan Aparatuy
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor |
Tahun 2023 rentang Jabatan Fungsionnl

5 Peraturan Hadan Repegawalon Negura
Nomor 3 Tnhun 2023 tentnng Angln Krodit,
Kenailsn Panglat dan Jenjang Jabatan
Funginninl

Melakulan Usalan Kenalkon Jenjnng Jabnian Fungsionnl
Tertentu sesual prosedur dan tepat wadktu

Beterkartan:

Peralatan

S0P Pengusulan Kenalkan Jetjang Jabatan
Fungssonal Tertermu

Peringntan:

Apahila proses uaulan kenailean jeniang
Jabatan Fungsional termunds maka akan
mengakibatkan tertundanya kenaikan jenjang
jabatan pegawal ke dalam Jabatan Fungsional

1 Komputer. ATK, Printer




Pelaksana Mutu Bakm
Jabatan
Uraian Kabag DM Jabatan
Heglatan b Fungalcaal / F t 1/ Kelengh Waktu Output
Organisast feluieans, Pelaknana Lo
Transportasi {Ketun Tim)
; 1. Nota dinas tentang
:;: Kom Elurl_t w;mm Mota dinas tentang Kelulusan Keluhasan Uji Kompetensi
o s Uji Kompetensi Kenailoan 1 Kenaikan Jenjang Jabatan
dan mendisposisi VeRang Jetan Fungcoel :"' ﬂ:ﬁ
- 1. Nota dinas tentang 1. Nota dinns tentang
Menerima disposisi dan Kelulusan Uji Kompetensi Ketulusan Uji Kompetensi
Mentelunh sertn HKenalkan Jenjang Jabatan 1 Kenaikan Jenjang Jahatan
mempelajari Fungsional 2, Fungsivnal
Disposisi 2. Disposisi
— 1. Nota dinas tentang 1. Nota dinas tentang
Menerima disposisi dan Kelulusan Uji Kompetensi Kelulusan Uji Kompetensi
Mentelaah serta Kenaikun Jenjang Jabatan 1 Kenaikan Jenjang Jabatan
mempelajari Fungusional 2. Fungsional
Disposisi 2. Disposisi
1, Nota dinas tentang
Menyusun sural usulan L3 Kelulusan Uji Kompetonsi Konsep surat usulan
uniuk pengangkatan Kenaikan Jenjung Jabatan 1 pengangkatan melalii
|melalui kenaikan jenjang Fungaional 2. kenaikan jenjang
Disposisi




Pelaksana Mutu Baku
Bekretaris Jebatan
Fo. Urnian Esgiatan Badan Kabug S0 Fongulonal / Jabaten Wakta
dan Fungsional / Eelengkapan Output
Kchjaknn | occanigaes |  Folakmana | T eee (hart)
Transportas] {Ketus Tim)
Konsep surat usulan
Konsep surat usulan pengangkatan melalui
5 |Menelash dan Verifikasi pengangkatan melalui 1 kenaikan jenjang yvang telah
kenatkan jenjang diverifikasi Ketun Tim
Pun?lnlmn
Honscp surat usulan
peagangkatan melalui usulan penganghkatan
& |Menyetujui dan Menelaah kenaikan jenjang yang telah 1 o F :
diverifikasi Ketua Tim melalui kenaikan jenjang
Pengelolaan
1. Surat usulan penganghatan
melalui kenaikan jenjang yang
- ¥ telah disetujui Sekretaris
7 ongatujui surat ke biro Surat usulan pengangkatan Hadan

SDM dan mendisposisi
untuk TL

melalui kenaikan jenjang

2. Nota dinas untuk

pengangkatan kenaikan
njang

3. Dispoaisi

Mendisposisi untuk TL

1. Surat usulan pengangkatan
melalul kenaikan jenjang yang

telah disetujui Sekretaris
Badan

2. Nota dinas untul
pengangkatan kenaikan
jenjang

3. Disposisi

1. Burat usulan penganglatan
jmelalui kenaikan jenjang

2. Disposisi




Pelaksans Mote Baka
Bekretaris Jabatan
No. Uradan Kegiatan Badan Habag SDM | o nguiomal Jabatan
dan /| Pusgatonal / Kelengknpan SRl Output Hat.
Kebijnlao Ovganisasi Pelaksana Sudaknans {hari}
Transportasl |Ketua Tim)
: : 1. Surat usulan pengangkatan 1. Surat usulan pengangkatean
9 |Mendisposiai untuk TL enelalui kenallean jenjang 1 melalui kenaikan jenjang
2. Disposisi 2. Diisposisi
Mengunggah dokumen . 1. Surat usulan pengangkatan I‘;Iv;lildu::lugnh duk;:men dan
10 |usulan dan data duloung melului kenaikan jenjan 1 nta dukung u-;m n
lainnya pada aplikasi 2. Disposisi jp:nnfl::lkatan aikan
TOTAL 10




Nemior BOP t |SOP-SBKT 61 Tahun 3025

Tgl. Disathian :

Tgl. Revisi :

| Tgl. Diberlakukan §:
Sekretaris Dadan Kebijnknn

SOP Disahkan aleh I Transportasi
SEKRETARIAT BADAN
REBLIAKAN TRANSPORTAS]
5T, MA
Pembima Utnma Muoda (1V /)
NIP 196511201990031001
Usulan Pemberheniinn Jabntnn Fungstonal Tereniu

Dasar Hukum:

Camn metgatnst

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentong Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahiin 2024
tentang Kementerinn Perhulbungan

3 Perataran Menteri Perchubungan Republik
Indonesis Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasl dan Tata Kerjn Kemeonterinn
Perhiubungan

4 Pemmtursn Menteri Pendayagunann Apamatur
Negara dan Reformasi Birakrasi Nomaor 1
Tahun 2023 tehtang Jabuti Fungsistnl

5 Pemturan Badan Kepegawsian Negara
Nomor 3 Tahuy 2023 tentang Angka Kredit,
Kenalkan Panglmt dan Jenjang Jabatan

Fungsional

Melakukan Usalan Pemberhentian Jabatan Fungsional
Tertentu sesual prosedur dan tepal walittu

Ketericntan:

Peralatan

S0P Penpusulan Pemberhentiap dalam Jabatan
Fungsional Terteniu

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

Apnhila prosies usulan Pemberhentinn dilam
Jabatan Fungsional termunda maka alan
mengakibaikan reriundanya pengelotann karir
PegRnwWill




by, Surat disposisi
Kabag SOM dan

Pelaksana Mutu Baku
Urnlan Keglatan Kabag SDM Sastes Jubatan ;
dan Sungaiomst [ Fungaional / Kelongkapan W Cutput
. Pelakuunn [ketus (tamxi]
Organisanl Tim) Pelalrsana
Transporinsi -
Menerima surat i, Surnt
TH/Muiasi/ Dagar TR/ Mutnsi /D asar
Pemberhentian Jabitan Pemberbeniion 1 gﬂm ol
Fungsional dan memerintablan ( } Jabatan Fungnionnl
L by, Surat disposis
. . :
Menerima disponisi diun [inpondsl Sckretaris 1 Disposisd Kabag SOM
menelauh nerti mendisposiai Faudan dan Qrpunisisi
. Syrat
TH/ WMutond /Dt
e Pemberhentian ) M
::::ﬁ:: :1‘:.::““:: dan ) b fosiad i Dinponin Kotun Tim
me ndisposis i Pengelolnan

Clrgnningyiai

0. Surnt & Konsep ualan
Menyusun lonnep usalan M::‘Hr r:;q::: rI':':llll:ﬂrl N
ll;:}“;'h"ﬂ“m““n kepiada Biro | abaten Fungslonl 1 peraberbientian JF
i b. Digposisi Ketun Tim ¢ Renenana egintan

Fragieiolnmun . Dinpownini




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
Kabag S5DM Jabatan
dan W ! | rangsienat / Kelengkapan m Output
Transportasi m m!p'“"' Pelaksunns

. Konsep usulon

g Komsep wailen

pembertientian JF

pemberhentian JF pemberhenian JF
Menelanh dan Verifikisi b Nowa Dmn_m 1 vang telaly diverifilasd

pembethentian JF Ketiin Tim Pengelolaarn

. Rencana kegintan b, Nota Dirss

. Surnl dinposis pemberhentian JF

y

0. Konsep usulan

prmberhentan JF Bizrat usuln.r_'t

v telnh diverifikom i et
Menyelujul dan Menelagl Ketua Tim 1 yiang telnh digetujui

b, Nati Dirnns Nabag SDM dan

Cirpanisasi

Menyetunn sural ke biro SDM
than mendisposdal untuk TL

Surml usulan
pemberhention JF
vong telah disetujud
Knbag SOV &
Orpamikani

n. Surat vwsulin
pemberhention JF

b. [Msposis




Peolaksana Muin Baku
No. Uraian Kegintan Kabag SDM Jabatan Jubatan
dan Pungsional / | gy sional / | Kelongkapan prstinng Output
Pelaksana (ketus Pelal [bar)
Transportasi ¥ . Tim)
l— . Surnl aselan i Surat usulan
8  |Mendisposisi untok TL pemberhentian JF 1 pemberhention JF
b Sural disposisi b Disposisd
o, Surat dsulan . Surat usulan
9 |IMendisposisi untuk T1, pemberhentian JF I pemberhentinn JF
b, Surat disposisi b. Disposs
Mengunggnh dokumen usulnn o. Sural usulan ::::I .'ﬂ:.ﬁ:‘.tm -
10 |dun dati dikung lain untuk pemberhentian JF . uswlan nmhﬁrh:m:inn
pemberhentiaan pada aplkasi b. Disposisi g
TOTAL 10




Nomaor SOP + |SOP-SBRT 62 Tahun 2023

Tl Disabkan '
Tgl. Revisi
Til. Diverinloukan
S0P [ Sekrewnris Badan Rebijukan
SERRETARIAT BADAN Disphtenn oleh 1 .
KEBRLIAKAN TRANSPORTAS!

5.T., M.A
Pembinn Unma Muda (IV /5]
NIP 159651 1201990031001

Usulan Pengangka

tan Jabatan Fungsional Tertentu

2 Peraturan Presiden Nomor 173 Tehun 2024
tentang Kementerion Perhubungan

3 Peraturan Meniteri Perivabungan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Chrganisasl dan Tate Kerjn Kemewerinn
Perhubiingan

4 Pormaturan Menter Pendeyngunaan Aparaiur
Negara dan Reformasi Birkrasl Nopmoer
Tahun 3023 tentang Jahatan Fungsional

5 Peraturan Badan Kepegawaisn Negorm
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit,
Kenalkan Pangkar dan Jenjang Jabatan
Fungsional

Diagar Huloom: Carn mengatasi:
1 Undeing-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Melakuken Usulan Penganghatan Jaboatan Fungsional
tentang Aparatur Sipil Negara Tertentu sesuni prosedur dan tepat waleu

Keterknitan:

Pernlatan

S0P Pengusulan Penganglostan dalam Jubotan

Fungsivhial Tertentu

1 Komputer, ATK, Printer

Perinpatnan:

Apabila proses usulan pengangkatan dniam
Jabauan Fungsional termunds maka akon
mengakibatkan tertundanya pengaiigkaian
pegrwal ke dalam Jabetan Fungslonal




Pelaksana Muta Bakn
No. Uralan Kegintan Kabagsom |  Jabatan Jubatan :
dan / Fungsional / Heleagkapan Output
Pelaksans (ketua (hard)
Transportasi | OrEnnisasi Tim) e
| [Menerima dokumen usulan Notn dinan unulan I prml g Hﬂt:’mmudﬁuu
l.J i . 3
pengangkatan JET t = pengangkatan JET 2, Disponisi
! ¥ L, Nota dinas usalan I. Notn dinas usulan
Menerima disposisi dan
. menelanh pengangkntan JET 1 pengingkatae JET
2. Disposisi 2. Disposisi
- o 3 L. Nota dinas usulan 1. Nola dines umilan
Menen
3 m::: ma disposisi dan pengangkann JFT | pengEagkatang JET
2. Disposisi 2, Disposisi
i Menyusun konsep usulan L: Moty dlk:::‘nTF'i‘lm‘ I Komsrp usulan
progangkatan s g“'““u ngHm penganghntan JIT
Konme b wiilan
= Konnep tisulan pengangkatan JFT yang
b1 rifiken
SRR S i pengangkatan JFT : telah diverifikasi Ketuin

ITim Pengelolann




Pelaksann Mutu Baku
No. Uralan Kegiatan Kabag SpM |  Jabatan Jabatan ek
988 | pelaksana |;|,J..1t..;‘lr Wyl { Kelengkapan s Output
Organisasi Pelaksana {earl)
Transportasi Tim)
5
T
{. Konsep usulan
4] Ty penggangkatnn JET vang Surnl usulin
Menyetupui dnn menelanh e gy 1 el
Tun Pengelolivan
i Surmt usulkag
ey sura pengaunghkoinn JIT
7 :I'uu ﬂ;;j-lu:[.m m:::::::.: Surml usilan 1 b Nota dinoas
untisk & TL pengangkatan JFT pengussilan unmk
pengaigkotan JIT
e. Digposisi
. Surat usulan
8 b, Motn Bine. " m: Surm usulan
Mendisponisi \ _
sponis ntule di TL or S 1 hprn. nmmlgi:_ ::un JE
pengangkatan JFT - Disposi
. Dhinposing
Y i Suirat vsalan
9 |Wdentifikasi pengangicatan JFT 3 Sural usulan
b. Disposiai pengungkntan JFT
Mengungeah dokumen vsalan
jo [dun dos dukung untuk ( ) Syirat usilns . :—:‘::l dtmm;nh x:-::l: ehiany
ngintan T n lentan JFT &
ren;m 1 et ot pragangkatan penganghatan JFT
TOTAL 10




S0P
SEKRETARIAT HADAN
KEBLJAKAN TRANSPORTAS!

Namaor S0P : | S0P-SBKT 63 Tahun 2025

Til. Disnhkan 1
Til. Revisi $

Tyl Diberlalcakan | ;

: Sekretaris Badan Kebijakan
Disahkasn aleh T

T, MA.
Pembing Utatna Muda (IV/d¢)
NIF 19651 120199003 1001

Usilan Perplndahan Jabamn Fungsional Tertentu

2 Prraturan Prosiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementeripn Perbubungan

3 Peraturan Menterl Perhubungan Repuhblilk
Irdonesid Nomos 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi don Tatn Kerja Kementerian
Perhubungsn

Negara dan Reformas| Birokras) Nomor |
Tahun 2023 tentang Jahatan Fungslonal

i

Peraturan Badan Kepogawalan Negara
Nomor 3 Tahun 2023 tentng Anghken Kredit,
Kensiknn Panglat dan Jenjang Jabitan

Funpsionnl

4 Pemturan Memerl Pendayagonasn Aparatar

Dasar Hulkum: Carn mengalasi;
1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 3023 Melakulean Usulan Perplndahan Jabatan Pungsional Tertenty
tentang Aparatur Sipil Negara sesiial prosedur dan tepal walkiy

Keterinitan: Pernlatan

S0P Pengusulen Perpmdaban Jabatsn 1 Komputer, ATK, Printer
Fungsional Termentu

Peringatamn:

Apabiia proses usulan perpindaban Jabaan
Fungsional rertunda maka akan
mengakibatkan tertundanya pengangkatan
pegawai ke dalam Jabatan Fungsional




Pelaksana Mutn Baku
Jabatan
Na. Urnian Keglatan Habag SDM Jabatan Waktu Ket.
dan e enn: ! | Fungsional / Kelengkapan Output
Organlaasy Pelaksana (hari)
Transportasi (ketua Tim)
1. Nota dinas
Menerima Suratl Kelulusan Uji Nota dinas Kelulusan Kelulusan Uji
{ |Kempetensi Kenaikan Jenjang ' } Uji Kompetensi ) Kompetensi Kenaikan
Jabatan Fungsional dan Kenzikan Jenjang Jenjang Jabatan
mendisposisi Jabatan Fungsional Funpgsional
2. Disposisi
: 1. Nota dinas
1.‘5“1:? dinas ifi:iul'usnn Kelulusan Uji
2 Menerima disposisi dan E‘L mpﬂ;m_i; 1 Kompetensi Kenaikan
Mentelash serta mempelajari R grTong Jenjang Jabatan
Jabatan Fungsional ;
2. Di Ll Fungsional
M. 2. Disposisi
1. Nota dinas
v :I._IH':& dinas I?::Iuluﬂnn Kelulusan Uji
Menerima disposisi dan o i petnom Kempetensi Kenaikan
3 I Kenaikan Jenjang 1 :
Mentelaah seria mempelajari Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan
2. Disposisi FumEsnr
2. DinpoRisi




Pelaksana Mutu Baku
Bekretaris Jabntan
Kabay SDM Jabatan
‘:"‘"‘ dan mr - ! | Pungsional / Kelengkapan 'ﬂ‘u"q Output
: Orgnnisasi Pelaksans
Transportasi [ketua Tim)

Menyusun surat usulan untuk
pengangkalan melalui kenaikan
lienjang

a. Nota dings Kelulusan
Uji Kempetensi
Kenaikan Jlenjang
Jabatan Fungsional

b. Disposisi

Konscp surat usulan

penganghkatan
kenaikan jenajang

Keonscp surat usulan

Konsep srat i P
Menelaah dan Verifikasi i
e &i f::ﬂngkatanlmnmkm 1 telah diverifikasi
ajang Ketua Tim
Pengelolann
Konsep surat usulan
o pengangkatan kenaikan Surat usulan
Menyetujui dan Menelaah jenjang yang telah 1 pengangkatan
diverifikasi Ketua Tim kenaikan jenjang
Pengelolaan




Pelaksana Mutu Baku
Belcretaria Jobatnn
No. Uralan Keglatan Badan n‘:::ﬂ Fangalonsl | Jabatan Waktu
Kb Fungsiomal [ Kelongkapan Output
ijaian Pelalsann Pelal (hari)
Transportasl B [{Betua Tim)
. Konsep surat usulan a. Surat usulan
7 Menyetujui surat ke biro SDM pengangkatan kenaikan 1 pengangkatan
dan mendisposisl untuk TL jenjang kenaikan jenjang
b. Surat disposisi b. Disposisi
W a. Sural usulan A, Surat usulan
8 |Mendisposisi unmuk TL ﬁmﬁm Kenaikan X E:wnnﬂﬂn:tmm
b. Disposisi b. Disposisi
¥ & Surat usulan a. Surat usulan
9  |Mendisposisi untuk TL jl;ﬂ;lf_:ﬂﬁfﬂtﬂﬂ kenaikan 1 Eengﬂngl: T::“
njang enaikan jenjang
b. Disposisi b. Disposisi
. Surat usulan Hasil unggah
Mengunggah dokumen usulan =
10 | dan data dukung lainnya pada (j ;Emnm o e alicen 1 :ﬂﬁ:‘;ﬂ st ety
aplilasi
? b. Disposisi terakit

TOTAL

10




Nomor S0P + |SOP-BBKT 64 TAHUN 2025
Tgl. Disahkan
Tgl. Revisi
Tel. Diberlakukan

) Sekretaris Badan Kebijakan

SOP Disahkan oleh Tranape
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
—
Pembina Utama Muda (IV /<)
NIP 196511201990031001
Penerbitan Penetapan Angka Kredit
Dasar Hukum: Cara mengatasi:

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kemeterian Perhubungan;

Undang Undang No 20 Tahun 2023 tentarg
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun
2023 wentang Jabatan Fungsional;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angha Kredit,
Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan
Fungsional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata

Melakukan Sertifikasi JF Pustakawan sesuai prosedur
dan tepat waktu

Kerja Kementerian Perhubungan.

Keterkaitan:

Peralatan

1

2 BOP Usulan Pemberhentian JF;
3 BOP Usulan Pengangkatan JFT,
4 S0P Usulan Perpindahan jabatan.

S0P Usulan Kenaikan Jenjang;

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

Apabila prases penerbitan Penilaian Angka
Kredit terlambat maka akan mengankibatkan
tertundanya kenaikan pangkat dan jenjang
Jabain Fungsional
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Nomor SOP : |SOP-SBKT 65 TAHUN 2025

'Tgl. Disahkan

Tg!. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Sekretaris Badan Kebijakan

‘ - Disahkan oleh | <ipmemst

SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS!

Rizal. S.7.. M.A,
Pemhbina Utama Muda (TV/c)
NIP 196511201990031001

Fengusulan Uji Kompetensi

Dasar Hukum: Cara mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 [Melakukan Pengusulan Uji Kompetensi Jabatan
tentang Aparatur Sipil Negarg (ASN) [Fungsional tepat wakty dan sesual prosedur

2 Undang-Undang Nemor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1
Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional

4  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Hirokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan: Peralatan
SOP pengusulan Sertifikasi JF 1 Komputer, ATK, Printer
P:ﬁngaw.n:

Apabila tidak dilakukan Uji Kompetensi tepart
waktu dan sesual prosedur maka terjadi
keterlambatan pengangkatan kedalam Jabatan
Fungsional
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Nemor SOP : |SOP-SBKT 66 TAHUN 2025
I Tgl. Disahliun '
Tl Revisi '
_':_I'_EL Diberlakukan | :
Y o B ==
SEKRETARIAT BADAN
v KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Rizal, S.T.. M.A,
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651 1201990031001
Saertifikas] JF Pustakawan

Dasar Hukurn;

Cara men g,umai:

1

Undang-Undang Nomar 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menten Pendayagunaan
Aparntur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PermenPANRB| Nomor 35
Tahun 2022 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan;

Peraturnn Keopala Perpustakaan
Mesional [Perpusnas) Nomor 4 Tehun
2023 tenmng Podoman Penyusunaon
Formasi Jebaten Fungsional
Pustabkawan:

Peraturan Kepala Perpusiaknan
Nasiondl [Perpusnas) Nomor & Tahun
2023 tantang Standar Kualitns Hasil
Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas
Hasil Kerjn Pustakawan;

Peraturan BKN 11 Tahun 2022
Pedoman Teknis Pembinaar
Kepegawadan Jabatan Fungslonal,

Melakukan Sertifikasi JF Pustakawan sesuai prosedur
dan tepat wakiu

Keterlmitan:

Peralaan

S0P pengusulan Uji Kompetensi JF

|  Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

Pegawai tidak memenuhi persyaratan yang
diperlukan maka tidak dapat melaksanakan
rertifiasi
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Momar BOF 1 |80P-SBKT 67 Tnhun 2026

T, Disabhkan 3

| Tgl. Rovisi :

Tpl. Diberlakukan | !

S0P 1| Selretaris Badan Transportasi
SERRETARIAT BADAN Hisabkan aleh
KEBLIAKAX TRANSPORTAS!
—
Pembinn Utama Muca [1V/ e
NIP 19690601 1992031003
S0P Pengolnhan Bahan Pustiks
Disar Huloom: Cira menghlasi
1 Undang-Undang Republil Indoaesla Nomor  |Peoylopan Rencann Pengolahan Bahon Pustalon Rutin
43 Tahun 2007 tentamg Parpustakean;

2 Peraturan Pemerintah Moo 24 Tahun 2014
tenteng Pelafsanaan Undang-Undeng
Nomtor 43 Takun 2007;

3 Peraturan Menteri Pendnyagunann Aparatus

MNegars dan Reformasi Birakrasi Republit
Indenesia Nomor 35 Talun 20012 Testang
Pedoman Penyusunan Stander Operasicnml
Prosedur Administrasd Peomerintan;

4 Permturan Menteri Pechubungan Namor 50
Tahun X017 tentang Pedoman Penvoyunam

Peta Proses Bisnls din Standpar Opernsional

Prosedur;

5 Peramiran Menteri Perhuburipas Nomot 3

Tahun 2020 Tentung Pencabiutan Peraturan

Menter Perhubungan Nomor 88 Tahun
2016 Tentnng Pewn Jabatsn df Lingloingan
Budan Penslitian dan Pengembatigan
Perhubungun Kementerian Perhiubongan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Namor PM 52 Tehun 2023

tentang Perpustakonn of Linglungan
Kementenan Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Pechubungen Nomor PM
4 Tahuh 2025 tentang Organisasd dan Tatn
Rera Kementerian Perhubungen:

8§ Peratursn Kepals Perpustakasn Nasional
Republik Indonesia Nomos 19 Tahun 2017
Tentang Stapdar Nasional Perpustakaan
Kz,

[Reterksitn:

Peralatan

1 SOP Sirmlast Kolelos

2 SOP Penelusuran dan paket Informasl
Terseleksi

1
2

Perinigntan:

a

I Ketidakpatuhan wrhadap SOP alonn
mengalohatiien habian pustalon vang
dindnkan tidak memilid loualitns yang baik
dirt segi informesd, bahan, serta hiove

2 Sobelum melakukan pemesanan pastioan
bahan pustakas memilikd Jualitas informeasl
vang baik.

3 Bahan postaks yang detung Haros sesusd
dengan bahan pustaks pemesanan,

4

Komputer, ATK, Printer, Jaringan Internet
Eatalog Pencrbit

Formulir Sorvel Pemustakn

Formullr Usilan Baban Pusalks

Elibrary




pustaks

2. Mengumpulkan usulan

Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
T Kt Sekretaris | Hepala |Fungsional/P Ket.
Badan Bagian elaksana nelenghupe oo
{Ketua Tim)
Identilikasi;

Mengidentilikasi 1. Melakukan survei
kebutuhan pemustaka L. Formulir survei s e kebutuhan pengguna
melalul surved dan usulan ( ) 2. Formulir usulan bahan ps perpustakaan,

bahan pustaka.

bahan pustaka dari
pemustaka,

Menilal hasil survel dan
usulan bahan pustaka

Daftar kebutuhan bahan

Daftar bahan pustaka

untuk menentukan pustaka terpilih
kebutuhan aktual.

Mengidentifikasi dan 1. Daftar bahan
menentukan pihak ketiga Daftar bahan pustaka pustaka terpilih

yang berpotensi sebagai
penyedia bahan pustaka.

Lerpilih

2. Daftar nama pihak
ketiga terverifikasi




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
Uraian Kegiatan Sckretaris | Kopala |Pungsional/P| . = —— s
Badan Bagian elnksana
(Eetua Tim)
Menghubungi pihak ketiga 1, Daftar bahan
untuk mendapatkan 1. Daftar bahan pustaka pusiaka terpilih

penawaran harga dan
ketersediaan bahan
pustaks

terpilih
2, Daftar nama pihak ketiga
terverilikasi

2, Daftar nama pihak
ketiga terverifikasi

3. Daltar harga dan
ketersediaan buku

Menyusun konsep usulan
pengadaan bahan pustaka
berdasarkan anggaran dan
penawaran harga dari
pihak ketiga

1. Daftar bahan pustaka
terpilih

2, Daftar nama pihak ketiga
terverifikasi

3. Daftar harga dan
ketersediaan bulu

1. Dafar bahan
pustaka terpilih

2, Dafltar nama pihak
ketiga terverifikasi

3, Daftar harga dan
ketersedinan buku

4, Konsep nota dinas
usulan




Pelaksana Mutu Bakn
Jabatan
Uralan Hegiatan
Sokretaris Kepala Fungsional /P Pustab Kel Walctu
Badan Bagian elaksana L (hari) e o
(Eetua Tim)
1. Daftar bahan
. 1. Daftar bahan taka
Il:ﬂ-.;lakukan I:_Inmm:; L tornltit PHe pustaka terpilih
scp usulan penpgadann Daf : 2. Daltar nama pihak
bahan pustaka 2. :ﬁl‘llu:: i E Resitigns 1 ketiga terverifikasi
berdasarkan anggaran dan gl 3. Daftar harga d
: 3. Daftar harga dan ; 3
penawaran harga dan kisarasdiasn Bals ketersediann buku
pihak ketiga 5 : 4. Konsep nota dinas
4. Konsep nola dinas usulan ik terverifilog
\ 1. Daftar bahan pustaka 1. Daftar bahan
Memeriksa dan terpilih pustaka terpilih
menyetujui konsep 2. Daftar nama pihak ketiga 2. Daltar nama pihak
usulan penpgadaan bahan b terverifikasi 1 ketign terverifikasi
pustaka berdasarkan 3. Daftar harga dan 3. Daltar harga dan
anggaran dan penawaran ketersediaan bulku ketersediaan buku
harga dari pihak ketiga 4, Konsep nota dinas usulan 4. Nota dinas usulan
terverifikasi ang disetujui
7




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
No. Uraian Kegintan Selkretari Kepal F jonal/P Walctu Ket.
Badan Bagian elaksann eawan Kelenglapan (harl) Output
(Ketua Tim)
7
Tidak
l ” 1. Daftar bahan pustaka

Menecrima dan menyetujui . terpilin

usulan pengadaan bahan 2. Daftar nama pihak ketign
8 |pustaka berdasarkan terverifikasi 30 |bahan pustaka yang | Berkoordinasi dengan Tim

anggaran dan penawaran 3. Daftar harga dan sesuai pengusulan BMN

harga dari pihak ketiga ketersediaan bulku

4. Nota dinas usulan yang
disetujui

Menerima bahan pustaka Tidak sesual /
9 dan memeriksa bahan pustaka yang sesuai 2 bahanl pustaka h;schmnl

Iesseusen deapie pengrsian s v

pesanan pa——. pe

Menerima dan

mengkoordinasikan bahan pustaka ai
10 pus sesuU

pengolahan bahan usulan yang telah diperiksa " IR PUARSIA. DTy

pustaka baru

L d
10




Mutu Bakn

Felaksana
Jabatan
Wo.|  Wesien Kaglates Sekretaris Kepala |Fungsional/P Walctu
Badan Bagian elaksana | TUstilawan Eisugtapen (hari) Output
{Ketua Tim)
[
) o 1. Bahan pustaka
11 Melakukan inventarisasi Bahan pustikes beru 15 haru
bahan pustaka 2. Daftar inventaris
bahan pustaka

melakukan input data dan
pengolahan bahan

1. Baehan pustakn baru

pustaka fisik [stempel ; A
12 kepemilikan, pelabelan 2. Daftar inventaris hahan 29  |Koleksi siap layan
penyampulan dan punjaks
penjajaran pada rak)
TOTAL 100




Namaor S0P | SOP-SBET 68 Tahun 2025

sop
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Tgl, Disahkan :
|TRl. Revisi :
Tgl. Diberlalulan | -

. Sekretaris Badan Kebijakan
Disahkan aleh ) Tr sl

i T, M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP 19690601 199203 1 (03

SOP Lavanan Sirkulasi

Dasar Hukum:

Cara mengatasi:

1 Undang-Undang Republik Indonesin Nomor
43 Tabun 2007 wentmng Perpustakaan;

2 Peraturan Pemenntah No. 24 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomaer 43 Tahun 2007;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar
Negara dan Reformast Birokrasi Republilk
Indonesa Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusynan Standar Operasional
Prosedur Adminisirasi Pemerntan;

4 Peraturan Menten Perhubungan Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Peayusunan
Petn Proses Bisnis dan Standar Operasionsl
Prosedur;

S Peraturan Mentesi Perhubungsn Nomor 5
Tahun 2020 Teéntang Pencabutan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomar 89 Tahun
2016 Tenlang Peta Jabatan di Lingkungan
Badan Penelitian don Pengembangan
Perhubungan Kementerinn Perhubungan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomor PM 52 Taliun 2023
tentang Perpustakasn di Lingkungan
Kementerinn Perhubungan;

7 Peranturan Menleri Perhubungen Nomor PM
4 Tahun 2023 tentang Organisas dan Tama
Korja Kementerian Perhubungan;

8 Poraturan Kepala Perpustnkann Nasional
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Standar Nasional Perpustakaan
Khuasi s,

Membuiat kebijakan yang jelns tentang sirkulasi Koleksi

Keterkaitan:

Pornlaton

1 SOP Penelusuran dan Paket Informeast
Terseleksi

2 SOP Pengolshan Bahan Pustaka

1 Komputer, ATK, Prnter

2 Jaringan Internet

Peringatan:

3 Elibrary

Retidakpatuhan terhadap SOP nkan
mengakibatkan kehilangan koleksi




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
No Uraian Eegiatan n:;rn‘:: /P fnnma al Waltn KHet
Pustakawan Kelengkapan Output
elaksana Ininnya/ Jabatan (Menit)
(Eetua Tim) pelaksana
Penyusunan jadwal pelaksana q
1 [tayanan sirkulasi koleksi (:) E"n‘;‘;m“ 30 | Jadwal pelaksana
(Perpustakasan) Al
Melaksanakan layanan sirkulasi
kolelksi dan mengarahkan | Data buku tamu
* pemustaka untuk mengisi buku Jadwal pe = online
kunjungan
a3 Menerima koleksi dan  identitas Data buku tamu 5 1. Koleksi
anggota untuk diproses peminjaman online 2. Kartu Anggota
Memverifikasi  keanggotaan  dan I D koleksi
mencatat identitas koleksi yang akan 1. Koleksi i i
4 5 dipinjam pada laman

dipinjam pemustaka pada laman
sirkulasi elibrary

2, Kartu Anggota

elibrary




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan Jabatan
No Uraian Kegiatan Ket
Fungsional/P fungsinal Walktu
Pustakawan Helengha tput
elaksana lainnya/ Jabatan AN (Mendt) O
(Eetua Tim) pelaksana
t_ a
Menyerahkan koleksi kepada D;?B;.k?:m Koleksi
5 |pemustaka dan menginformasikan fmi]lp J 5 d?' A e
tanggal pengembalian :Hmﬂmﬂﬂ ipinjam
Apabila koleksi
mengalami
Menerima identitas anggota dan . kerusakan maka
& koleksi yang  dipinjam  dani ;t;:;: TorG 5 Koleksi yang pemustaka
pemustaka, serta memeriksa kondisi dipinjam bertanggungjawab
fisik koleksi %, Kartu. Anggota untuk
memperbaiki /

mengganti baru

Melakukan pencatatan koleksi yang
telah dikembalikan pada laman
sirkulasi elibrary

Koleksi yang
dipinjam

10

1. Database koleksi
2. Koleksi yang telah
dikembalikan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Keglatan Jabatan Jabatan Eat
Fungsional/P | o . W0 fungsinal Re oo Waktu
elaksann o~ lninnya/ Jabatan sengha (Menit) Dutput
(Hetua Tim) pelaksana
1. Database
Melakukan penjajaran koleksi pada :ﬂi;::;!i yong a0 Koleksi yang telah
al dijajarkan pada rak
dikernbalikan
1. Database
koleksi Laporan berkala
Menyusun | ran berkala layanan : i
a{rk:;g; knl:bf:i ¥ 2. Koleksi yang 60 layanan sirkulasi
telah koleksi
dikembalikan
Menerima laporan berkala layanan ( ) IL:F‘JNH b""-'ﬂﬂ:-lﬂi Laporan h.-crknja .
sirkulass koleksi yanan sirkulasi 10 layanan sirkulasi
koleksi leoleksi
TOTAL 65




SOP
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS|

Nomor SOP

: |SOP-8BKT 69 Tahun 2025

Tgl. Disahlan
Tgl. Revisi
Tg). Diberlakukan

Sekretaris Badan Kebijakan
Disahkan oleh s

Pembina Umma Muda {1V /c)
NIP 196006011992021003

BOP Layanan Penelusuran dan Paket Informasi Terscleks)

Dnmar Hukum:

Cara mmpmsi:

1 Undang-Undang Republik Indonesin Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpusiakaan;

2 Peraturan Pemerintah No, 24 Takun 2014
tenting Pelaksanaan Undang-Undang
Matnor 43 Tahun 2007;

J Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Namor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedeman Penyusunen Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pernerimtan;

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasionnl
Prosedur;

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5
Tahur 2020 Tentang Prmealiuitan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun
2016 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Badan Penelitlan dan Pengembangnn
Perhubungan Kementerian Perhubungan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2023
tentang Perpustakaan i Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Perhublungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

8 Peraturan Kepala Perpustakaan Nosiotl
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Standar Nasional Perpustakaan
Khusus,

Penyiapan penclusuran dan paket informasi terseleku

Reterknitan:

Peralatan

1 SOP Pengolahan Bahan Pustaka

2 SOP Sirkulusi Seleksi

Peringatar:

1 Ketidlalepatuhan terhadup SOP akan
mengakibatkan terhambatnya penyebaran
informos

2 Sebelum informaosi disampaionn leepnda
pemustakn, pastikan informasi tersebut
sudah benar dan akuras

3 Elibrary

2 Jaringan Internet

| Kemputer, ATK, Printer




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
No Uraian Hegiatan Waktu Ket
Fangslonal/P| o ctakawan Kelengkapan (dalam Output
elaksana Monit)
(Ketua Tim)
Bttt st formulir permohonan
1 Menerima formulir permohonan D = e ul::,n o 5 penelusuran informasi
penelusuran dan paket informasi O ; * atau koleksi yang telah
atau koleksi e
terisi
Melakukan penelusuran formulir permohonan Da!'tar pf:nelusuran ;
: : ¢ i . : informasi atau koleksi
9 informasi atau koleksi sesuai penelusuran informasi 60 lecsuciges
dengan subjek/kata kunei/ atau koleksi yang siitrek/ katgaanl i/
literatur yang dibutuhkan telah terisi J .
literatur
Daftar penelusuran
Memeriksa dan memverifikasi ¥ informasi atau koleksi Daftar penelusuran
3 |hasil penclusuran informasi atau sesuai dengan 3C [informasi atau koleksi
koleksi subjek/kata kunci/ yang telah terverifikasi
litergtur
Penelusuran dan
Menyampaikan hasil penelusuran Daftar penelusuran f paket informasi
4 |dan paket informasi terseleksi informasi atau koleksi 5 511‘::- pfn:;us: T’?mi terseleksi
kepada pemustaka yang telah terverifikasi rimast atau kole disampaikan melatui
email /wa
TOTAL 100




Namor SOP : |SOP-8BKT 70 Tahun 3025

Tgl. Dinahlan

Tl Revisi

Tgl. Diberlakulkan

SOP ; Sekretaris Hadnn Ht:&l:iiakm
SEKRETARIAT BADAN  [Disahkan nlch Transpagas
KEBLIAKAN TRANSPORTASI
Pembing Utama Muda (IV /e
NIP 19650601 1992031003
SOP Penerbitan Jurnal Ilmish

DPasar Hulum:

Chrh mengatasl:

| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014
tentang Pelalesansgan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007;

3 Peraturan Presiden Republik [ndonesia
Nomor 173 Tahun 2024 Tentang
Kementerinn Perhubungan;

4 Perawuran Menter]i Pendidikan Naaiona)

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terlatan
Berkala Nlmiah;

Negara dan Reformasi Birokrasi Ropublik
Indonesia Nomar 35 Tehun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Admimistrasi Pemerintan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomar 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peia Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur;

7 Peraturan Menterd Perhubungan Nomor P
4 Tahun 2025 tentang Crganisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

B Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Pandurn Akreditasi Borkala [bmiah;

9 Keputusan Direktur Jenderad Pendidiknn
Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian
Pendidilan, Kebudayaan, Risel, dan
Teknologi Republile Indonesin No.
134 /E/KPT/2021 tentang Pedoman

5 Peraturan Menteri Penduyagunann Aparatur

Tinggl Nomor : 29/ DIKT/ Kep, /2011 wentang

1 Mmyn?ﬂnknj\ panduan penulisan yang jelas dan
spesilik

2 Memastikan sistem berjalan dengan baik

Keterkamitan:

Peralntan

SOP Penelusuran dan Paliet [nformasi
Terseleks

1 Komputer, ATK, Printer

2 Jarngan [niernet

Peringatan:

3 EHbrary

Ketidakpamhan terhadap SOF akan
mengakibatkan artike] jurnal tidak dapat
ditelusuri keberadaannya;




pembuatan akun scbagai
penulis jurnal

jurnal melalui OJS

Pelaksana Mutu Bakn
Pustalkawan /
Jabatan
Urnian Keglatan Sekretaris Kepala Fungsional / Penata Walktu
Penerbitan Helengkapan Output
Bagien Polakeans | oish/ Jabtaan (Hard)
(Ketua Tim) |~ potaksana
Memberikan disposisi dan Kerangka acuan kerja . isi Sel .
arghan pelaksanaan penerbitan jurnal 1 DH : e =2
penerbitan jurnal ilmiah ilmiah
Menelaah dan :
mengkoordinasikan | Disposisi Sekretaris :
pelaksanaan penerbitan jurnal _'_] Badan 1 Disposisi Kabag
ilmiah —
Menyusun rencana penerbitan . - Rencana kerja
jurnal itmish Bisfosin Kabax 3 |pencrbitan jumal
Membuat pengumuman 1 i pengumuman
penerimaan artikel jurnal Rm;::azm':'na] 1 penerimaan artikel
melalui OJS pene u jurnal melalui OJS
, o 1 _
Mencrima dan memverifikasi pangam formulir permohonan
formulir permohonan prncti el 5 pembuatan akun

sebagai penulis jurnal
yang telah terisi




Polaksana Mutu Bakm
Pustakawan/
Jabatan
Uralan Selkretari Kepal
Kegintan F i 1/ hllt;l Het
" Bgien : mﬂ ; |mmish/ Jabtann
o Pelaksana
| }
Membuat akun berdasarkan formulir permohonan
dutn yang telah diverifikasi pembuatan akun 0JS ,
dan menyampaikan kepacla schagni penulis jurnal PR PERaie
penulis vang telah terisi

Menerima dan memverifiloasi
naskah artikel melalui sistem
OJs.

Akun OJS penulis

MNaskah Artikel llmiah

Melakukan permeriksaan awal
terhadap kelengkapan dan
kesesuaian naskah.

Naskah Artileel Ilmiah

Maskah Artikel llmiah
yvang telah diperiksa

Apabila dibutuhkan
kelengkapan
dokumen dan
perbaikan naskah
maka akan
dikoordinasikan
dengan penulis




Pelaksana Mutu Balu
asbaten | Peaknal
Bekretaris Kepala Fungeional / Penerbitan Kelengkapan Waktu Output
Bagian Pelaksana Timiah/ Jal (Hari)
{(Eotua Tim) Pelal

1. Naskah Artikel

Mitra Bestari alan
melakukan review,

Mengkoordinasikan naskah ILFninh yang telah memberikan masukan
i Naskah Artikel llmiah diperiksa .
9 |yang telah diperiksa dengan telah diperil 20 5 Hasil review Mitra dan rekomendasi
Mitra Bestari yRoE e ; : terhadap naskah
g (diterima, revisi, atau
I 3. Rekomendasi ditalak)
1. Naskah Artikel
rmglmurmnam hasil review I Llnu.ah wang telah Naskah Artikel Himish
10 ﬂpﬂdﬂ _pcnulia untuk diptnlssn . _ 10 |yang telah
ditindaklanjuti. 2. Ham_] review Mitra i o s
Bestan
3. Rekomendasi
Melakukan pemeriksann
naskah artikel wyang telah ¥ 1. Naskah Artikel
disempurnakan berdasarkan Naskah Artikel lmigh limiah yang telah
11 |hasil review mitra bestari dan yang telah 7  |discmpurnakan

menyusun konsep Letter af]
Acceplance {LoA) untuk
naskah yang diterima

disempurnakan

2. konscp Letter of
Acceptance (LoA)




Peloksuna Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Jabatan Penata ’ Eet
Bekretaris Kepala Fungsional / e Kele Weltu
Baglan Pelaksana Toans ngEApAR | \pari) Outpt
Tim) Nmiah/ Jabtaan
¢ Pelakuana
| 11 |
b At Ill. H:h!kﬂh Mﬂll:: Dokumen LoA

Melalukan  verifikasi dan limiah yang telah dj’“l yang te o A .
12 |menyetujui konsep Letter of] disempurnakan 5 2 T;?jpu f il bRy kgbu!:ﬂm

Acceptance {LoA) 2. konsep Letter of : Er cnm u

Accoptanoe [Lok) Acceplance (LoA) penulis
yang telah disetujui

Menyampaikan LOA kepada < 1. Naskah Artikel

penulis dan melakukan proses llmiah yang telah

copy editing dan proofreading disempurnakan '
13 P :

untuk memastikan kualitas| 2. Letter of e Lt

bahasa dan kesesuaian Acceptance (LoA) yang

pedoman, telah disctujui

Mengkoordinasikan naskah ;

. s 1. Naskah alchir
tuk di la

4 Jodue. un S Ry Naskah akhir 5 |2. Surat Pernyataan

dari aspek substansi, bahasa,
dan tata letak kepada penulis

Penulis




Peloksana Mutu Baku
o o Sl Pustakawan f
ralan Esgiatan Sekretaris Kepala | Fungsional / Fhaata Waltu Ket
: Pelal Penerbitan Kelenglkapan (Hari) Output
Tim) Iimiah/ Jabtaan
( Pelaksann
14
Menerbitkan artikel melalui L 1. Terbitan Jumal
laman OJS Badan Kebijakan 1. Naskah alkchir liminh Apabila  diperlukan
15 |Transportasi dan menyusun 2. Sural Pernyataan S5 2. Konsep laporan jumal ilmiah dapat
konsep laporan hasil Penulis hasil penerbitan dicetnk
penerbitan jurnal ilmish Hurnal ilmiah
Ill.r;:;bltm Jurnal Koneep laporan hasil
16 Mersicr ifiicns P laporan 2. Konsep laporan 1 pemtretan.jusyl
hasil penerbitan jurnal ilmiah h.a:u.il penierbitan iimiah yang telah
jurnal iimiah diverifikasi
Kon laporan haail il
MEnySnuLt Ean manymplaks pm:tﬂlxnjunlﬂj pﬂ:ﬁtﬂh::um&l
17 }:mm:l.mm:nml penerbitan || ilminh yang telah : ilmiah yang tclah
diverifikasi disetujui
Laporan hasil B
18 Menerima laporan hasil penerbitan jurnal 1 L‘an::?“ st
penerbitan jurmnal ilminh ilminh yang telah ﬁm;:h u
disetujui 5
TOTAL 128




Y .

v SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomor SQP :|SOP-SBKT 71 Tahun 2025

Tl Disahkan

Tgl. Rovisi

| Tgl. Diberinlautlkan

Sckretaris Badan Kebijakan
Disahkan aleh

Pembina Utama Muda (IV/c]
NIP 196906011992031003

S0P Layannn Peppusulan Int

ernational Standard Book Number {(ISBN)

Dusar Huloum:

Cura mmﬁumi:

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018
tentang Serah Simpsn Karya Cetalk dan
Kuryn Relom;

3 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2014

tentang Pelaksannan Undang-Unilang
Nomor 43 Tehun 2007;

4 PFeratdran Menteri Pendavagunann Aparatur

Negars dan Reformasi Birokrasi Repulilik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang

5 Prraturan Menter] Perhubungan Nomar 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur;

6 Peruturan Menterl Perhubungan Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Penoabaitan Peraturan
Menteri Periubungan Xomor 89 Tahun
2016 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Badan Penelitinn dan Pengembangan
Perhubungan Kementerian Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2023
teniang Perpustalkaan di Lingkungan
Eementerian Perhubungan:

8 Peraturan Menter] Perhubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisnst dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

8 Peraturan Kepala Perpustalnan Nasional
Repuhlik ndonesia Xomor 14 Tahun 2017

Tentang Standar Nastonal Perpustaknnm
Khusos.

1 Membuat daftar perksa jcheckiist) dokumen vang
diperlukan dan informasikan kepada pengusul sebelum
diusullean

Keterkaitan:

Peralatnn

S0P Penelusuran Informas: atnu Koloks

1 Komputer, ATK, Printer

2 Jaringan Internet

Peringatan:

3 Emml/ Hubpress/ wa

Ketidalcpniuhan terhadap SOF akan
1 mengakibatkan terhambatnya penyebaran
miormasi;

Sebelum Informasl disampaikan kepada
2 pemustaka, pastikcan Informasl terselng
sudah benar dan alagral.




Pelakaann Mutu Balm
Uralan Kegiatan hm / o Ket
Kepala Bagian Pola) Pengelola Eelengkapan (Jam) Output
(Ketua Tim)
Dokumen Kelengkapan:
1. Membuat Surat Pernyataan
Keaslian Karva {pdf)
(https: / /bitly S karyalSBN)
2. Melampirkan Berkas
Helenpkapan ISBN (halaman
Menerima usulan permohonan D Prosed Dokumen judul, halaman balik judul/
ISHN i Kelengkapan penyusun, daftar isi dan kata
| kelengkapan 3 2
pengusulan ISBN Pengusulan 15BN pengnnlar]l-
(htips:/ /bit.ly/ pedomaniSBN]
3. Cover buku (pdf dan jpg);
4. Resume buku (Word);
5. Dummy buku {pdf] (maks 10
MBj).
Memeriksa gkapan
ssesialan mmn ya.::n Dolkumen 2 Dokumen pengusulan
diterima kelengkapan ISBN 1SBN
Apabila dibutuhkan
Menyusun naskah surat 1. Dokumen kelengkapan dokumen dan
pengusulan ISBN ke Perpusnas Rl Dokumen 5 |Pengusulan ISBN perbailan naskah surat
dan mengunggah dokumen pada pengusulan ISBN 2. Naskah surat pernyataan maka akan
Hubpress pengusulan ISBN dikoordinasikan dengan
pemohonan




Pelaksann Mutu Baku
Jabatan
Uoalea Eagiatan Selretaris Fungsional / Waktu
Bad Kepala Bagian Polal Pengelola Helengiapan Jam) Output
(Eetua Tim)
l 1. Dokumen 1. Dokumen

Melakukan verifikasi naskah surat
pengusulan [SBN ke Perpusnas RI

pengusulan 1SBN
2. Naskah surat

pengusulan [SBN
2. Naskah surat

pengusulan ISBN pengusulan 1SBEN

1. Dolcumen 1. Dokumen
Memeriksa naskah surat pengusulan JSBN , |pengusulan ISBN
pengusulan ISBN ke Perpusnas Rl 2. Naskah surat 2, Naskah surat

pengusulan 1SBN

pengusulan ISBN

Menyetujui surat pengusulan
ISBN

1. Dokumen
pengusulan 1SBN
2. Naskah surat
pengusulan ISBN

1. Dokumen
penpgusulan ISBN

2. Surat pengusulan
1SBN

Menerima surat pengusulam ISBN

1. Dokumen
pengusulan 15BN
2. Surat
pengusulan ISBN

1. Dokumen
pengusylan [SBN

2. Surat pengusulan
1SBN




Pelaksana Mutu Bakun
Jabatan
Ho Uraian Eeglatan Eet
Bakretaris Fungsional [ Waldin
Badan Eepala Baglan Pelaksana Pangelola Eelenglapnn (Jam) Output
{Eetua Tim)
o ! 1, Dakumen . Deltumen
g |Mengkoordinasikan surat pengusulan ISEN pengusulan ISBN
3
pengusulan ISBN 2. Burat 2. Surat pengusulan
l . pengusulan ISEN ISBN
1]

Mengirimkan surat pengusulan ] A pmen s
9 |ISBN ke Perpustakaan Nasional pengusalan ISBN | oo 5 men 1SBN Berkourhinaat dengan

Republik Indonesia. 2. Buran Perpustakaan Nasionsal R|

pengusulan ISEN

Memaniou dan Menerima hasil
10 |pengusulan ISBN dari Dobkumen 15BN 3 Dokumen [SBEN

Perpustakaan Nasional.

Menyvampaikan nomor [SBN resmi !
11 |yane telah diterbitkan oleh

Perpustakaan Nasional ke Dokumen 1SBN 3 Dokumen 1SBN

pomohon.

Total 48




SOP
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS!

Romor S0P

: |SOP-SHKT 51 Tehun 2035

Disabiknn

Revisi

[Ty Diberiakulkan

Disahikun oleh

Seltretiaria Transportnn

-—

Pembina Umma Muda (IV/«)
KiP 19690601 1992031003

Peoyampainn Form Pengombangan Kompetenai

Diasar Hukuss:

Cea

r

1

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2033
wriang Aparatur Sipil Negar

Perattiran Pemerintah Nomar 17 Tahun
2000 rentang Perubaban atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawnd Negerl Sipil

Pegwturan Presiden Nemor 23 Tahun 2022
tefitany Kementerian Pechubungan
Peraturim Menter Perhubungan Kamer PM
17 Tahun 2023 tentany Organisasi dan Tata
Retia Kementerinn Perhubungan

Peruturan Mentor] Perhublingun Nomor PM
2 Tehun 2015 tonteng Wewenang,
Pendelegaslon Wewenang, dan Pemberian
Kumua Bidang Repegawaian di Linghungan
Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Takun 2017 tentang Pedomin
Petyusunan Peti Proses Blants dan Sundar
Ciperaaional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan,

Peraturan Menter Pendayagunaan Aparaturs
Negmma dan Reformest Birokrasi Romor 37
Tabun 2021 rentanyg Pengadann Pegawal
Peraturan Lembogs - Admsnidiras) Negica
Womor 15 Tohun 2020  teniang
Pengembengan Hompetlensi Pregas)
Prmerintah defyin Pesianjinn Keria,

Penyvinpan Form Pengembangan Kompetensd Pegaownl di lingkungan
Bpdan Kebimkon Transporta

eierfeaiinn:

Peralatan

Penyusunan Furm Peagembangan Kompeterini
Pegiwni di Linglhungan Badan Kebdjaktsin
Transporinn

Terimn

|Perinjatan
Form Pengembangan Kompetensd wiajily dits
{olefy wennp pegawi

1 Komputer, ATK, Priniter




Pelaksana Mutu Bakn
Sekretaris
No. Uradan Eegilatan Badan KEnbag SDM dan IF/IP Analis SDM/ Keleng! Waktu Output
Eebijalmn Organisas| Penelaah Teknis (Har)
Transportasi Hobljakan
Memerintahkan pengumpulan data rencana ( )
1 |terkait Pengembangan Kompetenal Jalur Lembar disposiad 1 Disposisi
Pelatihan
Menelanh konsep dan memberikcan arahan L
2 |tindak lanjut terkait Pengembangan | Lembar disposisi I |Disposisi
Kompetensd Jalur Pelatihen ASN
Menginventansasi data releaplitulasi I I li:ci:-pitu] lasi data
pengembangan kompetensi ASN dan spos 9
3 |menyusun serte membagikon kuestoner self o o m:mmn::"m
assSesmen! pegawn pegowai
Konsep form
Kucsi
4 Menyusun kpmup form pengembangan u:mmmn:, wpmwﬁ 1 mmnur
kompetensi jalur pelatihan dan nota dinas yang telah diisi pelatil Aan vasta.
dinas
:4




Mutu Baku

Bekretaris / Ket.
Ho. Urnian Heglatan Badan Hobag SDM dan Analis 8D
. Kebljakan | Organisasi JFIIP | penelash Teknis| elemgkapen !
Transportasl Kebljalan
Konsep form Konsep form
Memverifikasi konsep form pengombangan pengembangan pengembangan
g [kempetensi jalur pelatihan dan nota dinas - kompetensi jalur kompetensi jalur
terkadt Pengembangan Kompelensi Jalur I pelatihan dan nota pelatihan dan nota
Pelatihan dinas dinas
Konsep form Konsep form
Menandntangani nots dinas Kepaln Bagian pengembangan pengembangan
6 SDM dan memeriksa serta menyetujui konsep | I kompetens jalur kompetens julur
form dan nota dinas terkait Pengembangan pelatihan dan nota pelatihan dan nota
Kompetensi Jalur Pelatihan dinas dinas
Nota din Lari
Konsep form BII:'; 'm:m.l:: Beicrotsisie
Menendatangani nota dinas tericait pengembangan
5 |Pengembangan Kompetensi Jalur Pelatihan ! kampetensi jalur dium]::pmh
yang akan disampaikan ke Kepala Pusat ( i pelatihan dan nota Kebijaken dan Kepala
Kebijakan dan Kepala Bagian dinas Pusat Bagian

TOTAL




Momor SO : [S0P-SBKT 55 Tahun 2025

Tl Disnhknn
Tel. Revis
Tel Dibarlakulmn
a0 j Sekretarls Badan Kebijakan
d T L)
SEKRETARIAT BADAN KEBWAKAN |Psehikan oleh e~
TRANSPORTASI
L]
Peribing Utnma Muda IV /¢]

NIP 19690601199203 1003
Pelnkaanomn Fenguatan Budeye Kerja dan Kode Etilk Apuratur Sipil Nogara

Dasar Hukum! Cors mengatasi
! Unddeng-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang  (Penyiapan dan melaksankan Program Penguatan Budaya Kerja
Apuratir Sipll Negara dinn Kode Etll ASN di lingkungnn Badan Kebijakon

2 Peraturmn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Teanaportasi
tentang Perubahan ains Pernturan Pemerintah
Numor 11 Tahun 2017 rentang Mannjenien

Pegawai Neger Sipil

3 Peraturan Pemeriniah Nomor 49 Tahun 2014
tentang Manajemen Pogawnl Peinerintah dengian
Perjnmjinn Kerja

4 Peraturang Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentnng Kementerian Perhubungoan

5 Peraturan Menterd Perhubungan Nomoer PM 4
Tahun 2025 rentang Organisas dan Tata Kerja

Kementerian Pechubingan
Rty b tan: Peralatan
1 S0P Pembahasan Peoalasn Organisasi den Tate | 1 Kemputer, ATK, Printer
Kerin

2 80P Pelilossnaan Eviduasi Kimerja Bulanan

3 80P Pelaksinasn Evalussi Kinernja Tahunan

Peringntan:

Apibila tidak ada pelakssnnan penguatan Budaym
Kerja dan Kode Etlk Aparatur Sipil Negars, maka
pembentulan karalter ASN profesibonl mkan
terhumbang




Pelaksana Mutn Bakn
Jubatan
Sekretaris Jabatan
Hepala Bagian | Fungsional /
Ko, Urnian Keglatan Badan T Tabatar Fungsional / Kolengkapan Output Kel.
Fenspartasl {Hetua Tim)

Memberikan arehan terlnil
rencana kecia penguatan hudaya
kern dan kode ek ASN i
lingkungan Badin Kebijakan
Transporiasi

Renenng Kerja:
Sekrotnns Bodan

Dispo=isi Sckretnris
Balan

Mencliah serta mengarahknn
ponyusunan rencoana keglatan

2 [penguatan budaya kerdjn dan kode giﬂdix:luiai Sekretars :-'!-'l;ﬂjmrn Kepala
etile ASN di linglungan Hadan [ o gia
Kebijakan Transporins
Mempelagar serta
menghoordinasikan penyusunan 1 L]

Paling sodiléit memaunt
rencann keglatinn penguatin Dispogisi Kepala ) .

% |budayn ketjn din kode etik ASN di Biagian Rencana Kegiatan | bentuk kegiatan dan
lingkungan Hadan Kebijnkan Jntbwal pelaksnnnin
Tronsportn s
Menghkodrdinasilan dan
meluksansikan monitoring serts Muiu :]:luh:':km 1
evidunsi pelaksononn koegintan T — tereatat ada LiTisi

* penguatan budaya kena dan kode Rencans Kegiatan Kegiammn munksimal untuk

ctilk ASN di ingkungan Badan
Kebijnkan Transportasi

pelolosrmman satu
benmik kagatan

Menyusun konsep laporan hasil
pelaksanaan kegiartan penguatan
budoyn kerjn don kede etik ASN o
lingkungan Badan Kebijakan
Trunsportasl

Dolmmentast
Kegimian

Konmep Laporan

Penyusunan lnparnn
dilakukan paling
ardilil sam kali dialam
sty mbun




Pelaksann Mutu Baku
Jabatan
Sekretaris Jabhatan
Kebyjanan Organinasi Pelaksana Subaun (Hari)
Transportasi [Ketua Tim) Pelaksana
Memverifiknsi konsep lnporsin l
hisil pelaksanaasn kepiatan Konzep Laporan
penguninn hudeya kesn dan lode Kunsep Laporan ! FF“E,:_E:H'I‘_
thiverifiknn

ctil ASN di lingkungsn Badan
Kebijakan Transportas:

Memerilsa don menpndatangani
konsep lsporsn hasil peluksnnasn
kegintnn penguaten budayva kerjn
dan kode ettk ASN di linghungan
Hudan Kebijakan Transpartns

Meonerima laporan hasil
pelakunnann kegiatan penguiatan
budayn kerja dan kode ctik ASN di
Linghkungan Badan Kebijaloan
Tranuportas

Konsep Laporan
yang leluh
diverifilcasi

Loapormn yang telah
elitsirlatanpgani

Laporan vang telah
ditandatangan|

Arsip Laporan

TOTAL

16




Nomor SOP HIBOP-SBKT 56 Thhan 2025

Tpl. Dinahlon

Til. Revini

TRl Diberlakikan

San o

1 SEKRETARIAT BADAN
HEBLIAKAN TRANSPORTAS!

' Selretaris Badan % Transgortas:
EXmahilcan olsh

Pembinn Utama Muda IV /<)
MIP 196906011992031003

Perwampaien Form Penertmasn Megang Bedan Kobiiokan Trensportosi

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubiahan stas Peraturnn
Pemerintah Nomor 11 Tahin 20017 tenisng
Mannjemen Pegrwii Negeri Sipil

3 Peraluran Presiden Nomor 23 Tahun 2022
tenitang Kementerian Perhubungan

2 Peraturan Mentecl Pechubungan Nomor P
17 Tahun 2022 tertrng Orgamisani dan Tatn
Kerja Kementetian Perhubungan

5 Peraturan Menteri Perhubunjmn Nomor PM
2 Tahun 2015 tentang Wewenang,
Pendelegasion Wewenang, dan Pemborian
Kuasa Bidnng Kepegawilan ol Lingloungaen
Kementerizn Perhiibungan

& Feraturan Menteri Perhubongan Nemor PMV
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Peryustinan Pota Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Linglivngsn
Kementerinn Perhubungan,

T Peraturan Mentert Perulnyagunasn Aparatir
Negarn dan Reformasi Birokrasi Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pecgadann Pagawn
Neger: Sipil

8§ Peraturan Menteri Ketenagakerjpan Nomor
6 Tahun 2020 tontang Penyelenggarann

Drasir Hudasm: Cura pengatasl:
| Unifang-Undang Nomer 20 Tahim 2023 Penvtapan Penerdman Magany di lingkunghn Badan Kebijnkan
tontang Aparatir Sipil Negart Transporiast

Pemagangan di Dalam Neper]
Heterkaitnmn: Peralatan
S0P Pelaksanaan Megang Pegswii I Kempmiter, ATK, Prmter
Peringatan:

Apabila tidak ditakssnalkan penyusunan Form
Penerimann Magang maks kegiatan tidak dapar
dilakukan.




Jahatan Fuogsional
[ Jabstan Pelakuana

Analls 8DM Analis
{ Jabatan

Kelenghspan

Memerintnhkan pengompulan
duta kiebutuban peserin magang
padi musing-masing unit kesja
terkamil perencanann pelakuanann
program magang di linghkungsh
Biadian Kebijikan Transpor as

Lembar dinposks

1n |

Dispasisi

Menclsah konsep dan
memberikarn arahan tindak lamjur
terkait Perencanann Pelalsanaan
Frogium Magang

Lembar dimposini

Diwpagans

Menpnventarisast informasi
terinit kebutuban peseria

e ang el masng-masing unil
kerja di Ungliungin Baidan
Kebijakan Transportasi

Lembar disposisi

Cata kebutuhon pesertn
dasi masing-masing unit
leetin

Menyunsun konsep Fem rincian
Rualifibnsl peserts magnng dan
notn dinas

Dratm kebrrtulmn

muaning vnil kerjn

peserts dar masiing.

Ronmop form rincian
leualifikasl peserta
magnng dan nots dins

(1




Pelaksann Mutn Bakn
No. Uraian Heglatan Selretaris Badan Kabag SDM d; Jabatan Fungsional | Analis SDM Analls Waktu
Hebijakan M / Jabatan Pelaksann { Jabatan Kelengkspon (Harf) ‘Catput
Transportusi (Kstim) Pelaksans
5 |Memyerifikasi kotiep form fncinn Kernsep form rinclan 1 Knneep form rincian

kualifihasl pesertn mingang dan
nota dines terksit perencanann

pelaksanann progran mogang di

kunlifilcasi pescrin
maggang dan notn dinas

kunlifiknsi peserin
mngnng dan notn dinas

linglungan Badun ke bijakm E':'
[ Teansportasi

& | Menusndutmngani notn dinas Konaep form rincian 1 Konaep form rincion
Kepiila Ragtnn SDM dan kealalifilannd peserts Senalifiknnl pescrin
memerilou werta menyetujul misgang dan tots dines miganyg dan notn dinas
kamwep form dan nota dinas I::l
terlolt perencannnn pelak=nnin
progrom magaog i Tinghoongan
Badin kebijsloan Transportosi

7 |Menandatangani notn dinas Konsep form rincian 1 Noto dinns Sekretaris
terhaut porencanann pelalsanaan kunlifilnsd peserta BRT unuk disampaikan
program megang & lingkungan magany dan nota dinas ke Kepaln Pusat
Badan kebijalkan Fransportos | Kehijaban dun Kepala
yang akin disampaikan ke Kepala ( ’ Tumak Dapgin

Pusnt Kebijalain dan Kepals
Bagian

TOTAL




Nemor SOP : 1SOP-S8KT 57 Tahun 2025

Tl Disahiknn i

Til. Revini

Tgl. Diberlakukan

SOF I 3
SEKRETARIAT BADAN Disehknn ol ' Teptas
KEBLJAKAN TRANSPORTASL
Pombinn Utnema, Muda {1V c)
NI 1968906011992031003
Polaksanaan Magang Pegawal
Dasar Hulum: Coara mengatas)

2

Uhadieng-Unding Nomor 20 Tahun 20323
tentang Aparatur Sipdl Negars;

Peraturan Pemerintah Namor 17 Tahun 2020
tentang Perubebian atas Permiiran
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manujemen Pegawn] Neger: Sipd;

Persiturun Preaiden Nomor 23 Tahun

20122 temang Kementerian Pechulungan;

Pernturan Pemerintnh Nomor 30 Toahun
2019 tentang Fenilnign Kinetia Pegawa
Neger Sapll;

Peruturan Menteri Pendayagunann Aparatur
Megara dan. Reformast Birekras Nomor 6
Tuhun 2022 tentsng Pengelolann Kineyja
Aparatur Sipil Negara:

Pernturan Menteri Perhubungsn Noemor PM
17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Taln
Rerja Kemenierizn Perhubungan;

Nomor 10 Talun 2018 tentang
Pengembangan Kompeténsi Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Lembago Administrasl Negacn
Nomor 135 Tehun 2020 tontang

Pengembangan Kompetens Pegawi
Pemerintah dengan Perfanjinn Kerjn.

Pervinpun Pelnksarinnn Mageng Pegowal di Lingkungan Badan

Ketirakan Transportas

Permlutan

S0F Pelaksanaen Magang Pegawal

Peringatan:

Pegawsl yang ingin melakssnokan mageng wijib
mendapotian peractujuans dard pimpinan

1 Komputer, ATK, Printer




Pelaksans Mutu Baka
No. Uraian Heglatan Sekretaris Hadan SDM dan | JAbAtan Pungsional | oo fur Het.
Hebijakan e | Jabatan Pelalmann / Jab Pela Helengkapan Crutput
Transportasl Rl (Hatim)

L (Memeriniehkan pengumpulen data Surnl pUnaWEraEn mesgung IHrpomin
rericans terkalt peniweren mogarg pepiwi
pegawal i instans internail ( #
Kemenbiub/ BUMN BUMD / Swasta

2 [Melakulion perencanuin teviosit Lembur dispessivi Dimprsial
kegiaian magang pegnwe i instansi |
ineerial
KemenhubBUMN BUMD/ Swiista

3 [Menyosun Konsep Dokumen Lembar dimposs Dokimen perencansan
Peeeneanuan Kegintan Magng — SRR gm0

Menyusun Nots Dinas peniswaran
leginaoun muogasgy kedja uniok
disampailcan kepada Unit Esclon 1
HET dan Eselon [11 i Serbadan BRT

Mhiloumien porencannan
leeglatan mngang

Nota [Dinas peowsnran

keplatan megang kerji

diri unit Eselon I BET
dan hagian di Sethadnn
BKT

Meomerikss dion menyiiuio Moty
Drinas penmwaran leejpolan magnng
leemjn umtuk dissmipailan kepada Unb
Esclon [| BET din Eselon (01 di
Scthadan BKT

'

Notn Dinas pemwiran

leegiutnn muggieny kerja

deri wnit Esclon |1 BET
din bagian dl Settusdun
BRT

Notd DMinns penawsran
feegrimian magnng kerji
dan unit Eselon 1T HET
din bagion di Setbudan
BET




Menandatangam Notn Dhnas
penawaran kegiston misgng kerjua
untuk dissenpaikean kepada Uit
Eselon || BRT dan Esclon 111 di
Bethmdan BKT

Nota [Hnss penowornng
Kegiatan maghng kerji
chard unit Eselon [1 BRT
dan bagian di Sethodan
BKT

Rotn Cinos penssyaran
koplnian magang kerja
il it Eselon [| BT
dan baginn di Sethadan
HET

Menyumpailan penowaran legintan
mngang hesja ke unit Eselon || BRT
dan Esclon U di Sethodos KT

Hobn Dirues penawiarn
kegistan magsng kerja
dart unit Entlon || BKT
dan bagian i Sethadan

Mot diinms wmlan
pefnwa padn kegamn

[mapung kerja darl unit

Eselon 1| BET dan baginn

BRT ol Setbuclan QKT
8 [Menerimn wnibion magang ke dari Wota dina usulan 1 Disposin
unit eselon 1| BET dan eselon 11 di pegiwnl pacdy kegiatan
Sothoadan BKT | mvisjpeansr Kerju dinel et
Eanlion 11 BET dan baglan
i Getbadan BKT
9 |Menyunin konsep syt usilsn Lembiar disposisi 1 Konsep surgt wsaglun
pegienial maggang dari KT wntub [repiveni miggang das
disampaikan ke Biro SODMO el
10 |Memerikaa dan memvotujidl konsep Konsep surat usilan 1 Kennep sl wsalan

ol wsalan pegiwal magang diri

|BET untulk disampaibon ke Bira

SDMO

peepiwal mneang darf AKT

pegnwai mannny dar
BRT

1

Menyetujui dan mennndatangani
leonimep surat usulnn pegawas magang
dari BET yang dinsmpailean ke Biro
SO0

Koneep surnt usulan
peinwnl mngang dar BRT

Surm usulsn pegawal
magang

12

Mengirim ssrat dsilan pejgawal
maging darl BT yvang disampailoin
fer Biroe BN

Sural usulan pegawai
magang

Tondn terima

12




Nomor S0P | |SOP-SBKT 58 Tahun 2025

Tgl Disahian -

[Tgl. Revisi

Tel, Diprlakukan |

SOP MIKRO
SEKHETARIAT BADAN KEBLIAKAN
TRANSPORTAS]
Disahkan oleh

Pembing Utama Muda {IV/¢)
KIP 19651 120199003 1001

Pengusulan izin Cersi Pegawat di Linghunpan Badan Kelfiskan Transpoctesd

Dasar Huloom:

Cara mengatas:

1. Unding-Undang Nomor 1 Tahun 1974 veniang
Perkawinan (Lembaran Negara Tabun 1974 Nomar 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 3019)

Permurnn Pomerinimh Nomor [0 Tahun 1983 reoiang
lzin Perkowinan don Percerminn Bagi Pegmwai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 1990 wentang
Pemibatisn Atas Peraturan Pemenntah Nomar 10
Tahun 1983 tontang fzn Perdoswinan dan Percéeriian
Bag Pegnwai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Taliun

2010 tentong Disiptin Pegaiwsi Negerd Sipil
(lembaran Negara R Tahun 3010 Nomar

T4)

Peratiran Pemeriniah Nomor 11 Tahun

2017 rentang Manajemen Pegawsl Nogerl

Sipil [Lembaran Megara BRI Tahun 2017

Nomor 63, Tnmbahan Lembaran Negasa 121

Nomar HOFT
Peraturan Presiden Nomor 0 Tehon 2015

tentang Kementerion Perhuburigen

{Lemberan Negara B Tehun 2015 Nomor

75)

SE Repaln Badan Administrasi Repogawanian Negara
Nomaor 48 /SE [ 1990 tentang Pemnjnk Pelalksanann
Peroturan Pemerintah Nomor 10 Tahuan 19803 fentang
[zn Perkawinas dan Percersian bagl Pegavsi Negeml
Sipil.

Penyiapan penyusunan Surat fon Ceral Prgawnl tepat
woktu srsaal jadwal dan sesual prosedur

Ketorkmitarn:

Peralatnn

Peremajaan Dote Kepegawaian
Penyusunnn Laporan Hastl Pemeriksaan Dislplin
Pembayaran Gagi Pegawai

1. Kompurer laptop
2. ATK, pranter, den jaringnn micmel
3.  Recorder

Pelahssnnan Pemutakhiran Data Kepegawatan di
Lingkungan Badan Kebijalown Transportos

Peringatmm:

1. Atasan It gsung pengugnt/ pegavad yhs berweneng
meripeluarkan irin ceral wajlb memberikan atsu menolak
izin untuk melakukan pereernion selambit-lnmbatnys 3
{tga) bulan terintung mulai tnnggal pengajunn percernian
dari pegawd yhs,

2. Apabiln pegawnl melalodan percorainn selichim
difcelunrkanya surat izin melakukan peroeradan, meka
vang bersangioutan dapet dikenakan hukumon disiplin
pegawiL.




Pelaksana _ Muitu Baku
Jabatan Analis S0M
Sekretans Badan |Kepala Bagian] Fungsional / Aparstur [
Ui Anpistu Kebijakcan SOMdan | Pelmkanna | Penclah Kelengknpan Wiictu Output
Transportasi | Organisesi | (Ketua Tém Teknis ey
Kerjn Hebijakar
Mengarahkan untuk menerima laporan Undang-Undang Nomor | Tahun 1 |Arahan dan Disposisi
secara langsung (lisan/ tertulis) tentang 1974
permintaan jjin perceraian dan pogawsi t :—
pengugat
Mengarnhican untul madissi dan ) DCHaposisl Sekretaris Badan I Disposiai Kepaln Bagian 5DM
menyusun Surat Panggilan Susmi/Istert C‘ 1 dan TU
pegawnd yha
Menyusun agenda mediasi dan Disposizi Kepala Bagian SDM dan TU 3  |Jadwal Agenda Mediasi dan

memerintahkan uniuk menyusun
konzep surat pangpilan
pemcrikannn medins pogewnl yha

disposis: Kerua Tim Kerja
Organisasi dan Tala Lakerna

Menyusin konsep sural pangslan Jadwal Agenda Medlasl den disposisi 1 Konsep Surat Panggilan

pemerikannn/ medins pegawni yba |—-—;l Ketun Tim Kerjs Organisasi dan Tata Pemerikanan [ Mediani pegawal
1 l Lalksmans ivbs

Memeriksa konsep surat panggilan Konsep Surat Panggilan i Konsep Surat Panggilan

pemenksasn f medinnl pegawai yha

Pemeriksaan /Mediasi pegawai ybs

Pemeriksaan [ Mediasi pegasal
vhs

Memenksa dan menandatangnn miral
panggilan pemeriksaan / mediasi pegawal
e

Konaep Surat Panggllan
Pemeriksaan/ Mediasi pegawal vos

Sural Pangiilan
Pemeriksaan { Mediasi pogawai




Pelaknans = Mutu Balou
Jubatan Analis SDM
. Sekretaris Badan |Kepala Bagian| Fungsional / Aparstar |
Na. Urnian Kegintan W
Hebijalan SDM dan Pelakannm Peneclaah Kelenglapan E Iml Output e
Trunsportas Organisasi [Ketua Tim Telonin
Kesja) Kebijsican
7 |Meanyampaikan Sura Panggilan Surat Panpgilan 1 Tanda terima surat
Pemerikaaan dan Medinsi kepadn Pemerikanan / Medlasi pegowal ybe
pegawsai yhs »
B |Melakukan pemeriksaan/ mediasi Surat Panggilan 8 |Daftar hadir dan Berita Acars | Pemeriksaan
Pemeriksaan [ Medlnsd pegawnd ybs Medinsi dilaksanaloan
1 bersama atasan
lengsung dan pihak
|yang dimediasi
9 |Menyusun Laparan hasil medissi dan Daftar hadir dan Berita Acara 5 Laporan Hasil Mediasi dan
Konsep Sural Pengusalan Izin Cerai Medinmi Konaep Surat Pengusulan lzin
pengawsad di lingkungan Badan Cerai pengawal di lingkungan
Kebljakan Transpartas Badan Kebijakan Transportant
10 | Memerilcsa Konsep Surat Pengusulan Laporan Hasil Mediasi dan Konsep 1 Kosisep Sural Pengusulan Izin
lgin Cerad di lingkungan Boadan Buratl Pengusulan lzmn Cerad Ceral pengawal di linghungan
Kebijakan Transporiasi pengawai di lingkungan Badan Badan Kebijakan Transportasi
Kebijnkan Transportasi
11 |Memerkaa Konsep Sural Pengusulan Laporan Hasil Mediam dan Konsop 1 HKomacp Surst Pengusulan lzn
lzin Cerai di linghungsn Badan Sural Pengusulan [zin Cerai Ceral pengawal di linglungan
Kebijakan Transportasi . penjnwal di ingkungan Badan Badon Kebijakan Transporasi
12 |Menclaah Berita Acara Mediasi dan Laporan Hasil Mediasi dan Konsep 3 Surat Pengusulan lzin Cerai
menandatangani Surat Pengusulan l=in Surnt Pengusillan lzin Cerni pengawai di ingkungan Badan |Surat disampaikan
Cerai pegawai di lingkungan Badan pengawel di Hngkungan Badan Kebijekan Transportasi kepada Kepela Biro
Kebljakan Transparissi Kebiljakan Transporiasi S0M dun organisani
TOTAL 7




SOP
SEKPETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Nomor SOP

: |SOP-SEKT 59 Tahun 2025

Fal Dhcahiemn +
Fevnim :
Tel Diberlstoioan | -
Sekretaris Badin Kelijakan
Disahkan gleh T —

T A

Fembinn Utnmnlluih; Vi)
NIF 194651 1201909003 1001

Uzulen Pemenuhen Kehutihan Jshsten Funssional

Diazer Huloam:

Care mengatasi-

1 Undeng-Undang Nomor 20 Tahun 2623
tentang Aparatur Sipil Negars

2 Perstursn Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan

Perpturan Menteni Perhubunpgan Fepublik
mdonesie Nomor 4 Tahun 2025 tenteng
Crganicasi dan Tats Heras Kemenizenan
Perhubong=n

4 Persturan Menteri Pendeyagunaan Aparatur
Negara den Reformesi Birolosst Nomor 1
Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsirmal

5 Perstursn Beden Hepeguwoian Kegura
Nomor 3 Tahun 2023 tentens Anghkes Hredit,
Eenmican Pangieat dan Jemjang Jahatan
Fung=ionsl

Fung=ionsl Tertentu

Melalmiran lsulan Penpnsulan Kesbutuhen Jabatan

Eeterleartan: Feralstan

S0P Pensusulen Kebutuhan -febatan 1 Komputer, ATE  Printer
Fung=onal Tertentu

Permgatan-

Apebils pros=z nsulan kebutuhan Jabastsn
Fimg=romal tertinds meks hdal bica dilsloibsn
penpgangiratan d=lam Jabatan Fung=zonsl




Pelaksana Mutn Bakm
Sekretaris
Na. Uraian Eegiatan Badan Kahag SOM. | Jabutin Fungsionsal | Walctn Eet
Eebijakan o S Pelaksana (ketua Tim) Beleaghns [bari) Outy
Transportasi g =
1.H dines untul
Menerima Surat Bivo Iota dinas untul “:mu u“;“ﬂaﬂ
I |Penyusunan Usulan Kebutuhan penyusunan usulan 4 i&bu: tuhan JET
JET kebutuben JFT 5 i
2. Dispoaisi
A I HNota dines untuk 1. Nota dinas untul
4 |Menerims disposisi dan | 1 penyusunen usulan 1 penyusunen usulan
menelash surat dimaksud kebutuhan JFT kebutuhan JFT
2. Dispoaisi 2. Disposis]
LE 1. Note dines untuk 1. Nota dinas untulk
o Ipanyusunan usulsn penyusunan usulan
3 |ME lash, W t 1
enelazk, Mempelgjari sura kebutuhan JFT rebutuhan JFT
2. Dizposisl 2. Disposisi
) 1. Note dinas untulk 1. Nota dinas untul
MEmpegnr It rusunan usulam masunen usulan
4 |pedoman penyusunan JF ey 1 i

sesusl surat

kebutuhan JFT
2. Disposisl

kebutuhar JFT
2. Dispioaisi




Pelaksana Mutn Bakm
Sekretaris
: s Habag SDM 5
No. Uraian Eegiatan Badan Jabatan Fungsionsl | Waldtn Ket.
Kebijakan o o Pelaksana (ketua Tim) Eelenghay {bari) Outs
Transportasi g =
A
Menji I 1. Nota dinaz la 1
PLSHES e ettt e 1. Nota dinss untuk . P
perhitungsn kebutuhan JF dan i - rencana kebutuhan JFT
5 |membuat Nodin penyusuman f_\ EEbi : JFT i 2. Timeline kegiatan 3.
dengan unit kerja Badan l | 7 Dicposici Konzep draft usulan
Kebijakan Transportasi - lebuthan JF
1_ Hota dine .
Merelssh hasil rapat 2 = taporan Konzep draft usulan
" rencans kebutnhan JFT .
g [|pamyusunsn kebutuhan dengan I_‘l 2 Timeline kesi 1 kebutuhar JF pads unit
unit kerjz Badan Kebijakan I l ) ’mie :ﬂl_:fﬁ‘i‘iﬂlm keria Badan Kebijaksn
Transprotasi k;ebuths.:I:JF E Transportasi
1. Konzep draft usulan
Konzep draft usulan
Menslash dan memerintahksn ' AT oy _ rebutuhan JF pads unit
= A kebutuhan JF pads unit
7 |melaluksan penyusunen usul ] : iz 1 keria Badan Hebijelksn
kerjz Badan Kehijakan ;
kebutuhan JF A Transportasi
TR 2. Dizposisi
1. Komzep draft us
pig sl Draft usulan kebutuhan
l kebutuhan JF pads unit JFT nada unit karia
&  |Menyusun kerangks usulan keria BEadan Kebijakan 1 " 3

Transportasi
2. Disposisi

EBaden Kebjjalkan
Trensportasi




Pelaksana Mutn Bakm
Sekretaris
Na. Uraian Eegiatan Badan Kahag SOM. | Jabutin Fungsionsal | Walctn Eet
Kebijakan o o Pelaksana (ketua Tim) Eelenghay {bari) Outs
Transportasi g =
8
Ciraft usulan kebutuhan Craft usulan kebutuhan
5 Menyusun usulan kebutuhan JFT pada unit kerja 1 JFT pads unit kerje
JF beserta data dulung Eadan Kebhijaksn EBeden Kebijjakan
Transportasi Tranzportasi
Direft usulan kebutuhen Diraft usulan kebutuhan
¥ JFT pada unit kerja JFT pada unit kerjs
10 |Memwverifikasi usulan dimalceud I 1
== i = | | Eadsn Kebjjaksn Badan Kebijakan
Trensportasi Trensportasi
& Draft usulan kebutuhar Hasil atay gurat usulan
11 Menyetujul konsep usulan JFT pada unit kerja A lkebutuhan JFT pads unit
dimaksud Eadan Kebijskan = kerja BEadan Kehijakan
Transportasi Transportasi
@ Hasil ateu surat usulan Hasil atsu surat usulan
e " kebutuhan JFT pada kebutuhan JFT pada unit
12 ulsn 1 1
Menyutmul ns Akl unit kerjz Badan keria Badan Kebijekan
Kebijakan Transportasi Tranzportasi
TOTAL 12




Nomor S0P 1 |SOP-SEKT 60 Tahun 2025
Tgl. Dimnhican 2
Tigl. Revisi i
Tel. Diberlakukin | :
S0P Sekretaris Kebijakan
SEKRETARIAT HADANM Disnhkan vlek
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Rizghl, §.T,, M.A
Pembina Utama Muda (TVfc)
NIF 19651120199003 1001

Usulan Kenaikan Jepjang Jabaton Fungsional Tertentu

Dasar Hukum:

Carn mengatasi:

I Undang: Undong Nemor 20 Tahun 2023
teminng Aparatur Sipil Negara

2" Peraturan Presiden Nomaor 173 Tahun 2024
tentang Kementerinn Perhubungan

3 Feraturan Menteri Perhubungan Republil
Indonesia Namor 4 Tahun 2005 wentang
Organisasl dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan

4 Peraturan Menteri Pendsyvapunsan Aparatuy
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor |
Tahun 2023 rentang Jabatan Fungsionnl

5 Peraturan Hadan Repegawalon Negura
Nomor 3 Tnhun 2023 tentnng Angln Krodit,
Kenailsn Panglat dan Jenjang Jabatan
Funginninl

Melakulan Usalan Kenalkon Jenjnng Jabnian Fungsionnl
Tertentu sesual prosedur dan tepat wadktu

Beterkartan:

Peralatan

S0P Pengusulan Kenalkan Jetjang Jabatan
Fungssonal Tertermu

Peringntan:

Apahila proses uaulan kenailean jeniang
Jabatan Fungsional termunds maka akan
mengakibatkan tertundanya kenaikan jenjang
jabatan pegawal ke dalam Jabatan Fungsional

1 Komputer. ATK, Printer




Pelaksana Mutu Bakm
Jabatan
Uraian Kabag DM Jabatan
Heglatan b Fungalcaal / F t 1/ Kelengh Waktu Output
Organisast feluieans, Pelaknana Lo
Transportasi {Ketun Tim)
; 1. Nota dinas tentang
:;: Kom Elurl_t w;mm Mota dinas tentang Kelulusan Keluhasan Uji Kompetensi
o s Uji Kompetensi Kenailoan 1 Kenaikan Jenjang Jabatan
dan mendisposisi VeRang Jetan Fungcoel :"' ﬂ:ﬁ
- 1. Nota dinas tentang 1. Nota dinns tentang
Menerima disposisi dan Kelulusan Uji Kompetensi Ketulusan Uji Kompetensi
Mentelunh sertn HKenalkan Jenjang Jabatan 1 Kenaikan Jenjang Jahatan
mempelajari Fungsional 2, Fungsivnal
Disposisi 2. Disposisi
— 1. Nota dinas tentang 1. Nota dinas tentang
Menerima disposisi dan Kelulusan Uji Kompetensi Kelulusan Uji Kompetensi
Mentelaah serta Kenaikun Jenjang Jabatan 1 Kenaikan Jenjang Jabatan
mempelajari Fungusional 2. Fungsional
Disposisi 2. Disposisi
1, Nota dinas tentang
Menyusun sural usulan L3 Kelulusan Uji Kompetonsi Konsep surat usulan
uniuk pengangkatan Kenaikan Jenjung Jabatan 1 pengangkatan melalii
|melalui kenaikan jenjang Fungaional 2. kenaikan jenjang
Disposisi




Pelaksana Mutu Baku
Bekretaris Jebatan
Fo. Urnian Esgiatan Badan Kabug S0 Fongulonal / Jabaten Wakta
dan Fungsional / Eelengkapan Output
Kchjaknn | occanigaes |  Folakmana | T eee (hart)
Transportas] {Ketus Tim)
Konsep surat usulan
Konsep surat usulan pengangkatan melalui
5 |Menelash dan Verifikasi pengangkatan melalui 1 kenaikan jenjang yvang telah
kenatkan jenjang diverifikasi Ketun Tim
Pun?lnlmn
Honscp surat usulan
peagangkatan melalui usulan penganghkatan
& |Menyetujui dan Menelaah kenaikan jenjang yang telah 1 o F :
diverifikasi Ketua Tim melalui kenaikan jenjang
Pengelolaan
1. Surat usulan penganghatan
melalui kenaikan jenjang yang
- ¥ telah disetujui Sekretaris
7 ongatujui surat ke biro Surat usulan pengangkatan Hadan

SDM dan mendisposisi
untuk TL

melalui kenaikan jenjang

2. Nota dinas untuk

pengangkatan kenaikan
njang

3. Dispoaisi

Mendisposisi untuk TL

1. Surat usulan pengangkatan
melalul kenaikan jenjang yang

telah disetujui Sekretaris
Badan

2. Nota dinas untul
pengangkatan kenaikan
jenjang

3. Disposisi

1. Burat usulan penganglatan
jmelalui kenaikan jenjang

2. Disposisi




Pelaksans Mote Baka
Bekretaris Jabatan
No. Uradan Kegiatan Badan Habag SDM | o nguiomal Jabatan
dan /| Pusgatonal / Kelengknpan SRl Output Hat.
Kebijnlao Ovganisasi Pelaksana Sudaknans {hari}
Transportasl |Ketua Tim)
: : 1. Surat usulan pengangkatan 1. Surat usulan pengangkatean
9 |Mendisposiai untuk TL enelalui kenallean jenjang 1 melalui kenaikan jenjang
2. Disposisi 2. Diisposisi
Mengunggah dokumen . 1. Surat usulan pengangkatan I‘;Iv;lildu::lugnh duk;:men dan
10 |usulan dan data duloung melului kenaikan jenjan 1 nta dukung u-;m n
lainnya pada aplikasi 2. Disposisi jp:nnfl::lkatan aikan
TOTAL 10




Nemior BOP t |SOP-SBKT 61 Tahun 3025

Tgl. Disathian :

Tgl. Revisi :

| Tgl. Diberlakukan §:
Sekretaris Dadan Kebijnknn

SOP Disahkan aleh I Transportasi
SEKRETARIAT BADAN
REBLIAKAN TRANSPORTAS]
5T, MA
Pembima Utnma Muoda (1V /)
NIP 196511201990031001
Usulan Pemberheniinn Jabntnn Fungstonal Tereniu

Dasar Hukum:

Camn metgatnst

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentong Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahiin 2024
tentang Kementerinn Perhulbungan

3 Perataran Menteri Perchubungan Republik
Indonesis Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Organisasl dan Tata Kerjn Kemeonterinn
Perhiubungan

4 Pemmtursn Menteri Pendayagunann Apamatur
Negara dan Reformasi Birakrasi Nomaor 1
Tahun 2023 tehtang Jabuti Fungsistnl

5 Pemturan Badan Kepegawsian Negara
Nomor 3 Tahuy 2023 tentang Angka Kredit,
Kenalkan Panglmt dan Jenjang Jabatan

Fungsional

Melakukan Usalan Pemberhentian Jabatan Fungsional
Tertentu sesual prosedur dan tepal walittu

Ketericntan:

Peralatan

S0P Penpusulan Pemberhentiap dalam Jabatan
Fungsional Terteniu

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

Apnhila prosies usulan Pemberhentinn dilam
Jabatan Fungsional termunda maka alan
mengakibaikan reriundanya pengelotann karir
PegRnwWill




by, Surat disposisi
Kabag SOM dan

Pelaksana Mutu Baku
Urnlan Keglatan Kabag SDM Sastes Jubatan ;
dan Sungaiomst [ Fungaional / Kelongkapan W Cutput
. Pelakuunn [ketus (tamxi]
Organisanl Tim) Pelalrsana
Transporinsi -
Menerima surat i, Surnt
TH/Muiasi/ Dagar TR/ Mutnsi /D asar
Pemberhentian Jabitan Pemberbeniion 1 gﬂm ol
Fungsional dan memerintablan ( } Jabatan Fungnionnl
L by, Surat disposis
. . :
Menerima disponisi diun [inpondsl Sckretaris 1 Disposisd Kabag SOM
menelauh nerti mendisposiai Faudan dan Qrpunisisi
. Syrat
TH/ WMutond /Dt
e Pemberhentian ) M
::::ﬁ:: :1‘:.::““:: dan ) b fosiad i Dinponin Kotun Tim
me ndisposis i Pengelolnan

Clrgnningyiai

0. Surnt & Konsep ualan
Menyusun lonnep usalan M::‘Hr r:;q::: rI':':llll:ﬂrl N
ll;:}“;'h"ﬂ“m““n kepiada Biro | abaten Fungslonl 1 peraberbientian JF
i b. Digposisi Ketun Tim ¢ Renenana egintan

Fragieiolnmun . Dinpownini




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
Kabag S5DM Jabatan
dan W ! | rangsienat / Kelengkapan m Output
Transportasi m m!p'“"' Pelaksunns

. Konsep usulon

g Komsep wailen

pembertientian JF

pemberhentian JF pemberhenian JF
Menelanh dan Verifikisi b Nowa Dmn_m 1 vang telaly diverifilasd

pembethentian JF Ketiin Tim Pengelolaarn

. Rencana kegintan b, Nota Dirss

. Surnl dinposis pemberhentian JF

y

0. Konsep usulan

prmberhentan JF Bizrat usuln.r_'t

v telnh diverifikom i et
Menyelujul dan Menelagl Ketua Tim 1 yiang telnh digetujui

b, Nati Dirnns Nabag SDM dan

Cirpanisasi

Menyetunn sural ke biro SDM
than mendisposdal untuk TL

Surml usulan
pemberhention JF
vong telah disetujud
Knbag SOV &
Orpamikani

n. Surat vwsulin
pemberhention JF

b. [Msposis




Peolaksana Muin Baku
No. Uraian Kegintan Kabag SDM Jabatan Jubatan
dan Pungsional / | gy sional / | Kelongkapan prstinng Output
Pelaksana (ketus Pelal [bar)
Transportasi ¥ . Tim)
l— . Surnl aselan i Surat usulan
8  |Mendisposisi untok TL pemberhentian JF 1 pemberhention JF
b Sural disposisi b Disposisd
o, Surat dsulan . Surat usulan
9 |IMendisposisi untuk T1, pemberhentian JF I pemberhentinn JF
b, Surat disposisi b. Disposs
Mengunggnh dokumen usulnn o. Sural usulan ::::I .'ﬂ:.ﬁ:‘.tm -
10 |dun dati dikung lain untuk pemberhentian JF . uswlan nmhﬁrh:m:inn
pemberhentiaan pada aplkasi b. Disposisi g
TOTAL 10




Nomaor SOP + |SOP-SBRT 62 Tahun 2023

Tl Disabkan '
Tgl. Revisi
Til. Diverinloukan
S0P [ Sekrewnris Badan Rebijukan
SERRETARIAT BADAN Disphtenn oleh 1 .
KEBRLIAKAN TRANSPORTAS!

5.T., M.A
Pembinn Unma Muda (IV /5]
NIP 159651 1201990031001

Usulan Pengangka

tan Jabatan Fungsional Tertentu

2 Peraturan Presiden Nomor 173 Tehun 2024
tentang Kementerion Perhubungan

3 Peraturan Meniteri Perivabungan Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang
Chrganisasl dan Tate Kerjn Kemewerinn
Perhubiingan

4 Pormaturan Menter Pendeyngunaan Aparaiur
Negara dan Reformasi Birkrasl Nopmoer
Tahun 3023 tentang Jahatan Fungsional

5 Peraturan Badan Kepegawaisn Negorm
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit,
Kenalkan Pangkar dan Jenjang Jabatan
Fungsional

Diagar Huloom: Carn mengatasi:
1 Undeing-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Melakuken Usulan Penganghatan Jaboatan Fungsional
tentang Aparatur Sipil Negara Tertentu sesuni prosedur dan tepat waleu

Keterknitan:

Pernlatan

S0P Pengusulan Penganglostan dalam Jubotan

Fungsivhial Tertentu

1 Komputer, ATK, Printer

Perinpatnan:

Apabila proses usulan pengangkatan dniam
Jabauan Fungsional termunds maka akon
mengakibatkan tertundanya pengaiigkaian
pegrwal ke dalam Jabetan Fungslonal




Pelaksana Muta Bakn
No. Uralan Kegintan Kabagsom |  Jabatan Jubatan :
dan / Fungsional / Heleagkapan Output
Pelaksans (ketua (hard)
Transportasi | OrEnnisasi Tim) e
| [Menerima dokumen usulan Notn dinan unulan I prml g Hﬂt:’mmudﬁuu
l.J i . 3
pengangkatan JET t = pengangkatan JET 2, Disponisi
! ¥ L, Nota dinas usalan I. Notn dinas usulan
Menerima disposisi dan
. menelanh pengangkntan JET 1 pengingkatae JET
2. Disposisi 2. Disposisi
- o 3 L. Nota dinas usulan 1. Nola dines umilan
Menen
3 m::: ma disposisi dan pengangkann JFT | pengEagkatang JET
2. Disposisi 2, Disposisi
i Menyusun konsep usulan L: Moty dlk:::‘nTF'i‘lm‘ I Komsrp usulan
progangkatan s g“'““u ngHm penganghntan JIT
Konme b wiilan
= Konnep tisulan pengangkatan JFT yang
b1 rifiken
SRR S i pengangkatan JFT : telah diverifikasi Ketuin

ITim Pengelolann




Pelaksann Mutu Baku
No. Uralan Kegiatan Kabag SpM |  Jabatan Jabatan ek
988 | pelaksana |;|,J..1t..;‘lr Wyl { Kelengkapan s Output
Organisasi Pelaksana {earl)
Transportasi Tim)
5
T
{. Konsep usulan
4] Ty penggangkatnn JET vang Surnl usulin
Menyetupui dnn menelanh e gy 1 el
Tun Pengelolivan
i Surmt usulkag
ey sura pengaunghkoinn JIT
7 :I'uu ﬂ;;j-lu:[.m m:::::::.: Surml usilan 1 b Nota dinoas
untisk & TL pengangkatan JFT pengussilan unmk
pengaigkotan JIT
e. Digposisi
. Surat usulan
8 b, Motn Bine. " m: Surm usulan
Mendisponisi \ _
sponis ntule di TL or S 1 hprn. nmmlgi:_ ::un JE
pengangkatan JFT - Disposi
. Dhinposing
Y i Suirat vsalan
9 |Wdentifikasi pengangicatan JFT 3 Sural usulan
b. Disposiai pengungkntan JFT
Mengungeah dokumen vsalan
jo [dun dos dukung untuk ( ) Syirat usilns . :—:‘::l dtmm;nh x:-::l: ehiany
ngintan T n lentan JFT &
ren;m 1 et ot pragangkatan penganghatan JFT
TOTAL 10




S0P
SEKRETARIAT HADAN
KEBLJAKAN TRANSPORTAS!

Namaor S0P : | S0P-SBKT 63 Tahun 2025

Til. Disnhkan 1
Til. Revisi $

Tyl Diberlalcakan | ;

: Sekretaris Badan Kebijakan
Disahkasn aleh T

T, MA.
Pembing Utatna Muda (IV/d¢)
NIF 19651 120199003 1001

Usilan Perplndahan Jabamn Fungsional Tertentu

2 Prraturan Prosiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementeripn Perbubungan

3 Peraturan Menterl Perhubungan Repuhblilk
Irdonesid Nomos 4 Tahun 2025 tentang
Organisasi don Tatn Kerja Kementerian
Perhubungsn

Negara dan Reformas| Birokras) Nomor |
Tahun 2023 tentang Jahatan Fungslonal

i

Peraturan Badan Kepogawalan Negara
Nomor 3 Tahun 2023 tentng Anghken Kredit,
Kensiknn Panglat dan Jenjang Jabitan

Funpsionnl

4 Pemturan Memerl Pendayagonasn Aparatar

Dasar Hulkum: Carn mengalasi;
1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 3023 Melakulean Usulan Perplndahan Jabatan Pungsional Tertenty
tentang Aparatur Sipil Negara sesiial prosedur dan tepal walkiy

Keterinitan: Pernlatan

S0P Pengusulen Perpmdaban Jabatsn 1 Komputer, ATK, Printer
Fungsional Termentu

Peringatamn:

Apabiia proses usulan perpindaban Jabaan
Fungsional rertunda maka akan
mengakibatkan tertundanya pengangkatan
pegawai ke dalam Jabatan Fungsional




Pelaksana Mutn Baku
Jabatan
Na. Urnian Keglatan Habag SDM Jabatan Waktu Ket.
dan e enn: ! | Fungsional / Kelengkapan Output
Organlaasy Pelaksana (hari)
Transportasi (ketua Tim)
1. Nota dinas
Menerima Suratl Kelulusan Uji Nota dinas Kelulusan Kelulusan Uji
{ |Kempetensi Kenaikan Jenjang ' } Uji Kompetensi ) Kompetensi Kenaikan
Jabatan Fungsional dan Kenzikan Jenjang Jenjang Jabatan
mendisposisi Jabatan Fungsional Funpgsional
2. Disposisi
: 1. Nota dinas
1.‘5“1:? dinas ifi:iul'usnn Kelulusan Uji
2 Menerima disposisi dan E‘L mpﬂ;m_i; 1 Kompetensi Kenaikan
Mentelash serta mempelajari R grTong Jenjang Jabatan
Jabatan Fungsional ;
2. Di Ll Fungsional
M. 2. Disposisi
1. Nota dinas
v :I._IH':& dinas I?::Iuluﬂnn Kelulusan Uji
Menerima disposisi dan o i petnom Kempetensi Kenaikan
3 I Kenaikan Jenjang 1 :
Mentelaah seria mempelajari Jabatan Fungsional Jenjang Jabatan
2. Disposisi FumEsnr
2. DinpoRisi




Pelaksana Mutu Baku
Bekretaris Jabntan
Kabay SDM Jabatan
‘:"‘"‘ dan mr - ! | Pungsional / Kelengkapan 'ﬂ‘u"q Output
: Orgnnisasi Pelaksans
Transportasi [ketua Tim)

Menyusun surat usulan untuk
pengangkalan melalui kenaikan
lienjang

a. Nota dings Kelulusan
Uji Kempetensi
Kenaikan Jlenjang
Jabatan Fungsional

b. Disposisi

Konscp surat usulan

penganghkatan
kenaikan jenajang

Keonscp surat usulan

Konsep srat i P
Menelaah dan Verifikasi i
e &i f::ﬂngkatanlmnmkm 1 telah diverifikasi
ajang Ketua Tim
Pengelolann
Konsep surat usulan
o pengangkatan kenaikan Surat usulan
Menyetujui dan Menelaah jenjang yang telah 1 pengangkatan
diverifikasi Ketua Tim kenaikan jenjang
Pengelolaan




Pelaksana Mutu Baku
Belcretaria Jobatnn
No. Uralan Keglatan Badan n‘:::ﬂ Fangalonsl | Jabatan Waktu
Kb Fungsiomal [ Kelongkapan Output
ijaian Pelalsann Pelal (hari)
Transportasl B [{Betua Tim)
. Konsep surat usulan a. Surat usulan
7 Menyetujui surat ke biro SDM pengangkatan kenaikan 1 pengangkatan
dan mendisposisl untuk TL jenjang kenaikan jenjang
b. Surat disposisi b. Disposisi
W a. Sural usulan A, Surat usulan
8 |Mendisposisi unmuk TL ﬁmﬁm Kenaikan X E:wnnﬂﬂn:tmm
b. Disposisi b. Disposisi
¥ & Surat usulan a. Surat usulan
9  |Mendisposisi untuk TL jl;ﬂ;lf_:ﬂﬁfﬂtﬂﬂ kenaikan 1 Eengﬂngl: T::“
njang enaikan jenjang
b. Disposisi b. Disposisi
. Surat usulan Hasil unggah
Mengunggah dokumen usulan =
10 | dan data dukung lainnya pada (j ;Emnm o e alicen 1 :ﬂﬁ:‘;ﬂ st ety
aplilasi
? b. Disposisi terakit

TOTAL

10




Nomor S0P + |SOP-BBKT 64 TAHUN 2025
Tgl. Disahkan
Tgl. Revisi
Tel. Diberlakukan

) Sekretaris Badan Kebijakan

SOP Disahkan oleh Tranape
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
—
Pembina Utama Muda (IV /<)
NIP 196511201990031001
Penerbitan Penetapan Angka Kredit
Dasar Hukum: Cara mengatasi:

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kemeterian Perhubungan;

Undang Undang No 20 Tahun 2023 tentarg
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 Tahun
2023 wentang Jabatan Fungsional;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angha Kredit,
Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan
Fungsional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata

Melakukan Sertifikasi JF Pustakawan sesuai prosedur
dan tepat waktu

Kerja Kementerian Perhubungan.

Keterkaitan:

Peralatan

1

2 BOP Usulan Pemberhentian JF;
3 BOP Usulan Pengangkatan JFT,
4 S0P Usulan Perpindahan jabatan.

S0P Usulan Kenaikan Jenjang;

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

Apabila prases penerbitan Penilaian Angka
Kredit terlambat maka akan mengankibatkan
tertundanya kenaikan pangkat dan jenjang
Jabain Fungsional
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Nomor SOP : |SOP-SBKT 65 TAHUN 2025

'Tgl. Disahkan

Tg!. Revisi

Tgl. Diberlakukan

Sekretaris Badan Kebijakan

‘ - Disahkan oleh | <ipmemst

SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS!

Rizal. S.7.. M.A,
Pemhbina Utama Muda (TV/c)
NIP 196511201990031001

Fengusulan Uji Kompetensi

Dasar Hukum: Cara mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 [Melakukan Pengusulan Uji Kompetensi Jabatan
tentang Aparatur Sipil Negarg (ASN) [Fungsional tepat wakty dan sesual prosedur

2 Undang-Undang Nemor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara

3  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 1
Tahun 2023 tentang Jabatan
Fungsional

4  Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Hirokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

Keterkaitan: Peralatan
SOP pengusulan Sertifikasi JF 1 Komputer, ATK, Printer
P:ﬁngaw.n:

Apabila tidak dilakukan Uji Kompetensi tepart
waktu dan sesual prosedur maka terjadi
keterlambatan pengangkatan kedalam Jabatan
Fungsional
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Nemor SOP : |SOP-SBKT 66 TAHUN 2025
I Tgl. Disahliun '
Tl Revisi '
_':_I'_EL Diberlakukan | :
Y o B ==
SEKRETARIAT BADAN
v KEBIJAKAN TRANSPORTASI
Rizal, S.T.. M.A,
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19651 1201990031001
Saertifikas] JF Pustakawan

Dasar Hukurn;

Cara men g,umai:

1

Undang-Undang Nomar 43 Tahun
2007 tentang Perpustakaan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menten Pendayagunaan
Aparntur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PermenPANRB| Nomor 35
Tahun 2022 tentang Jabatan
Fungsional Pustakawan;

Peraturnn Keopala Perpustakaan
Mesional [Perpusnas) Nomor 4 Tehun
2023 tenmng Podoman Penyusunaon
Formasi Jebaten Fungsional
Pustabkawan:

Peraturan Kepala Perpusiaknan
Nasiondl [Perpusnas) Nomor & Tahun
2023 tantang Standar Kualitns Hasil
Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas
Hasil Kerjn Pustakawan;

Peraturan BKN 11 Tahun 2022
Pedoman Teknis Pembinaar
Kepegawadan Jabatan Fungslonal,

Melakukan Sertifikasi JF Pustakawan sesuai prosedur
dan tepat wakiu

Keterlmitan:

Peralaan

S0P pengusulan Uji Kompetensi JF

|  Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

Pegawai tidak memenuhi persyaratan yang
diperlukan maka tidak dapat melaksanakan
rertifiasi
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Momar BOF 1 |80P-SBKT 67 Tnhun 2026

T, Disabhkan 3

| Tgl. Rovisi :

Tpl. Diberlakukan | !

S0P 1| Selretaris Badan Transportasi
SERRETARIAT BADAN Hisabkan aleh
KEBLIAKAX TRANSPORTAS!
—
Pembinn Utama Muca [1V/ e
NIP 19690601 1992031003
S0P Pengolnhan Bahan Pustiks
Disar Huloom: Cira menghlasi
1 Undang-Undang Republil Indoaesla Nomor  |Peoylopan Rencann Pengolahan Bahon Pustalon Rutin
43 Tahun 2007 tentamg Parpustakean;

2 Peraturan Pemerintah Moo 24 Tahun 2014
tenteng Pelafsanaan Undang-Undeng
Nomtor 43 Takun 2007;

3 Peraturan Menteri Pendnyagunann Aparatus

MNegars dan Reformasi Birakrasi Republit
Indenesia Nomor 35 Talun 20012 Testang
Pedoman Penyusunan Stander Operasicnml
Prosedur Administrasd Peomerintan;

4 Permturan Menteri Pechubungan Namor 50
Tahun X017 tentang Pedoman Penvoyunam

Peta Proses Bisnls din Standpar Opernsional

Prosedur;

5 Peramiran Menteri Perhuburipas Nomot 3

Tahun 2020 Tentung Pencabiutan Peraturan

Menter Perhubungan Nomor 88 Tahun
2016 Tentnng Pewn Jabatsn df Lingloingan
Budan Penslitian dan Pengembatigan
Perhubungun Kementerian Perhiubongan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Namor PM 52 Tehun 2023

tentang Perpustakonn of Linglungan
Kementenan Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Pechubungen Nomor PM
4 Tahuh 2025 tentang Organisasd dan Tatn
Rera Kementerian Perhubungen:

8§ Peratursn Kepals Perpustakasn Nasional
Republik Indonesia Nomos 19 Tahun 2017
Tentang Stapdar Nasional Perpustakaan
Kz,

[Reterksitn:

Peralatan

1 SOP Sirmlast Kolelos

2 SOP Penelusuran dan paket Informasl
Terseleksi

1
2

Perinigntan:

a

I Ketidakpatuhan wrhadap SOP alonn
mengalohatiien habian pustalon vang
dindnkan tidak memilid loualitns yang baik
dirt segi informesd, bahan, serta hiove

2 Sobelum melakukan pemesanan pastioan
bahan pustakas memilikd Jualitas informeasl
vang baik.

3 Bahan postaks yang detung Haros sesusd
dengan bahan pustaks pemesanan,

4

Komputer, ATK, Printer, Jaringan Internet
Eatalog Pencrbit

Formulir Sorvel Pemustakn

Formullr Usilan Baban Pusalks

Elibrary




pustaks

2. Mengumpulkan usulan

Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
T Kt Sekretaris | Hepala |Fungsional/P Ket.
Badan Bagian elaksana nelenghupe oo
{Ketua Tim)
Identilikasi;

Mengidentilikasi 1. Melakukan survei
kebutuhan pemustaka L. Formulir survei s e kebutuhan pengguna
melalul surved dan usulan ( ) 2. Formulir usulan bahan ps perpustakaan,

bahan pustaka.

bahan pustaka dari
pemustaka,

Menilal hasil survel dan
usulan bahan pustaka

Daftar kebutuhan bahan

Daftar bahan pustaka

untuk menentukan pustaka terpilih
kebutuhan aktual.

Mengidentifikasi dan 1. Daftar bahan
menentukan pihak ketiga Daftar bahan pustaka pustaka terpilih

yang berpotensi sebagai
penyedia bahan pustaka.

Lerpilih

2. Daftar nama pihak
ketiga terverifikasi




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
Uraian Kegiatan Sckretaris | Kopala |Pungsional/P| . = —— s
Badan Bagian elnksana
(Eetua Tim)
Menghubungi pihak ketiga 1, Daftar bahan
untuk mendapatkan 1. Daftar bahan pustaka pusiaka terpilih

penawaran harga dan
ketersediaan bahan
pustaks

terpilih
2, Daftar nama pihak ketiga
terverilikasi

2, Daftar nama pihak
ketiga terverifikasi

3. Daltar harga dan
ketersediaan buku

Menyusun konsep usulan
pengadaan bahan pustaka
berdasarkan anggaran dan
penawaran harga dari
pihak ketiga

1. Daftar bahan pustaka
terpilih

2, Daftar nama pihak ketiga
terverifikasi

3. Daftar harga dan
ketersediaan bulu

1. Dafar bahan
pustaka terpilih

2, Dafltar nama pihak
ketiga terverifikasi

3, Daftar harga dan
ketersedinan buku

4, Konsep nota dinas
usulan




Pelaksana Mutu Bakn
Jabatan
Uralan Hegiatan
Sokretaris Kepala Fungsional /P Pustab Kel Walctu
Badan Bagian elaksana L (hari) e o
(Eetua Tim)
1. Daftar bahan
. 1. Daftar bahan taka
Il:ﬂ-.;lakukan I:_Inmm:; L tornltit PHe pustaka terpilih
scp usulan penpgadann Daf : 2. Daltar nama pihak
bahan pustaka 2. :ﬁl‘llu:: i E Resitigns 1 ketiga terverifikasi
berdasarkan anggaran dan gl 3. Daftar harga d
: 3. Daftar harga dan ; 3
penawaran harga dan kisarasdiasn Bals ketersediann buku
pihak ketiga 5 : 4. Konsep nota dinas
4. Konsep nola dinas usulan ik terverifilog
\ 1. Daftar bahan pustaka 1. Daftar bahan
Memeriksa dan terpilih pustaka terpilih
menyetujui konsep 2. Daftar nama pihak ketiga 2. Daltar nama pihak
usulan penpgadaan bahan b terverifikasi 1 ketign terverifikasi
pustaka berdasarkan 3. Daftar harga dan 3. Daltar harga dan
anggaran dan penawaran ketersediaan bulku ketersediaan buku
harga dari pihak ketiga 4, Konsep nota dinas usulan 4. Nota dinas usulan
terverifikasi ang disetujui
7




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
No. Uraian Kegintan Selkretari Kepal F jonal/P Walctu Ket.
Badan Bagian elaksann eawan Kelenglapan (harl) Output
(Ketua Tim)
7
Tidak
l ” 1. Daftar bahan pustaka

Menecrima dan menyetujui . terpilin

usulan pengadaan bahan 2. Daftar nama pihak ketign
8 |pustaka berdasarkan terverifikasi 30 |bahan pustaka yang | Berkoordinasi dengan Tim

anggaran dan penawaran 3. Daftar harga dan sesuai pengusulan BMN

harga dari pihak ketiga ketersediaan bulku

4. Nota dinas usulan yang
disetujui

Menerima bahan pustaka Tidak sesual /
9 dan memeriksa bahan pustaka yang sesuai 2 bahanl pustaka h;schmnl

Iesseusen deapie pengrsian s v

pesanan pa——. pe

Menerima dan

mengkoordinasikan bahan pustaka ai
10 pus sesuU

pengolahan bahan usulan yang telah diperiksa " IR PUARSIA. DTy

pustaka baru

L d
10




Mutu Bakn

Felaksana
Jabatan
Wo.|  Wesien Kaglates Sekretaris Kepala |Fungsional/P Walctu
Badan Bagian elaksana | TUstilawan Eisugtapen (hari) Output
{Ketua Tim)
[
) o 1. Bahan pustaka
11 Melakukan inventarisasi Bahan pustikes beru 15 haru
bahan pustaka 2. Daftar inventaris
bahan pustaka

melakukan input data dan
pengolahan bahan

1. Baehan pustakn baru

pustaka fisik [stempel ; A
12 kepemilikan, pelabelan 2. Daftar inventaris hahan 29  |Koleksi siap layan
penyampulan dan punjaks
penjajaran pada rak)
TOTAL 100




Namaor S0P | SOP-SBET 68 Tahun 2025

sop
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Tgl, Disahkan :
|TRl. Revisi :
Tgl. Diberlalulan | -

. Sekretaris Badan Kebijakan
Disahkan aleh ) Tr sl

i T, M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NP 19690601 199203 1 (03

SOP Lavanan Sirkulasi

Dasar Hukum:

Cara mengatasi:

1 Undang-Undang Republik Indonesin Nomor
43 Tabun 2007 wentmng Perpustakaan;

2 Peraturan Pemenntah No. 24 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomaer 43 Tahun 2007;

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatar
Negara dan Reformast Birokrasi Republilk
Indonesa Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusynan Standar Operasional
Prosedur Adminisirasi Pemerntan;

4 Peraturan Menten Perhubungan Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Peayusunan
Petn Proses Bisnis dan Standar Operasionsl
Prosedur;

S Peraturan Mentesi Perhubungsn Nomor 5
Tahun 2020 Teéntang Pencabutan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomar 89 Tahun
2016 Tenlang Peta Jabatan di Lingkungan
Badan Penelitian don Pengembangan
Perhubungan Kementerinn Perhubungan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomor PM 52 Taliun 2023
tentang Perpustakasn di Lingkungan
Kementerinn Perhubungan;

7 Peranturan Menleri Perhubungen Nomor PM
4 Tahun 2023 tentang Organisas dan Tama
Korja Kementerian Perhubungan;

8 Poraturan Kepala Perpustnkann Nasional
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Standar Nasional Perpustakaan
Khuasi s,

Membuiat kebijakan yang jelns tentang sirkulasi Koleksi

Keterkaitan:

Pornlaton

1 SOP Penelusuran dan Paket Informeast
Terseleksi

2 SOP Pengolshan Bahan Pustaka

1 Komputer, ATK, Prnter

2 Jaringan Internet

Peringatan:

3 Elibrary

Retidakpatuhan terhadap SOP nkan
mengakibatkan kehilangan koleksi




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
No Uraian Eegiatan n:;rn‘:: /P fnnma al Waltn KHet
Pustakawan Kelengkapan Output
elaksana Ininnya/ Jabatan (Menit)
(Eetua Tim) pelaksana
Penyusunan jadwal pelaksana q
1 [tayanan sirkulasi koleksi (:) E"n‘;‘;m“ 30 | Jadwal pelaksana
(Perpustakasan) Al
Melaksanakan layanan sirkulasi
kolelksi dan mengarahkan | Data buku tamu
* pemustaka untuk mengisi buku Jadwal pe = online
kunjungan
a3 Menerima koleksi dan  identitas Data buku tamu 5 1. Koleksi
anggota untuk diproses peminjaman online 2. Kartu Anggota
Memverifikasi  keanggotaan  dan I D koleksi
mencatat identitas koleksi yang akan 1. Koleksi i i
4 5 dipinjam pada laman

dipinjam pemustaka pada laman
sirkulasi elibrary

2, Kartu Anggota

elibrary




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan Jabatan
No Uraian Kegiatan Ket
Fungsional/P fungsinal Walktu
Pustakawan Helengha tput
elaksana lainnya/ Jabatan AN (Mendt) O
(Eetua Tim) pelaksana
t_ a
Menyerahkan koleksi kepada D;?B;.k?:m Koleksi
5 |pemustaka dan menginformasikan fmi]lp J 5 d?' A e
tanggal pengembalian :Hmﬂmﬂﬂ ipinjam
Apabila koleksi
mengalami
Menerima identitas anggota dan . kerusakan maka
& koleksi yang  dipinjam  dani ;t;:;: TorG 5 Koleksi yang pemustaka
pemustaka, serta memeriksa kondisi dipinjam bertanggungjawab
fisik koleksi %, Kartu. Anggota untuk
memperbaiki /

mengganti baru

Melakukan pencatatan koleksi yang
telah dikembalikan pada laman
sirkulasi elibrary

Koleksi yang
dipinjam

10

1. Database koleksi
2. Koleksi yang telah
dikembalikan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Keglatan Jabatan Jabatan Eat
Fungsional/P | o . W0 fungsinal Re oo Waktu
elaksann o~ lninnya/ Jabatan sengha (Menit) Dutput
(Hetua Tim) pelaksana
1. Database
Melakukan penjajaran koleksi pada :ﬂi;::;!i yong a0 Koleksi yang telah
al dijajarkan pada rak
dikernbalikan
1. Database
koleksi Laporan berkala
Menyusun | ran berkala layanan : i
a{rk:;g; knl:bf:i ¥ 2. Koleksi yang 60 layanan sirkulasi
telah koleksi
dikembalikan
Menerima laporan berkala layanan ( ) IL:F‘JNH b""-'ﬂﬂ:-lﬂi Laporan h.-crknja .
sirkulass koleksi yanan sirkulasi 10 layanan sirkulasi
koleksi leoleksi
TOTAL 65




SOP
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS|

Nomor SOP

: |SOP-8BKT 69 Tahun 2025

Tgl. Disahlan
Tgl. Revisi
Tg). Diberlakukan

Sekretaris Badan Kebijakan
Disahkan oleh s

Pembina Umma Muda {1V /c)
NIP 196006011992021003

BOP Layanan Penelusuran dan Paket Informasi Terscleks)

Dnmar Hukum:

Cara mmpmsi:

1 Undang-Undang Republik Indonesin Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpusiakaan;

2 Peraturan Pemerintah No, 24 Takun 2014
tenting Pelaksanaan Undang-Undang
Matnor 43 Tahun 2007;

J Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Namor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedeman Penyusunen Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pernerimtan;

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasionnl
Prosedur;

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5
Tahur 2020 Tentang Prmealiuitan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun
2016 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Badan Penelitlan dan Pengembangnn
Perhubungan Kementerian Perhubungan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2023
tentang Perpustakaan i Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Perhublungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

8 Peraturan Kepala Perpustakaan Nosiotl
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
Tentang Standar Nasional Perpustakaan
Khusus,

Penyiapan penclusuran dan paket informasi terseleku

Reterknitan:

Peralatan

1 SOP Pengolahan Bahan Pustaka

2 SOP Sirkulusi Seleksi

Peringatar:

1 Ketidlalepatuhan terhadup SOP akan
mengakibatkan terhambatnya penyebaran
informos

2 Sebelum informaosi disampaionn leepnda
pemustakn, pastikan informasi tersebut
sudah benar dan akuras

3 Elibrary

2 Jaringan Internet

| Kemputer, ATK, Printer




Pelaksana Mutu Baku
Jabatan
No Uraian Hegiatan Waktu Ket
Fangslonal/P| o ctakawan Kelengkapan (dalam Output
elaksana Monit)
(Ketua Tim)
Bttt st formulir permohonan
1 Menerima formulir permohonan D = e ul::,n o 5 penelusuran informasi
penelusuran dan paket informasi O ; * atau koleksi yang telah
atau koleksi e
terisi
Melakukan penelusuran formulir permohonan Da!'tar pf:nelusuran ;
: : ¢ i . : informasi atau koleksi
9 informasi atau koleksi sesuai penelusuran informasi 60 lecsuciges
dengan subjek/kata kunei/ atau koleksi yang siitrek/ katgaanl i/
literatur yang dibutuhkan telah terisi J .
literatur
Daftar penelusuran
Memeriksa dan memverifikasi ¥ informasi atau koleksi Daftar penelusuran
3 |hasil penclusuran informasi atau sesuai dengan 3C [informasi atau koleksi
koleksi subjek/kata kunci/ yang telah terverifikasi
litergtur
Penelusuran dan
Menyampaikan hasil penelusuran Daftar penelusuran f paket informasi
4 |dan paket informasi terseleksi informasi atau koleksi 5 511‘::- pfn:;us: T’?mi terseleksi
kepada pemustaka yang telah terverifikasi rimast atau kole disampaikan melatui
email /wa
TOTAL 100




Namor SOP : |SOP-8BKT 70 Tahun 3025

Tgl. Dinahlan

Tl Revisi

Tgl. Diberlakulkan

SOP ; Sekretaris Hadnn Ht:&l:iiakm
SEKRETARIAT BADAN  [Disahkan nlch Transpagas
KEBLIAKAN TRANSPORTASI
Pembing Utama Muda (IV /e
NIP 19650601 1992031003
SOP Penerbitan Jurnal Ilmish

DPasar Hulum:

Chrh mengatasl:

| Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014
tentang Pelalesansgan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2007;

3 Peraturan Presiden Republik [ndonesia
Nomor 173 Tahun 2024 Tentang
Kementerinn Perhubungan;

4 Perawuran Menter]i Pendidikan Naaiona)

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terlatan
Berkala Nlmiah;

Negara dan Reformasi Birokrasi Ropublik
Indonesia Nomar 35 Tehun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Admimistrasi Pemerintan;

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomar 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peia Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur;

7 Peraturan Menterd Perhubungan Nomor P
4 Tahun 2025 tentang Crganisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

B Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Pandurn Akreditasi Borkala [bmiah;

9 Keputusan Direktur Jenderad Pendidiknn
Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian
Pendidilan, Kebudayaan, Risel, dan
Teknologi Republile Indonesin No.
134 /E/KPT/2021 tentang Pedoman

5 Peraturan Menteri Penduyagunann Aparatur

Tinggl Nomor : 29/ DIKT/ Kep, /2011 wentang

1 Mmyn?ﬂnknj\ panduan penulisan yang jelas dan
spesilik

2 Memastikan sistem berjalan dengan baik

Keterkamitan:

Peralntan

SOP Penelusuran dan Paliet [nformasi
Terseleks

1 Komputer, ATK, Printer

2 Jarngan [niernet

Peringatan:

3 EHbrary

Ketidakpamhan terhadap SOF akan
mengakibatkan artike] jurnal tidak dapat
ditelusuri keberadaannya;




pembuatan akun scbagai
penulis jurnal

jurnal melalui OJS

Pelaksana Mutu Bakn
Pustalkawan /
Jabatan
Urnian Keglatan Sekretaris Kepala Fungsional / Penata Walktu
Penerbitan Helengkapan Output
Bagien Polakeans | oish/ Jabtaan (Hard)
(Ketua Tim) |~ potaksana
Memberikan disposisi dan Kerangka acuan kerja . isi Sel .
arghan pelaksanaan penerbitan jurnal 1 DH : e =2
penerbitan jurnal ilmiah ilmiah
Menelaah dan :
mengkoordinasikan | Disposisi Sekretaris :
pelaksanaan penerbitan jurnal _'_] Badan 1 Disposisi Kabag
ilmiah —
Menyusun rencana penerbitan . - Rencana kerja
jurnal itmish Bisfosin Kabax 3 |pencrbitan jumal
Membuat pengumuman 1 i pengumuman
penerimaan artikel jurnal Rm;::azm':'na] 1 penerimaan artikel
melalui OJS pene u jurnal melalui OJS
, o 1 _
Mencrima dan memverifikasi pangam formulir permohonan
formulir permohonan prncti el 5 pembuatan akun

sebagai penulis jurnal
yang telah terisi




Polaksana Mutu Bakm
Pustakawan/
Jabatan
Uralan Selkretari Kepal
Kegintan F i 1/ hllt;l Het
" Bgien : mﬂ ; |mmish/ Jabtann
o Pelaksana
| }
Membuat akun berdasarkan formulir permohonan
dutn yang telah diverifikasi pembuatan akun 0JS ,
dan menyampaikan kepacla schagni penulis jurnal PR PERaie
penulis vang telah terisi

Menerima dan memverifiloasi
naskah artikel melalui sistem
OJs.

Akun OJS penulis

MNaskah Artikel llmiah

Melakukan permeriksaan awal
terhadap kelengkapan dan
kesesuaian naskah.

Naskah Artileel Ilmiah

Maskah Artikel llmiah
yvang telah diperiksa

Apabila dibutuhkan
kelengkapan
dokumen dan
perbaikan naskah
maka akan
dikoordinasikan
dengan penulis




Pelaksana Mutu Balu
asbaten | Peaknal
Bekretaris Kepala Fungeional / Penerbitan Kelengkapan Waktu Output
Bagian Pelaksana Timiah/ Jal (Hari)
{(Eotua Tim) Pelal

1. Naskah Artikel

Mitra Bestari alan
melakukan review,

Mengkoordinasikan naskah ILFninh yang telah memberikan masukan
i Naskah Artikel llmiah diperiksa .
9 |yang telah diperiksa dengan telah diperil 20 5 Hasil review Mitra dan rekomendasi
Mitra Bestari yRoE e ; : terhadap naskah
g (diterima, revisi, atau
I 3. Rekomendasi ditalak)
1. Naskah Artikel
rmglmurmnam hasil review I Llnu.ah wang telah Naskah Artikel Himish
10 ﬂpﬂdﬂ _pcnulia untuk diptnlssn . _ 10 |yang telah
ditindaklanjuti. 2. Ham_] review Mitra i o s
Bestan
3. Rekomendasi
Melakukan pemeriksann
naskah artikel wyang telah ¥ 1. Naskah Artikel
disempurnakan berdasarkan Naskah Artikel lmigh limiah yang telah
11 |hasil review mitra bestari dan yang telah 7  |discmpurnakan

menyusun konsep Letter af]
Acceplance {LoA) untuk
naskah yang diterima

disempurnakan

2. konscp Letter of
Acceptance (LoA)




Peloksuna Mutu Baku
No Uraian Kegiatan Jabatan Penata ’ Eet
Bekretaris Kepala Fungsional / e Kele Weltu
Baglan Pelaksana Toans ngEApAR | \pari) Outpt
Tim) Nmiah/ Jabtaan
¢ Pelakuana
| 11 |
b At Ill. H:h!kﬂh Mﬂll:: Dokumen LoA

Melalukan  verifikasi dan limiah yang telah dj’“l yang te o A .
12 |menyetujui konsep Letter of] disempurnakan 5 2 T;?jpu f il bRy kgbu!:ﬂm

Acceptance {LoA) 2. konsep Letter of : Er cnm u

Accoptanoe [Lok) Acceplance (LoA) penulis
yang telah disetujui

Menyampaikan LOA kepada < 1. Naskah Artikel

penulis dan melakukan proses llmiah yang telah

copy editing dan proofreading disempurnakan '
13 P :

untuk memastikan kualitas| 2. Letter of e Lt

bahasa dan kesesuaian Acceptance (LoA) yang

pedoman, telah disctujui

Mengkoordinasikan naskah ;

. s 1. Naskah alchir
tuk di la

4 Jodue. un S Ry Naskah akhir 5 |2. Surat Pernyataan

dari aspek substansi, bahasa,
dan tata letak kepada penulis

Penulis




Peloksana Mutu Baku
o o Sl Pustakawan f
ralan Esgiatan Sekretaris Kepala | Fungsional / Fhaata Waltu Ket
: Pelal Penerbitan Kelenglkapan (Hari) Output
Tim) Iimiah/ Jabtaan
( Pelaksann
14
Menerbitkan artikel melalui L 1. Terbitan Jumal
laman OJS Badan Kebijakan 1. Naskah alkchir liminh Apabila  diperlukan
15 |Transportasi dan menyusun 2. Sural Pernyataan S5 2. Konsep laporan jumal ilmiah dapat
konsep laporan hasil Penulis hasil penerbitan dicetnk
penerbitan jurnal ilmish Hurnal ilmiah
Ill.r;:;bltm Jurnal Koneep laporan hasil
16 Mersicr ifiicns P laporan 2. Konsep laporan 1 pemtretan.jusyl
hasil penerbitan jurnal ilmiah h.a:u.il penierbitan iimiah yang telah
jurnal iimiah diverifikasi
Kon laporan haail il
MEnySnuLt Ean manymplaks pm:tﬂlxnjunlﬂj pﬂ:ﬁtﬂh::um&l
17 }:mm:l.mm:nml penerbitan || ilminh yang telah : ilmiah yang tclah
diverifikasi disetujui
Laporan hasil B
18 Menerima laporan hasil penerbitan jurnal 1 L‘an::?“ st
penerbitan jurmnal ilminh ilminh yang telah ﬁm;:h u
disetujui 5
TOTAL 128




Y .

v SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomor SQP :|SOP-SBKT 71 Tahun 2025

Tl Disahkan

Tgl. Rovisi

| Tgl. Diberinlautlkan

Sckretaris Badan Kebijakan
Disahkan aleh

Pembina Utama Muda (IV/c]
NIP 196906011992031003

S0P Layannn Peppusulan Int

ernational Standard Book Number {(ISBN)

Dusar Huloum:

Cura mmﬁumi:

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018
tentang Serah Simpsn Karya Cetalk dan
Kuryn Relom;

3 Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 2014

tentang Pelaksannan Undang-Unilang
Nomor 43 Tehun 2007;

4 PFeratdran Menteri Pendavagunann Aparatur

Negars dan Reformasi Birokrasi Repulilik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang

5 Prraturan Menter] Perhubungan Nomar 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur;

6 Peruturan Menterl Perhubungan Nomor 5
Tahun 2020 Tentang Penoabaitan Peraturan
Menteri Periubungan Xomor 89 Tahun
2016 Tentang Peta Jabatan di Lingkungan
Badan Penelitinn dan Pengembangan
Perhubungan Kementerian Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2023
teniang Perpustalkaan di Lingkungan
Eementerian Perhubungan:

8 Peraturan Menter] Perhubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisnst dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan;

8 Peraturan Kepala Perpustalnan Nasional
Repuhlik ndonesia Xomor 14 Tahun 2017

Tentang Standar Nastonal Perpustaknnm
Khusos.

1 Membuat daftar perksa jcheckiist) dokumen vang
diperlukan dan informasikan kepada pengusul sebelum
diusullean

Keterkaitan:

Peralatnn

S0P Penelusuran Informas: atnu Koloks

1 Komputer, ATK, Printer

2 Jaringan Internet

Peringatan:

3 Emml/ Hubpress/ wa

Ketidalcpniuhan terhadap SOF akan
1 mengakibatkan terhambatnya penyebaran
miormasi;

Sebelum Informasl disampaikan kepada
2 pemustaka, pastikcan Informasl terselng
sudah benar dan alagral.




Pelakaann Mutu Balm
Uralan Kegiatan hm / o Ket
Kepala Bagian Pola) Pengelola Eelengkapan (Jam) Output
(Ketua Tim)
Dokumen Kelengkapan:
1. Membuat Surat Pernyataan
Keaslian Karva {pdf)
(https: / /bitly S karyalSBN)
2. Melampirkan Berkas
Helenpkapan ISBN (halaman
Menerima usulan permohonan D Prosed Dokumen judul, halaman balik judul/
ISHN i Kelengkapan penyusun, daftar isi dan kata
| kelengkapan 3 2
pengusulan ISBN Pengusulan 15BN pengnnlar]l-
(htips:/ /bit.ly/ pedomaniSBN]
3. Cover buku (pdf dan jpg);
4. Resume buku (Word);
5. Dummy buku {pdf] (maks 10
MBj).
Memeriksa gkapan
ssesialan mmn ya.::n Dolkumen 2 Dokumen pengusulan
diterima kelengkapan ISBN 1SBN
Apabila dibutuhkan
Menyusun naskah surat 1. Dokumen kelengkapan dokumen dan
pengusulan ISBN ke Perpusnas Rl Dokumen 5 |Pengusulan ISBN perbailan naskah surat
dan mengunggah dokumen pada pengusulan ISBN 2. Naskah surat pernyataan maka akan
Hubpress pengusulan ISBN dikoordinasikan dengan
pemohonan




Pelaksann Mutu Baku
Jabatan
Uoalea Eagiatan Selretaris Fungsional / Waktu
Bad Kepala Bagian Polal Pengelola Helengiapan Jam) Output
(Eetua Tim)
l 1. Dokumen 1. Dokumen

Melakukan verifikasi naskah surat
pengusulan [SBN ke Perpusnas RI

pengusulan 1SBN
2. Naskah surat

pengusulan [SBN
2. Naskah surat

pengusulan ISBN pengusulan 1SBEN

1. Dolcumen 1. Dokumen
Memeriksa naskah surat pengusulan JSBN , |pengusulan ISBN
pengusulan ISBN ke Perpusnas Rl 2. Naskah surat 2, Naskah surat

pengusulan 1SBN

pengusulan ISBN

Menyetujui surat pengusulan
ISBN

1. Dokumen
pengusulan 1SBN
2. Naskah surat
pengusulan ISBN

1. Dokumen
penpgusulan ISBN

2. Surat pengusulan
1SBN

Menerima surat pengusulam ISBN

1. Dokumen
pengusulan 15BN
2. Surat
pengusulan ISBN

1. Dokumen
pengusylan [SBN

2. Surat pengusulan
1SBN




Pelaksana Mutu Bakun
Jabatan
Ho Uraian Eeglatan Eet
Bakretaris Fungsional [ Waldin
Badan Eepala Baglan Pelaksana Pangelola Eelenglapnn (Jam) Output
{Eetua Tim)
o ! 1, Dakumen . Deltumen
g |Mengkoordinasikan surat pengusulan ISEN pengusulan ISBN
3
pengusulan ISBN 2. Burat 2. Surat pengusulan
l . pengusulan ISEN ISBN
1]

Mengirimkan surat pengusulan ] A pmen s
9 |ISBN ke Perpustakaan Nasional pengusalan ISBN | oo 5 men 1SBN Berkourhinaat dengan

Republik Indonesia. 2. Buran Perpustakaan Nasionsal R|

pengusulan ISEN

Memaniou dan Menerima hasil
10 |pengusulan ISBN dari Dobkumen 15BN 3 Dokumen [SBEN

Perpustakaan Nasional.

Menyvampaikan nomor [SBN resmi !
11 |yane telah diterbitkan oleh

Perpustakaan Nasional ke Dokumen 1SBN 3 Dokumen 1SBN

pomohon.

Total 48




SOP
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS!

Romor S0P

: |SOP-SHKT 51 Tehun 2035

Disabiknn

Revisi

[Ty Diberiakulkan

Disahikun oleh

Seltretiaria Transportnn

-—

Pembina Umma Muda (IV/«)
KiP 19690601 1992031003

Peoyampainn Form Pengombangan Kompetenai

Diasar Hukuss:

Cea

r

1

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2033
wriang Aparatur Sipil Negar

Perattiran Pemerintah Nomar 17 Tahun
2000 rentang Perubaban atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawnd Negerl Sipil

Pegwturan Presiden Nemor 23 Tahun 2022
tefitany Kementerian Pechubungan
Peraturim Menter Perhubungan Kamer PM
17 Tahun 2023 tentany Organisasi dan Tata
Retia Kementerinn Perhubungan

Peruturan Mentor] Perhublingun Nomor PM
2 Tehun 2015 tonteng Wewenang,
Pendelegaslon Wewenang, dan Pemberian
Kumua Bidang Repegawaian di Linghungan
Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Takun 2017 tentang Pedomin
Petyusunan Peti Proses Blants dan Sundar
Ciperaaional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan,

Peraturan Menter Pendayagunaan Aparaturs
Negmma dan Reformest Birokrasi Romor 37
Tabun 2021 rentanyg Pengadann Pegawal
Peraturan Lembogs - Admsnidiras) Negica
Womor 15 Tohun 2020  teniang
Pengembengan Hompetlensi Pregas)
Prmerintah defyin Pesianjinn Keria,

Penyvinpan Form Pengembangan Kompetensd Pegaownl di lingkungan
Bpdan Kebimkon Transporta

eierfeaiinn:

Peralatan

Penyusunan Furm Peagembangan Kompeterini
Pegiwni di Linglhungan Badan Kebdjaktsin
Transporinn

Terimn

|Perinjatan
Form Pengembangan Kompetensd wiajily dits
{olefy wennp pegawi

1 Komputer, ATK, Priniter




Pelaksana Mutu Bakn
Sekretaris
No. Uradan Eegilatan Badan KEnbag SDM dan IF/IP Analis SDM/ Keleng! Waktu Output
Eebijalmn Organisas| Penelaah Teknis (Har)
Transportasi Hobljakan
Memerintahkan pengumpulan data rencana ( )
1 |terkait Pengembangan Kompetenal Jalur Lembar disposiad 1 Disposisi
Pelatihan
Menelanh konsep dan memberikcan arahan L
2 |tindak lanjut terkait Pengembangan | Lembar disposisi I |Disposisi
Kompetensd Jalur Pelatihen ASN
Menginventansasi data releaplitulasi I I li:ci:-pitu] lasi data
pengembangan kompetensi ASN dan spos 9
3 |menyusun serte membagikon kuestoner self o o m:mmn::"m
assSesmen! pegawn pegowai
Konsep form
Kucsi
4 Menyusun kpmup form pengembangan u:mmmn:, wpmwﬁ 1 mmnur
kompetensi jalur pelatihan dan nota dinas yang telah diisi pelatil Aan vasta.
dinas
:4




Mutu Baku

Bekretaris / Ket.
Ho. Urnian Heglatan Badan Hobag SDM dan Analis 8D
. Kebljakan | Organisasi JFIIP | penelash Teknis| elemgkapen !
Transportasl Kebljalan
Konsep form Konsep form
Memverifikasi konsep form pengombangan pengembangan pengembangan
g [kempetensi jalur pelatihan dan nota dinas - kompetensi jalur kompetensi jalur
terkadt Pengembangan Kompelensi Jalur I pelatihan dan nota pelatihan dan nota
Pelatihan dinas dinas
Konsep form Konsep form
Menandntangani nots dinas Kepaln Bagian pengembangan pengembangan
6 SDM dan memeriksa serta menyetujui konsep | I kompetens jalur kompetens julur
form dan nota dinas terkait Pengembangan pelatihan dan nota pelatihan dan nota
Kompetensi Jalur Pelatihan dinas dinas
Nota din Lari
Konsep form BII:'; 'm:m.l:: Beicrotsisie
Menendatangani nota dinas tericait pengembangan
5 |Pengembangan Kompetensi Jalur Pelatihan ! kampetensi jalur dium]::pmh
yang akan disampaikan ke Kepala Pusat ( i pelatihan dan nota Kebijaken dan Kepala
Kebijakan dan Kepala Bagian dinas Pusat Bagian

TOTAL




Momor SO : [S0P-SBKT 55 Tahun 2025

Tl Disnhknn
Tel. Revis
Tel Dibarlakulmn
a0 j Sekretarls Badan Kebijakan
d T L)
SEKRETARIAT BADAN KEBWAKAN |Psehikan oleh e~
TRANSPORTASI
L]
Peribing Utnma Muda IV /¢]

NIP 19690601199203 1003
Pelnkaanomn Fenguatan Budeye Kerja dan Kode Etilk Apuratur Sipil Nogara

Dasar Hukum! Cors mengatasi
! Unddeng-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang  (Penyiapan dan melaksankan Program Penguatan Budaya Kerja
Apuratir Sipll Negara dinn Kode Etll ASN di lingkungnn Badan Kebijakon

2 Peraturmn Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Teanaportasi
tentang Perubahan ains Pernturan Pemerintah
Numor 11 Tahun 2017 rentang Mannjenien

Pegawai Neger Sipil

3 Peraturan Pemeriniah Nomor 49 Tahun 2014
tentang Manajemen Pogawnl Peinerintah dengian
Perjnmjinn Kerja

4 Peraturang Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentnng Kementerian Perhubungoan

5 Peraturan Menterd Perhubungan Nomoer PM 4
Tahun 2025 rentang Organisas dan Tata Kerja

Kementerian Pechubingan
Rty b tan: Peralatan
1 S0P Pembahasan Peoalasn Organisasi den Tate | 1 Kemputer, ATK, Printer
Kerin

2 80P Pelilossnaan Eviduasi Kimerja Bulanan

3 80P Pelaksinasn Evalussi Kinernja Tahunan

Peringntan:

Apibila tidak ada pelakssnnan penguatan Budaym
Kerja dan Kode Etlk Aparatur Sipil Negars, maka
pembentulan karalter ASN profesibonl mkan
terhumbang




Pelaksana Mutn Bakn
Jubatan
Sekretaris Jabatan
Hepala Bagian | Fungsional /
Ko, Urnian Keglatan Badan T Tabatar Fungsional / Kolengkapan Output Kel.
Fenspartasl {Hetua Tim)

Memberikan arehan terlnil
rencana kecia penguatan hudaya
kern dan kode ek ASN i
lingkungan Badin Kebijakan
Transporiasi

Renenng Kerja:
Sekrotnns Bodan

Dispo=isi Sckretnris
Balan

Mencliah serta mengarahknn
ponyusunan rencoana keglatan

2 [penguatan budaya kerdjn dan kode giﬂdix:luiai Sekretars :-'!-'l;ﬂjmrn Kepala
etile ASN di linglungan Hadan [ o gia
Kebijakan Transporins
Mempelagar serta
menghoordinasikan penyusunan 1 L]

Paling sodiléit memaunt
rencann keglatinn penguatin Dispogisi Kepala ) .

% |budayn ketjn din kode etik ASN di Biagian Rencana Kegiatan | bentuk kegiatan dan
lingkungan Hadan Kebijnkan Jntbwal pelaksnnnin
Tronsportn s
Menghkodrdinasilan dan
meluksansikan monitoring serts Muiu :]:luh:':km 1
evidunsi pelaksononn koegintan T — tereatat ada LiTisi

* penguatan budaya kena dan kode Rencans Kegiatan Kegiammn munksimal untuk

ctilk ASN di ingkungan Badan
Kebijnkan Transportasi

pelolosrmman satu
benmik kagatan

Menyusun konsep laporan hasil
pelaksanaan kegiartan penguatan
budoyn kerjn don kede etik ASN o
lingkungan Badan Kebijakan
Trunsportasl

Dolmmentast
Kegimian

Konmep Laporan

Penyusunan lnparnn
dilakukan paling
ardilil sam kali dialam
sty mbun




Pelaksann Mutu Baku
Jabatan
Sekretaris Jabhatan
Kebyjanan Organinasi Pelaksana Subaun (Hari)
Transportasi [Ketua Tim) Pelaksana
Memverifiknsi konsep lnporsin l
hisil pelaksanaasn kepiatan Konzep Laporan
penguninn hudeya kesn dan lode Kunsep Laporan ! FF“E,:_E:H'I‘_
thiverifiknn

ctil ASN di lingkungsn Badan
Kebijakan Transportas:

Memerilsa don menpndatangani
konsep lsporsn hasil peluksnnasn
kegintnn penguaten budayva kerjn
dan kode ettk ASN di linghungan
Hudan Kebijakan Transpartns

Meonerima laporan hasil
pelakunnann kegiatan penguiatan
budayn kerja dan kode ctik ASN di
Linghkungan Badan Kebijaloan
Tranuportas

Konsep Laporan
yang leluh
diverifilcasi

Loapormn yang telah
elitsirlatanpgani

Laporan vang telah
ditandatangan|

Arsip Laporan

TOTAL

16




Nomor SOP HIBOP-SBKT 56 Thhan 2025

Tpl. Dinahlon

Til. Revini

TRl Diberlakikan

San o

1 SEKRETARIAT BADAN
HEBLIAKAN TRANSPORTAS!

' Selretaris Badan % Transgortas:
EXmahilcan olsh

Pembinn Utama Muda IV /<)
MIP 196906011992031003

Perwampaien Form Penertmasn Megang Bedan Kobiiokan Trensportosi

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubiahan stas Peraturnn
Pemerintah Nomor 11 Tahin 20017 tenisng
Mannjemen Pegrwii Negeri Sipil

3 Peraluran Presiden Nomor 23 Tahun 2022
tenitang Kementerian Perhubungan

2 Peraturan Mentecl Pechubungan Nomor P
17 Tahun 2022 tertrng Orgamisani dan Tatn
Kerja Kementetian Perhubungan

5 Peraturan Menteri Perhubunjmn Nomor PM
2 Tahun 2015 tentang Wewenang,
Pendelegasion Wewenang, dan Pemborian
Kuasa Bidnng Kepegawilan ol Lingloungaen
Kementerizn Perhiibungan

& Feraturan Menteri Perhubongan Nemor PMV
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Peryustinan Pota Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Linglivngsn
Kementerinn Perhubungan,

T Peraturan Mentert Perulnyagunasn Aparatir
Negarn dan Reformasi Birokrasi Nomor 27
Tahun 2021 tentang Pecgadann Pagawn
Neger: Sipil

8§ Peraturan Menteri Ketenagakerjpan Nomor
6 Tahun 2020 tontang Penyelenggarann

Drasir Hudasm: Cura pengatasl:
| Unifang-Undang Nomer 20 Tahim 2023 Penvtapan Penerdman Magany di lingkunghn Badan Kebijnkan
tontang Aparatir Sipil Negart Transporiast

Pemagangan di Dalam Neper]
Heterkaitnmn: Peralatan
S0P Pelaksanaan Megang Pegswii I Kempmiter, ATK, Prmter
Peringatan:

Apabila tidak ditakssnalkan penyusunan Form
Penerimann Magang maks kegiatan tidak dapar
dilakukan.




Jahatan Fuogsional
[ Jabstan Pelakuana

Analls 8DM Analis
{ Jabatan

Kelenghspan

Memerintnhkan pengompulan
duta kiebutuban peserin magang
padi musing-masing unit kesja
terkamil perencanann pelakuanann
program magang di linghkungsh
Biadian Kebijikan Transpor as

Lembar dinposks

1n |

Dispasisi

Menclsah konsep dan
memberikarn arahan tindak lamjur
terkait Perencanann Pelalsanaan
Frogium Magang

Lembar dimposini

Diwpagans

Menpnventarisast informasi
terinit kebutuban peseria

e ang el masng-masing unil
kerja di Ungliungin Baidan
Kebijakan Transportasi

Lembar disposisi

Cata kebutuhon pesertn
dasi masing-masing unit
leetin

Menyunsun konsep Fem rincian
Rualifibnsl peserts magnng dan
notn dinas

Dratm kebrrtulmn

muaning vnil kerjn

peserts dar masiing.

Ronmop form rincian
leualifikasl peserta
magnng dan nots dins

(1




Pelaksann Mutn Bakn
No. Uraian Heglatan Selretaris Badan Kabag SDM d; Jabatan Fungsional | Analis SDM Analls Waktu
Hebijakan M / Jabatan Pelaksann { Jabatan Kelengkspon (Harf) ‘Catput
Transportusi (Kstim) Pelaksans
5 |Memyerifikasi kotiep form fncinn Kernsep form rinclan 1 Knneep form rincian

kualifihasl pesertn mingang dan
nota dines terksit perencanann

pelaksanann progran mogang di

kunlifilcasi pescrin
maggang dan notn dinas

kunlifiknsi peserin
mngnng dan notn dinas

linglungan Badun ke bijakm E':'
[ Teansportasi

& | Menusndutmngani notn dinas Konaep form rincian 1 Konaep form rincion
Kepiila Ragtnn SDM dan kealalifilannd peserts Senalifiknnl pescrin
memerilou werta menyetujul misgang dan tots dines miganyg dan notn dinas
kamwep form dan nota dinas I::l
terlolt perencannnn pelak=nnin
progrom magaog i Tinghoongan
Badin kebijsloan Transportosi

7 |Menandatangani notn dinas Konsep form rincian 1 Noto dinns Sekretaris
terhaut porencanann pelalsanaan kunlifilnsd peserta BRT unuk disampaikan
program megang & lingkungan magany dan nota dinas ke Kepaln Pusat
Badan kebijalkan Fransportos | Kehijaban dun Kepala
yang akin disampaikan ke Kepala ( ’ Tumak Dapgin

Pusnt Kebijalain dan Kepals
Bagian

TOTAL




Nemor SOP : 1SOP-S8KT 57 Tahun 2025

Tl Disahiknn i

Til. Revini

Tgl. Diberlakukan

SOF I 3
SEKRETARIAT BADAN Disehknn ol ' Teptas
KEBLJAKAN TRANSPORTASL
Pombinn Utnema, Muda {1V c)
NI 1968906011992031003
Polaksanaan Magang Pegawal
Dasar Hulum: Coara mengatas)

2

Uhadieng-Unding Nomor 20 Tahun 20323
tentang Aparatur Sipdl Negars;

Peraturan Pemerintah Namor 17 Tahun 2020
tentang Perubebian atas Permiiran
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manujemen Pegawn] Neger: Sipd;

Persiturun Preaiden Nomor 23 Tahun

20122 temang Kementerian Pechulungan;

Pernturan Pemerintnh Nomor 30 Toahun
2019 tentang Fenilnign Kinetia Pegawa
Neger Sapll;

Peruturan Menteri Pendayagunann Aparatur
Megara dan. Reformast Birekras Nomor 6
Tuhun 2022 tentsng Pengelolann Kineyja
Aparatur Sipil Negara:

Pernturan Menteri Perhubungsn Noemor PM
17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Taln
Rerja Kemenierizn Perhubungan;

Nomor 10 Talun 2018 tentang
Pengembangan Kompeténsi Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Lembago Administrasl Negacn
Nomor 135 Tehun 2020 tontang

Pengembangan Kompetens Pegawi
Pemerintah dengan Perfanjinn Kerjn.

Pervinpun Pelnksarinnn Mageng Pegowal di Lingkungan Badan

Ketirakan Transportas

Permlutan

S0F Pelaksanaen Magang Pegawal

Peringatan:

Pegawsl yang ingin melakssnokan mageng wijib
mendapotian peractujuans dard pimpinan

1 Komputer, ATK, Printer




Pelaksans Mutu Baka
No. Uraian Heglatan Sekretaris Hadan SDM dan | JAbAtan Pungsional | oo fur Het.
Hebijakan e | Jabatan Pelalmann / Jab Pela Helengkapan Crutput
Transportasl Rl (Hatim)

L (Memeriniehkan pengumpulen data Surnl pUnaWEraEn mesgung IHrpomin
rericans terkalt peniweren mogarg pepiwi
pegawal i instans internail ( #
Kemenbiub/ BUMN BUMD / Swasta

2 [Melakulion perencanuin teviosit Lembur dispessivi Dimprsial
kegiaian magang pegnwe i instansi |
ineerial
KemenhubBUMN BUMD/ Swiista

3 [Menyosun Konsep Dokumen Lembar dimposs Dokimen perencansan
Peeeneanuan Kegintan Magng — SRR gm0

Menyusun Nots Dinas peniswaran
leginaoun muogasgy kedja uniok
disampailcan kepada Unit Esclon 1
HET dan Eselon [11 i Serbadan BRT

Mhiloumien porencannan
leeglatan mngang

Nota [Dinas peowsnran

keplatan megang kerji

diri unit Eselon I BET
dan hagian di Sethadnn
BKT

Meomerikss dion menyiiuio Moty
Drinas penmwaran leejpolan magnng
leemjn umtuk dissmipailan kepada Unb
Esclon [| BET din Eselon (01 di
Scthadan BKT

'

Notn Dinas pemwiran

leegiutnn muggieny kerja

deri wnit Esclon |1 BET
din bagian dl Settusdun
BRT

Notd DMinns penawsran
feegrimian magnng kerji
dan unit Eselon 1T HET
din bagion di Setbudan
BET




Menandatangam Notn Dhnas
penawaran kegiston misgng kerjua
untuk dissenpaikean kepada Uit
Eselon || BRT dan Esclon 111 di
Bethmdan BKT

Nota [Hnss penowornng
Kegiatan maghng kerji
chard unit Eselon [1 BRT
dan bagian di Sethodan
BKT

Rotn Cinos penssyaran
koplnian magang kerja
il it Eselon [| BT
dan baginn di Sethadan
HET

Menyumpailan penowaran legintan
mngang hesja ke unit Eselon || BRT
dan Esclon U di Sethodos KT

Hobn Dirues penawiarn
kegistan magsng kerja
dart unit Entlon || BKT
dan bagian i Sethadan

Mot diinms wmlan
pefnwa padn kegamn

[mapung kerja darl unit

Eselon 1| BET dan baginn

BRT ol Setbuclan QKT
8 [Menerimn wnibion magang ke dari Wota dina usulan 1 Disposin
unit eselon 1| BET dan eselon 11 di pegiwnl pacdy kegiatan
Sothoadan BKT | mvisjpeansr Kerju dinel et
Eanlion 11 BET dan baglan
i Getbadan BKT
9 |Menyunin konsep syt usilsn Lembiar disposisi 1 Konsep surgt wsaglun
pegienial maggang dari KT wntub [repiveni miggang das
disampaikan ke Biro SODMO el
10 |Memerikaa dan memvotujidl konsep Konsep surat usilan 1 Kennep sl wsalan

ol wsalan pegiwal magang diri

|BET untulk disampaibon ke Bira

SDMO

peepiwal mneang darf AKT

pegnwai mannny dar
BRT

1

Menyetujui dan mennndatangani
leonimep surat usulnn pegawas magang
dari BET yang dinsmpailean ke Biro
SO0

Koneep surnt usulan
peinwnl mngang dar BRT

Surm usulsn pegawal
magang

12

Mengirim ssrat dsilan pejgawal
maging darl BT yvang disampailoin
fer Biroe BN

Sural usulan pegawai
magang

Tondn terima

12




Nomor S0P | |SOP-SBKT 58 Tahun 2025

Tgl Disahian -

[Tgl. Revisi

Tel, Diprlakukan |

SOP MIKRO
SEKHETARIAT BADAN KEBLIAKAN
TRANSPORTAS]
Disahkan oleh

Pembing Utama Muda {IV/¢)
KIP 19651 120199003 1001

Pengusulan izin Cersi Pegawat di Linghunpan Badan Kelfiskan Transpoctesd

Dasar Huloom:

Cara mengatas:

1. Unding-Undang Nomor 1 Tahun 1974 veniang
Perkawinan (Lembaran Negara Tabun 1974 Nomar 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomar 3019)

Permurnn Pomerinimh Nomor [0 Tahun 1983 reoiang
lzin Perkowinan don Percerminn Bagi Pegmwai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor 45 Tahun 1990 wentang
Pemibatisn Atas Peraturan Pemenntah Nomar 10
Tahun 1983 tontang fzn Perdoswinan dan Percéeriian
Bag Pegnwai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Taliun

2010 tentong Disiptin Pegaiwsi Negerd Sipil
(lembaran Negara R Tahun 3010 Nomar

T4)

Peratiran Pemeriniah Nomor 11 Tahun

2017 rentang Manajemen Pegawsl Nogerl

Sipil [Lembaran Megara BRI Tahun 2017

Nomor 63, Tnmbahan Lembaran Negasa 121

Nomar HOFT
Peraturan Presiden Nomor 0 Tehon 2015

tentang Kementerion Perhuburigen

{Lemberan Negara B Tehun 2015 Nomor

75)

SE Repaln Badan Administrasi Repogawanian Negara
Nomaor 48 /SE [ 1990 tentang Pemnjnk Pelalksanann
Peroturan Pemerintah Nomor 10 Tahuan 19803 fentang
[zn Perkawinas dan Percersian bagl Pegavsi Negeml
Sipil.

Penyiapan penyusunan Surat fon Ceral Prgawnl tepat
woktu srsaal jadwal dan sesual prosedur

Ketorkmitarn:

Peralatnn

Peremajaan Dote Kepegawaian
Penyusunnn Laporan Hastl Pemeriksaan Dislplin
Pembayaran Gagi Pegawai

1. Kompurer laptop
2. ATK, pranter, den jaringnn micmel
3.  Recorder

Pelahssnnan Pemutakhiran Data Kepegawatan di
Lingkungan Badan Kebijalown Transportos

Peringatmm:

1. Atasan It gsung pengugnt/ pegavad yhs berweneng
meripeluarkan irin ceral wajlb memberikan atsu menolak
izin untuk melakukan pereernion selambit-lnmbatnys 3
{tga) bulan terintung mulai tnnggal pengajunn percernian
dari pegawd yhs,

2. Apabiln pegawnl melalodan percorainn selichim
difcelunrkanya surat izin melakukan peroeradan, meka
vang bersangioutan dapet dikenakan hukumon disiplin
pegawiL.




Pelaksana _ Muitu Baku
Jabatan Analis S0M
Sekretans Badan |Kepala Bagian] Fungsional / Aparstur [
Ui Anpistu Kebijakcan SOMdan | Pelmkanna | Penclah Kelengknpan Wiictu Output
Transportasi | Organisesi | (Ketua Tém Teknis ey
Kerjn Hebijakar
Mengarahkan untuk menerima laporan Undang-Undang Nomor | Tahun 1 |Arahan dan Disposisi
secara langsung (lisan/ tertulis) tentang 1974
permintaan jjin perceraian dan pogawsi t :—
pengugat
Mengarnhican untul madissi dan ) DCHaposisl Sekretaris Badan I Disposiai Kepaln Bagian 5DM
menyusun Surat Panggilan Susmi/Istert C‘ 1 dan TU
pegawnd yha
Menyusun agenda mediasi dan Disposizi Kepala Bagian SDM dan TU 3  |Jadwal Agenda Mediasi dan

memerintahkan uniuk menyusun
konzep surat pangpilan
pemcrikannn medins pogewnl yha

disposis: Kerua Tim Kerja
Organisasi dan Tala Lakerna

Menyusin konsep sural pangslan Jadwal Agenda Medlasl den disposisi 1 Konsep Surat Panggilan

pemerikannn/ medins pegawni yba |—-—;l Ketun Tim Kerjs Organisasi dan Tata Pemerikanan [ Mediani pegawal
1 l Lalksmans ivbs

Memeriksa konsep surat panggilan Konsep Surat Panggilan i Konsep Surat Panggilan

pemenksasn f medinnl pegawai yha

Pemeriksaan /Mediasi pegawai ybs

Pemeriksaan [ Mediasi pegasal
vhs

Memenksa dan menandatangnn miral
panggilan pemeriksaan / mediasi pegawal
e

Konaep Surat Panggllan
Pemeriksaan/ Mediasi pegawal vos

Sural Pangiilan
Pemeriksaan { Mediasi pogawai




Pelaknans = Mutu Balou
Jubatan Analis SDM
. Sekretaris Badan |Kepala Bagian| Fungsional / Aparstar |
Na. Urnian Kegintan W
Hebijalan SDM dan Pelakannm Peneclaah Kelenglapan E Iml Output e
Trunsportas Organisasi [Ketua Tim Telonin
Kesja) Kebijsican
7 |Meanyampaikan Sura Panggilan Surat Panpgilan 1 Tanda terima surat
Pemerikaaan dan Medinsi kepadn Pemerikanan / Medlasi pegowal ybe
pegawsai yhs »
B |Melakukan pemeriksaan/ mediasi Surat Panggilan 8 |Daftar hadir dan Berita Acars | Pemeriksaan
Pemeriksaan [ Medlnsd pegawnd ybs Medinsi dilaksanaloan
1 bersama atasan
lengsung dan pihak
|yang dimediasi
9 |Menyusun Laparan hasil medissi dan Daftar hadir dan Berita Acara 5 Laporan Hasil Mediasi dan
Konsep Sural Pengusalan Izin Cerai Medinmi Konaep Surat Pengusulan lzin
pengawsad di lingkungan Badan Cerai pengawal di lingkungan
Kebljakan Transpartas Badan Kebijakan Transportant
10 | Memerilcsa Konsep Surat Pengusulan Laporan Hasil Mediasi dan Konsep 1 Kosisep Sural Pengusulan Izin
lgin Cerad di lingkungan Boadan Buratl Pengusulan lzmn Cerad Ceral pengawal di linghungan
Kebijakan Transporiasi pengawai di lingkungan Badan Badan Kebijakan Transportasi
Kebijnkan Transportasi
11 |Memerkaa Konsep Sural Pengusulan Laporan Hasil Mediam dan Konsop 1 HKomacp Surst Pengusulan lzn
lzin Cerai di linghungsn Badan Sural Pengusulan [zin Cerai Ceral pengawal di linglungan
Kebijakan Transportasi . penjnwal di ingkungan Badan Badon Kebijakan Transporasi
12 |Menclaah Berita Acara Mediasi dan Laporan Hasil Mediasi dan Konsep 3 Surat Pengusulan lzin Cerai
menandatangani Surat Pengusulan l=in Surnt Pengusillan lzin Cerni pengawai di ingkungan Badan |Surat disampaikan
Cerai pegawai di lingkungan Badan pengawel di Hngkungan Badan Kebijekan Transportasi kepada Kepela Biro
Kebljakan Transparissi Kebiljakan Transporiasi S0M dun organisani
TOTAL 7




Wormor U8 - [SOPSHKT 25 Tahun 2005
Tl Disnhian :
IE[' Revis .
IEL Dibetlnkuksin | 3
s0p Selsetnris Kebijindnr
SERRETARIAT BADAN T i
KEBLJAKAN TRANSPORTASI
Disalikan oleh t s
Pembina Utama Muda [[V /¢
NIP 19690601 199203 1003

Penyusunan Rekapitulasi Absensi Pegawal

Disar Holnem! Cars mengatas:
I Undeng-Undang Nomaor 20 Tabun 3023 Melakukan rekapltulast absens pegawnl tepat wakiu sesual
tertntg Apamtur Sipil Negara denpon prosedur vang bevlnku

2 Peraturen Pemerintah Nomor 1T Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tubin 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3 Peraturen Femenntah Nomor 449 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawal
Pemeriniah dengan Perjanjian Kerja

4 Peraturan Presiden (Perpres| Nomor 173
Tahun 2024 tantang Kementerian
Perhubungan

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4
Taliun 2025 tentang Crganisasi dan Tata
Kerja Kementerizn Perhubungan

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37
Tahun 2022 tentang Pencabiuten Peraturin
Menteri Perhubungan Nomer PM 2 Tahun
2015 tentang Wewenang, Pendelegasinn
Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang
Kepepawaian DI Lingkungan Kementerian
Perhubunpnn

7 Permuran Menteri Perhubungan Nomor 33
Tahun 2024 tentang Pencabuin Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun
2014 entang Har dan Jam Kerja di
Lingkungan Kementerian Perhubungan

B Peraturian Badan Kepegawainn Negara
Nomor 7 Tahun 2021 tentnng Periubahan
Atas Peraturan Hadan Kepegnwalan Negnta
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pemberinn Cutl Pegawnl Negeri Sipil

Keterkaitnn: Pernlutnn

SOP Pengriolian Cuti Peguwai 1 Komputer, ATK, Printer
S0P Pelaksanaan Evaluast Kinerjn Bulanan
S0P Pelaksansan Fvaluasi Kinerja Tahunan
S0P Penvusunan Laporan Hasi] Pemerilesaan
Diniplin

Pﬂﬁnp:nn:

Apabila absensi kehadiran pegawal tidak:
terdatn makn pemenuhan hak dan kewajiban
pegawai dapat terhambat




Polaksasia Mutu Baku
Jabatan
Wo.|  Uraian Kegistan Kopala Baginn | Pangslonal / |, 000 s Jubatan Waktu Keterangan
SDM dan Jobatan Helengkapan Output
Organisasi Peluksann Aparatur Pelaksana {hari)
Transportnsi
i {Keotun Tim)
1. Moo Dinon Helcapitulom dan
Menerima dan ( } Penyamgaian Data Dukung dan
I 1tlll!'ﬂ:ih'bﬁknll ariilinm Helgpliuland Aliersd dord ' L3 eephereidint Seleretnrian wnit kerja terkait
teckait relopituins setinp Pusil Kebijoan Badan diterima msksinmal
ahornsl pegnwai 2. Dats Dukung Absensl paedn tingggel 10
dari Unit Kerja ierkai bulin berfiutnya
. Disposisi Sekreturin
Menelanh data diulung Hpdan
2 |rekapitulas abaenn S 2. Relcapitiulisi dan/datn, | 1 [DI%pons Kepala Bagian

fEegiwn |

Dukung Absenmi Pegawiv
Unit Kerga terknit

SDM dan Organisasi

1. Disposisa Kepnlin

Melnlokonn verifilias dasts g I*m::H et
J dubcing relojuitu L :!rheknptl.uinni dax duds a2 Dokeumen Tinduk Lomnjut
ahsensi pegnwal Druikuing Absensi Pregawni
Unit Kerjn
) L. honsep Notn Dinons
Mengunduh daty abaensi Seliretnris Radun terkait
pegawal puadn np_ukm.{ dan Penyampaian
4 |mengolah relapitulasi Cokumen Tisdik Lunjut ¥ |Rekapitulasi Absensi

data absensi selamb
Wil

2. Konsep Relawpitulas
Absensd Seluruh Pegpaonl




Pelaksuna Mutu Baku
Sekretaria
No. Uraian Kegintan Pk Hepala Bagian | Fungeional / Analis SDM Wakin Keterangan
Kobijakan Organisasi Pelaksans
Transportasi
[Ketua Tlm)
E 1. Konsop Natn Dinas
1. Konsep Notn T¥inas Sekrotans Badan terlamt
Seleretnris Dudan terkoit Penyam pain
. Melnkmkan wrili.imfn Penyam paian 2 Hrkapitulnni Absenni
5 k:mlﬁylmhﬂntulam Rehapitutasi Absens wang lerveriflas
whaenm neluruh pegaowni 2. Konwep Rekapitulas 2. Kannep Rilenphiulnm
Abmenial Seluruih Pepawal Abzensi Seluruh Pegowai
yang terverifos)
1. Konsep Notn | Hiss I. Bonsep Notn Dinas
Sekretutis Badan terkot Selretaris Hadan rerkcait
IMervivm paunn Penvam pann
Memieriksn konsep Helapitulan Abacnsd | Relapitulasi Abwens
6 | rekapiules aheemsg yang terverifikost i telnh diparnd
sctaruh prgavs 2. Konwep Releapitulasi 2. Kansep Relapiolan
Absensi Selunrh Pegawia Absensi Selumuh Pegawai
YR terverifikas wing telnh dipaend
1. Konnep Nown Dinas Mot dinas
ﬁ:‘f“ﬂ“m verloait Nati Dinis Selkretitis | disumpailan kepada
WL Boiclnn terkait selurub unit kerfi
Menveiujul konsep f F
T |relapitulas alenn C) eGPl AR, 1 Pemymm patan sertn ditembiiskan
tedah diparat .
sclurh pegawm Tn?{“ | Roleeprutant Aot lee sgian yurlp
2. Kanmep Rekapitulan Soliaruh Pepawnl membiding urinan
Abgenal Seluruh Pegownd keunngnn
yiuoe felah dioaral
TOTAL 13




Bop
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Nomor S0P ' |[SOP-SBKT 1 Tahun 2025
Tgl. Disahkan ;
. Rens H

ve

I‘].. Diberlakulkan

Disnhkan aleh

Pembina Dtama Muda (IV fe]
NIP 196511201990031001

Pemyusunan Sasaran Kerja Pegawai [SKP

Dasar Hukm:

Carn mengatasi;

I Undong-Undnng Nomor 20 Tabhun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubakian ntas Peraturan

2 Pemerintah Nomor 1] Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3 Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 49 Tahun
2018 tentang Mannjemen Pegawiai
Pemeriniah dengan Perjunjian Keria

4 Peraturan Fresiden Republik Indoresia
Nomor 173 Tahun 2024 Teninng
Kementerian Perhubungan

5 Peraturan Menteri Perbubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentng Organisasi dan Tata
Keria Kementerian Perhubungan

6 Peraturan Menteri Pendayvagunaan Aparatur
Negnra dnn Reformasi Birokrasi Nomor b
Tahun 2022 tentong Pengelolaan Kinerja
Pegawad Aparatur Sipll Negara

7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM
2 Tahun 2015 tentang Wewenang,
Pendelegasmnn Wewennng, dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawman di Lingkungan
Kementerian Perhuliangan

8 Kepurmsnn Monteri Perhubungnn Nomor KM
254 Tahun 2022 tenteng Petunjuk Tekmis
Fengelolann Kinerjn Pegawal

Melaksanean penyusunan SKP sesuni dengnn prosedur dan
tepat walkin,

Keterkaitnn;

Peralatnn:

1 S0P Pelaksanaan Evaluss Kinera Bulanan
2 80P Pelaksanaan Evalunsi Kinerja Tahunan

I Komputer, ATK dan Printer

Peringatan:

Apabila tidak melakuken penyusanan SKP
malm target kerfa pegawnl akan kurang selarns
dengan target kerja orgenisal serta Atasan
Penilad tidak dapat melaksannkan Penilnian
Kineria Pegnwni mielalui Aplikasi e-Kinerjn
Kementerian Perhubungan




berdasarkan hasil dialog
kerja atasan bewahan

[MPPH)

Pelaksans Mutu Baku
Jabatan
Analls Penilnd
Uraian Kegiatan Kepala ""‘"‘"”! et BDMA/ Kiserja | . Kedoagh Walktu Kot
Tanemortont Baglan 8DMO| o Jaksanan s | e (hard) ¥
Memberikan arahan
m 1. Surat Biro SDMO : ; i .
L Poxi 2 R a Keria 1 Disposisi Sekretaris Dilaksanakan setiap
SKP Sekretaris Badan Blwtok S atan
Meneiaah dan ; .
mempersiapkan pelaksanaan I Disposisl Bekretaria 1 Dispesis] Kepala
Penyusunan SKP . e Bagian
: I 1
Iil:nﬂ:nwdmnn'lmnt dan | 1. Konsep Nota Dinas
menyusun Nota Dinas terloait | | | Disposisi Kepala Kepala Bagian
g:uplalrmun Penyusunan - Bagian ! 2. Konsep Notn Dinas
|Sekretaris Badan
1. Nota Dinas Kepals
1. Konsep Nota Dinas )
Memeriksa dan menyetujui Kepala Bagian Haghan yang Wiah
konsep Nota Dinas i 2. Konsep Nota Dinas ! ::is.nﬂu.m;nn“'“i o
Sekretaris Badan . ke
Sekretaris Badan
1. Nota Dinas Kepala Nota Dinan
Menyetujui p Nota Bagian yang lelah ! .| disampaikan kepada
S oo ditandatangani ! ”H ota Dinag Sckretonie | o ssing-masing JPT
2. Konsep Nota Dinas dan JA di lingkungan
Sekretaris Badan BKT
Menerima Nota Dinas dan 1. Surat Bire SDMO Diale
_ | . g keria dapat
melaksanakan dialog kerja 2. PK Kepala Badan Dok Matrik memual lentang
wtasan bawahan untuk 3, PK Sekretaris - M““'" F. Hasill PEmbagian peran
menetapkan Sasaran Kegja Badan bagian tugas dan juga hasil
Pegawai yang selnras dengan 4. Rencana Kerja IMPPH) cApEian yang
target kera organisasi Seloretaris Badan diharapkan
SKP disusun untuk
Menyusun t_ln.n men_njukﬂ.n periode | tahun,
m melatui Aplikasi e- Dokeumen Matrik SKP yang telah namun jika terdapat
Kinerja Kemenhuhb Pembagian Peran Hasill 3 terinput pada Aplikasi | perubahan jabatan /

e-Kinerja Kemenhub

atasan/ unit kerjo
maka pegawal akan

menvusun SKP bary |




Pulaksana Butu Bakn
o Soketaris Jabatan Analls Pentiaf
& Urnian Kegintan Badan Eepaln Pugainrial/ BDMA/ Kinerja Walktn Ket.
Kebjakan  |Bagian sDMo| _JOPSAB | o ten | (Atasam | PeSOwR! Kelanghkapan (harl) Ontpet
Transportani (Ketua Tim) | Pelalmana | Lasgouag)
o 7 I
—
Ttk
I-!unmu,jui SKP yang telah [Setuj SKP vang telah
8 |disusun oleh pegawai melalui terinput pada Aplikasi DR gy Nelgh
Aplikasi e-Kinesja Kemenhub ety e-Kinerja Kemenhub Hmetiajust
—_
) I Monitoring
Melnksanakan monitoring ;I{nnw&hrm Dinas | i eanakan herkala
9 dan menyusun laporan hasil SKP yang telah mm;mmwm“m selamn rentang waktu
monitoring pelaksanamn disetujui 2 m itulasi penyusunan SKP dan
[penyusunan SKP = RO dilaporkan diakhir
ReaMssonn SICE pericde penyusunan
1. Konsep Nota Dinas
1. Komnep Noln Dinas
Memverifikasi laporan hasil 1 Laporan Pelaksanasan Laporan Pelaksanann
10 monitering pelakuanann Fenyusunan SKP Ej:;“;m SK!-" Yirig
penyusunan SKP 2. Rekapitulasi ey “‘m]""l “"
Penyusunan SKP Fl:n,u:up::n K
1. Kensep Mota Dinas 1. Konsep Nota Dinas
Menyetujui lnparan hasil Laporan Pelnksanaan Laporan Pelaksanann
11 itoring pelal i Fenyusunan SKP yang Penyusunan SKFP yang
penyusunan SKP tetah diverifiloasi telah ditandatangani
2. Rekapitulnsi 2. Rekapitulasi
Penyusunan SKP Penyusunan SKP
L. Konsep Nota Dinas
Menerimn laporan hasil Laporan Pelaksannan L Monitors
16 |manitoring pelaksanaan ' ]I m;"m""' mm Pnlnlrmm ann =
penyusunan SKP ; i{ul::me Penyusunan SKP
Penyusunan SKP
TOTAL




Nomor SOF : {SOP-SBKT 2 Tahun 2025

Tal. Disshknn

Tgl. Revisl
oy e

b _SUF Disahkan cleh Sclitetiria Lebijiken

4 SEKRETARIAT BADAN Fiy ]

ol KEBLJIAKAN TRANSPORTAS
.-
...... 1Ty
Pembina®tamna Muda (IV /]
NIP. 19690601 1992031003
Pelaksunaan Evaluasi Kinerja Bulanan
Dnsar Hukim: Cura me

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
temiang Aparatur Sipil Negara

2 Pemmtiuran Pemerintah Namor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan ntas Peraturan Pemerintah
Nomer 11 Tahun 2017 1eatang Manajemen
Pegawal Nogeri Sipil

3 Persturen Pemerntah (PP Nomor$9 Tahun
2018 tentung Manajemen Peginwnl Pemerintah
dengan Perjanjian Kerjn

4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
173 Talun 2024 Tenmng Kementerian
Perhubungan

9 Peraturan Menten Perhubungan Nomor 4
Tnhun 2025 tentang Crgandsass don Tota Kerjn
Kementzrian Perhubungan

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negarn dan Reformnst Birokrast Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolasn Kinerja
Pegawil Aparatur Sipil Negarm

7 Peraturen Menteri Pechubungan Nomor 37
Tahun 20232 tentang Pencabutan Peraturan
Menterd Perhubungin Nomor PM 2 Talun
2015 tentang Wewenang, Pentdelngasian
Wewenang, dan Pemberisn Kuasn Bidang
Kepegowninn [ Linghkongin Kementrian
Perhubungan

B Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
254 Tnhun 2022 tentang Petunjuk Telnis

prosedur dan tepat Wik,

Pengeloiaan Kinerja Pegawai.
Keterknltin: Peralatan
S0P Penyustition SKP 1 Komputer, ATK, Priniter
S0P Pelaksanann Fvaluasi Kinerfa Tahunan
Peringatan-

Apabila tidak melaksanakan Evalunsl Kinera
Aulanan makn perilaian Kinega Tahunan tidalk
dapat dilakukan dan akan mempengurubi
peiaksannnn administras) ktpegmwiinan lninnva

Melaksanain Evaluasi Kinerjn Bulanan sesusi dengan




Pelnkaana Mutu Bakm
Jebatan
Urnian KEeglatan JPT [ JA ‘l' tomal/ Kol apan Outaut Ket.
{ & &} Jabatan Pelalreann
Melaksannan dialog ldnerja atasan
bawahan untuk menetapkan target Q glf;::lul}i:‘n SKP yang telah Daftar rencana aksi
kerja padsa bulan berjalan
Menyusun rencana aksi melalui cane skl yang talsh

aplikasi e-Kinerja Kemenhub sesuai
target kerja yang ditetaphkan pada
bulan berjalan

Daftar rencana aksi

= Jput dalam aplikasi ¢
neleria

Sepanjang hari kerja efektil dalam

Melaksanaan rencana aksi, Rencana aksi yang telah Laporan Evaluasi Bulanan bulan berjalan dan Atasan dapat
mendokumentasikan dan menyusun terinput dalum aplikasi e- 23 |pada Aplikasi e-Kinerja melaksanakan dinlog kinerja
laporan hasil kerja Kinerja Kemenhub untuk melakulan monitoring

progres capaian kinerja pegawal

Mengirimkan Laporan Evalusasi Laporan Evaluasi Bulanan

Laporan Evaluasi Bulanan

ada Aplikasi e-Kinerja paling lambat 6 han kerja pertama
Bulanan kepada Atasan Langsung pada Aplikaal e-Kineria ﬂ cnlpzubj- tc!ml pada bulan berikutnya
melalui Aplikasi e-Kinerja Kemenhub 1 Kemenhub dikirimkan

Memberikan umpan balik pada
Laporan Evaluasi Bulanan melalul
Apiikasi e-Kinerjn Kemenhub

Laporan Evalussi Bulanan
pada Aplikasi e-Kinerja
Kemenhub yvang telah

Laporan Evaluasi Bulanan
padn Aplikasi e Kinerjn
Kemenhub vang telah

Umpan balik jugn dapat dilakukan

oleh Ketua Tim Kerja

dikirimkan mendapat umpan balik
; 4 Laporan Evaluasi Bulanan
Menilal hasil kinerga bulanan dan pada Apkilénst &-Kineda Laporan Evaluasi Bulanan

perilaku kerje pegawai melalui
Aplikasi e-Kinerja Kemenhub

Kemenhub yang telah
ervdapat um balik

Mengunduh dan mencetak laporan
evaluasi bulanan pada Aplikasi e-
Kinera Kemenhub

pada Aplikasi e-Kinerja
Kemenhub yang telah dinilai

Laporan Evaluasi Bulanan
pada Aplilkasi ¢-Kinerjn
Kemenhub vang teleh dinilai

Dokumen Laporan Kinerja
Bulanan Pegawsi

Menandatangani Dokumen Laporan
Kinerga Bulanan Pegawai

Dokumen Laporan Kinerja

Bulanan Pegawal

Dokumen Laporan Kinerja
Bulanan Pegawal yang telah
ditandatangani

TOTAL




Nemor SOP : |SOP-SBET 3 Tahum 2005

S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Il]. Disnhknan

Tgl. Revis:

('Tgl. Diberiakukan | :

Disnhkan oleh

Sekretiaris

Pembina Utama Muda (IV /e)
NIE 109651 1201990031001

Pelnksanpap Evalunsi Kinerin Tahunin

Dasnr Hukum:

Ciiril mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

2020 temiang Perobahsn atns Persturan

Pemierintnh Nomer 11 Tahun 2017 tentang

3 Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 49 Tahun
J018 tentang Manajemen Pegawal
Pemerintah dengan Perjanflan Kerja

4 Peraturar Presiden Republik Indonesia
Nomor 173 Tahun 2024 Tentang
Kemonterinn Perhubungsn

5. Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 tentang Organisnsl dan Tata
Kerin Kementerizn Perhubungan

6 Peraturan Menteri Pendavagunasn Aparaiur
Negora dan Reformasi Biroliras) Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolann Kinerja
Pegawni Apnratur Sipil Negara

T Peraturan Menterd Perbubungsn Nomor FM
2 Tahun 2013 tentang Wewenang.
Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian
Kuasn Bidang Kepegawalan di Lingloingan
Kementerian Perhubungam

§ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknls
Pengelolann Kinerjn Pegawai

2

prosedur dan tepat wilktu,

Melaksannan Evaluasi Kinerjn Tahunan sesual dengan

Reterknitan:

Peralatan:

I 'SOP Penyusunan SKP
2 50P Pelaksanaan Evaluasi Kinerda Bulanan

1 Komputer, ATK, Printer

Apabila tidal terdnpat Pelaksannan Evalunsi
Einerja Tahunean maka penilaian Kinerfa tidak
dnpat ditakuken den akan mempengaruhi
peliksannan ndministrasi kepegawninan
lsinmva.




Mutu Baku
u. Tim Analis SDM/ | Pesndlal
A Urnian Kegiatan Kepala Metus Penalanh | Hinerjs Waktu Ket.
Bagian somMo| "SUETT | reinis | (Atasan I (hari) b, oo
Transportas| Hebijakan | Langsung)
Memberilnn orakban 1. Surat Biro SDMO
1 |petas Hvalyan Kinerja 2 R Keri IMapesisi Sekretnris l]ll.ﬂhnnnl::ln setiap
Tahunan Sekretarin Hodan ane el iakiis
Menelanh dan . by £
: ; ]
2 \mempersinphan pelaksannann ﬁ fsposi: Gelruinein lT:mm
Evaluasi Kinerja Tabunan Hadnn Juiars
Muola Dina paling tidnle
1. Kom=ep Nota Dirmas neililat menia
3 rm g:::“m hanerys | l I Disposisi Kepala Kepals Bagian tentang meunn
Tahrisan Blaglan 2. Konmep Nota Dinas | peoilainn dae $meline
] Sekretaris Badan pelaksanann Evalissa
Tahunan
1. Korsep Nota Dinas ;.f:i"': Um“'::;t':“m
4 Memenbso dan menyelopn Eepaln Bagian flﬂnnl‘l.n!:m :
kaninep Nota Dinas 2, Konsep Nola Dines s m’f'm -
Sl = nivsep Nota Dinas
Selavtaria Liulon
1. Nota llinas Kepala Mhota Dhinas
Menvetijid kon Nols Hf"'i“" yang Wh‘h Matn IH Selretaria ‘“""f‘“"*“"x'mm“
5 A ) £ ditandatangini . g . i - mmmmE-mamng JPT
2. hunsep Nola Linas dn JA i lingkungan
Sekreturs Huaran AKT
Menerima Nota Dinas dan
mengkoordinasikan . ) Disiposbai JIFT° (A
6 |petal Evaluasi Kines [ Notn Ihnas Sckretaris S e

‘Tahuinan kepoda tm kesju
diturwahnyn

Radan

Langmuing




Pelaksons Mutu Bakm
Belketaris Ketua Tim Analis BEDM/ Peailai
No. Urnlan Kegiatan Badan Hepala Penalaah Kinerja Ket.
Kcbijakan | Bagian SDMO """ﬂ-';"“ Teknis | [(Atasan Ealanghiapen Osutput
Tranaportasi Kobijnkan | Langeung)
Pengajusn penilnian
Mengajulain penilninnn Diesposis JPT/ A Usulan Laporan dilsksanekan seteluh
¥ |Kineca Tabuvso melalo Penilil Kinerjn (Avssan Evaluast Kinemga P"'i:::."k

nplikns o-Kinern Kemeribob Lo Talitinan T e

Memberikan umpan balik don
penslliviiien Kiserjfu, Tahusan

Lapriran Kinerjn s
Rulnn Desember

Limulan Laporan

Ustlan Laporan
Fvalunsl Kinerja

-] T s Ry Evaliissd Wiver)
melalui Apikns o-Kinerja R i Tahunan yang telnk
Kemenlivib ilineifid
Mirpermma hanil peoddoisarn, Pegnwal yang relal
meneetink Lapormn Evalang Uasilin ki L. Dokumen Evalunsd menerima penilaun
Kirteri "Cabwiiven poda Evaliasi Kiners Eineria maka Nilal Kinegs
9 |Aplikcasi e-Kinerjn Kemembiub "J:nml.nnn vnnﬁ]ulull 2. Dokumen Lapovan | Pegaowod alom (eckicim
itan mengalan kepada dindlnd Evalursi Kinega pasde apelikas STR
Avasan untuk mendapathan Tahunan kemenhub dan S{ASN
G tangan asiah BEN
1. Dokumen Rvaluas
i -
Nlisii i i 1:_ Bn!mumt Evaluns Kinerin L:.;n::n :;lnl'.
1o r:“mm‘imﬂm“ E ““".“m 2. Dokumen Laporin 2. Dokumen Laporan
Tahusan Pegawai Hvaluntl Kinerjs Evalsani Kinerjn
Tahunan Tahunuan yanp telah
chitnndntanghni




Tahunan

Tahunan yung telsh

ditatydatunpni

TOTAL

Pelaksans Mutu Baka
Beketaris i Analis 8DM/ | Penilai
Ra. Uratan Kegistan Badan Kepala Penalaak Hinerjs Waktu
Kebfjakan |Bagian SDMO| | “"“'“m Telknis (Atasan | Pesswal Kelonghknpan (huard) g
Traasportasi Kebijakan | Langsung)
| 10 I
1. Dolowmen Fyvaluns
. L Doku BKP

Menpunpgah Dokumen SKEP 1 Kinecia yung telah ] dl:::" yeng
iliart Dokummen Laporon ditariilatnygar 20 m;"

11 |Evalunst Kmetga Tahunan 2. Dokumen Laporan 1 Rvatunsl Kin v
Prgowai padsn aplibom - I Bediuad i T-nhmmn“ ﬁm“ﬂ‘ yang
Kinerin Kemenhub :

FieTii ki Tlhlm-l:‘l ynngltt-lnh relnh d
1. Dokumen Sk yang
Melnkulan pemaniauan & :ﬁhﬂrlnmlj . Feebongnit vilsai It

12 |peladmsanaan Eviliaas I I st Kine !:u-r ] Pelabssnaan Evaluasi

Kmerja Tahunsn e Iu'mu i Kitsergm Talina
teduh divmpgmah

Mamastikan Nl Kinwns — .

mﬁ;ﬁ"‘&:jﬁ;ﬁ:’ mtm I‘ Rekospitiilant Dala Kotisep Laporin

13 SIA n‘ ¢ ) Petaksannan Bvaluynn 1 Pelaksinnan Evalunasi
A NI SOCIE DMLIIGE Kanrerja Taliinan Kinerga Tahunan
tnporan pelalosmsn Evalunsi | S
Kinetia Telbmnan
Memverifilani kansep 3 Konsep Laporan ::1::11 Imr:.ﬂ )

14 Laporan Pelaksannan Pelnkesannmn Kvaluns I el “:::‘ e
Ealuasi Kinersa Tahunan B ' Kinerja Tahunan ‘ m:j: fikiusi yang
Menandntangan dan i Konscp Loporan Laporan Peinlisariumn

15 meriyEmnpEkcan [Aporan Prinksanaan Evaluam i Evaluasi Kincrja
Pelabsanann Evaluas! Kinetjo I;r_ Kinerja Tahunun yang Tolhunar vang telah
Tahunan p— telah diverifiknsi dhitisrsel ik nrgie
Menerimn Loperan ::Ef:i: P:'-iln . Laporan Melnksanmsn

16 | Pelaksanmsn Evaluam Kinern o 1 Evaluasi Kinerga

Tuhunnn

28




Nomor SOF | [SOP-SBET 4 Tahun 2035

S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS]

Ig}. Disahknn

Tl Revisi

Tl Diberiakukan

Musahken oleh

Pembing tlmn Muda (TV/c)
NIP. 19690601 199203 1003

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawsi

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 wentang Perubahan atas Peratumn
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemien Pegawnl Negeri Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 173 Taliun 2024
tentang Kementerian Perhubungan

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
17 Tahun 2022 tenmng Crgandsas) dan Tt
Herjm Kementerian Perhubungan

5 Peramran Menterl Perhubungan Nomor PM

Dasar Hulom: Cara mengaiasi:
! Undang-Uncdang Nomor 20 Talun 2023 melnkukan pengelolaan kenaikan panghkat seniual dengan
tentang Aparatur Sipll Negars prosedur dan tepat waktu

37 Tahun 2022 tentang Wewenang,
Pendelegasian Wewenuang, dan Pemberfan
Kunsa Bidang Kepegowaian di Linglunjnn
Kementerian Perhubungan

6 Peraturan BEN Nomor | Tehun 2021
tentang Peounjuk Teknis Pembinaan
Kenaikan Pangkat PNS

7  Peramran Hadan Kepegawadan Negara
Republik Indonesin Nomor 4 Tahun 2023
Tentang Peripdisnst Kenusilean Panglut
Pegnwal Negeni Sipil

E Pernturan Pemerintah (PP) Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawal

9 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
&7 Tahun 2024 teniang Peta Jabatan dan
Uralan Jenis Keglatan Jabatan di
Unglunpan Badan Kebijakan Transportasd,

Keterkaitan:

Peralatan

1. 50P Peremajean Dite Kepegawaian

2. 0P Veriflkasd dan Dokumentasl Dokumen
Ujian Dinas

3. S0P Penyusunan Usulan Pencantuman Oelar
Akndemilk

4. 3OP Penvampaian Usalan Penerbiten Surat

Tugas Belojar

1 Kowputer, ATK, Printer

_.E. S0P Penerbitan PAK
Penngatan:

Apabila pengelolnan kenadkan pangkar di
lingkungan kementrian perhubungan tidak
terlaksana denpan balk maks pemenuhan dan
posial jabatan pada unilt kerjn terkale terbum bae




Pelaksans Mutu Bakn
t
Sekretaris | Kapala bagian Pajebe
No. Uralan Kegiatan Badan Sumber D Fungsional / Analis 8DM
Kebijakan Manusia dan Pelaknams | Apacatus/Fenaianh Kelengkapan 'mm“m Output
Transportasi Organisaai (Eetua Tim Telmis Kebijakan
Herja)
Menerima dokumen usulan . . o )
1 |kenaikan pangkat dan { } Surat Biro SDM dan 15 |Disposisi Sekretaris
memberikan arahan Crrganizasi Badan
Menelaah usulan dan
memberikan arahan tindalk Surat Biro SDM dan
2 |lanjut pegawai untuk kenaikan 1 Organisasi 20 Dllfﬁl’lﬂ Kepala
panjkar Bagian
Menginventarisir data pegawai Surat Bireo SDM dan Dokumen rekapitulasi
3 luntuk kenailsn panghat Organisasi 60 |data kenaikan panglat
PCEAWRL
Menyusun konsep surat usulan _ 1.Konisep nota dings
4 |lcnaikan pangkat berserta data Dokumcn rekapitulasi data | ., |Kcpala bagian
dukungnya leenpilean panglkat pegawal 2 Konsep Surml usulan
kenaikan pangkat
1. Konsep noia dinas
i 1.Konscp nota dinas Kepala Kepala bagian
Hmwﬁﬂmm konsep surat ' biagian 2. Konsep Sural
5 |usulan kenaikan panghat 2 Honsep Surat usulan 30 |kenaikan pangkst
berserta data dulkungnys keennilenn pangleat beserta data
dukunpgnya vang telah
terverifikasi
1. Konsep nota dinas Kepala 1. Nota dinus Kepala
Menyetujui kensep surat usulan bagian Bagian
6 |kenaikan pangkat berserta data 2 Konsep Surat kenailoan 15 2 Konsep surat
dukungnya panpkal beserta data kenaikan panghat
dukungnya yang telah beserta data
terverifikns dulcungnya
iﬁ




Pelaksana Mutu Baku
bat
Kapals bagian Peja
No. Uralan tan Sumber Fungsional / Analis SDM
Kegia n::: Pelal st A Penalaal Sdeughayan ‘ﬁm 5 Ket.
Transportani Organisaui mlﬂ!ll”“ e e
1. Surat usulan
1. Nota dinas Kepala Bagian kenaikan panghkat
7 Menandatangani konsep surat 2 Konsep surnt kenailown 10 beserta data
usulan kenaikan panghkat panghkat beserta data dukungnya
dukungnyn 2. Disposisi Sckretans
Badan
Menerima arahan dan 1. Surat usulan kenatloan k. m.n“ uslan
melakukan verifikasi final 4 pangkat beserta data kennikan panghat
8 [terhadap surat usulan kenaikan dukungnya jo |Deserta data
pangkat berserta data 2. Disposisi Sekretaris ek b
dukungny Badan 2. Di.tpm_ & Kepaln
o Bagian
Mengnput dan mengunggah l 1. Surat usulan kenailoan Usulan kenailcan aiion hl. :
9 usulon kenaikan pangkat pangkat beserta data pangkat yang telah mﬂm -
berserta data dukung dukungnya %9 lterunugah pada L'-'“",;f:: leh Biro
2 s aatike : o > FiCRia el ole
kelengkapannya p aplilasi 2. Disposisi Kepala Bagian aplikasi SDM Organisasi
Melakukan monitonng status Usulan kenaikan hasil
10 |usulan kenaikan pangkal pada telah terunggnhpmpndam 3 DAY
yang iy
aplilcani aplikasi MONItoring

[0




Pelaksana Mutu Baku
bat
Selcretaris Eapaln bagian Pae
Fungsional / Annlis SDM
Urainn Keglatan ’-m lmhr‘.‘::: Pelal A /Penalnal Kelanghapan Waktu Output Eet.
4 {Ketua Tim Telkmis Eebijakan ( )
Transportasi Organisasi Kerja)
Menerima laporan hasil I
monitoring pelaksanas usulan Dokumen hasil monitoning 5  |Disposisi
kenaitlkan pangiat pada aplikas]
1. Nota persetujuan

1. Nota persetujuan teknis tekmis Kepala Badan

Kepala Badan Kepegawaian Kepepawanian Negara
Menerima lembi san Surat Negara teniang kenaikan tentang kenmilan Surst P
:::umm kenﬂkmmglut D pmﬂght Pegawal Negeri 10 pangkat Pegawai kenail IP‘“B’“‘I‘-

pertimbangan te Sipi MNegen Sipil

kennikan pangint 2. Surat Keputusan Mentri 4. Surat Keputusan pee

Perhubungan tentang Mentri Perhubungan

kenaikan pangkat pegawal tentang kenailkan

panjkat pegawai
Total 360




Nomar SOP {|SOP-8BKT 5 Tohun 2025
Tl Disnhlcan :
Tl Revisi ;
Tyl Diberlakukan |
BOP Disalikan aleh Sekretaris Badan Kebijakan
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPMORTAS]
NIP. 196906011992031003
S0P Pelaksnnaan Konseling
Dasar Hukum: Cara mengatasi:
! Undlong-Undang Nomor 20 Tahun 2023 melakukan peliksanaan Rotscling pegavwal setual dengan
tentang Aparniur Sipll Negara prosedur dan tepat waktu

2 Perpturan Pemerintah (PP} Nomor 17 Tahan
020 tentang Perubahan atas Peratumn
Pemerintah Namor 11 Tabun 2017 tentang
Mungjemen Pegawal Negeri Sipil

3 Peraturan Pemeriniah Nomer 49 Tahun
2018 wentang Minajemen Pegawsi
Pemeriniah dengin Perjanjiion Kerji

4  Peraturan Pemerininl Nomor 30 Tahan
2019 1entang Penilaian Kinerjs Pegavwai

5 Perrturnn Presiden Nomor 23 Tahun 2022
tentang Kementerinn Perhubungan

6 Peratursn Lembage Administrasi Negarn
Fomor 10 Tabun 2018 tentnng
Pengembangan Kompetensi Pegawail Negeri
SKinil

7  Perawran Lombuge Administrosi Negarn
Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pengembangan Kompetensi Pogawid
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

B Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomor PM 17 Tahun 20232
Tentang Orpanisasi dan Tata Kera
Kementerian Perhubyngan

9 Kepurusan Menteri Perhuburigan Nomor KM
254 Tahun 2022 Tentang Petuniuk Teknis
Penjgelolann Kinetja Pegawal DI Lingkurnigan
Kementerian Perhiubungan

Keterkmitan:

Peralatan

1. S0P Peluksannnn Cosching dan Mentoring

4. SOP Permyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan
Disiplin

3. S0P Pengnjunn Laporan Permohonan lxin

4. SOP Pelaksannan Mediasi

I Komputer, ATK. Printer

Perinputin:

Apabila peloksannnn kondeling pegawsi tidal
terinksania dengan balk maka alan berpengaruh
terhadap copaian linerjo pegavwnl dan orgunisssi




Frlnjmans Main Bakn
Bekreturis Badan Kapuls baglaa Pobubost dubutan Fojabat
Ha. Uruinn Heglatms Kabffsloan Pejabut Butober Doys Fusgaiesal f Fangsnaal | Pungsissal | [ — ‘Walmn Output Kt
Tonaspartua Adminlstrator o e Pelubksans [Wetns | Jabatan Polaksans Felal (Jmsa]
1. Pragumpuakan
I Disprosdsd dsri Pejotusi Pormubic Kol
Mrmbrrikan armhen ten Sk il mssapun Pejiwad Farmulir pendilinran |2, Perminiaan
permaiaen peinksanian ( )_ I E Aabmininirator Kol yamg Lefah Bonerling jugs
HONSEINR ol W 2. Formulir pendaliaran |ifitenghapl dilakuian
Kol [Komsciing fegrsand) el FEasing masing
T Pusat Kebijnkan
Menpislwalkan, melilsrakan xm—d priakuanaan
| o seibng dan | iarnsabisg
2 |memdokumentasian kil l st N b Chf e 2 5 |2 Informed Consent
Ry w—— jrang teloh dilerhnnt 3. Cotmtan Masil
| Krnscling
1. Laposan tasil
1. Laposzin humil |san
MEriiEsun e lusd seling boequuln kg Dinire
A o—— ana F b VinEg
| Dt § meenyvamsn ey Cammn §iasil Konsrling Fﬂ_ st ek taibas|ban
rvtm dinns dan apernn 2. Konsep nota dings A
| prlskniainmn o ling secamm sk Duggian 518 (-
peradic 3. Livpommn 9 Lapornn disuwun
Pl mirnisien mmm:ﬂp skRIF tahln
|, Lisposrisn huisil Homnseking
") hsani & erpada atassin {Roscling 1. Kpnsrp nota dimas
ahlmus dan Epons e i furErdal it Mepiabi Miyiian HOM
ARk P Ty 2 Knnsrp nota dinos. Kepsaky 12 Laporan
secan perisdik Misggicen S0 |Pelahmannnn Korscling)
. Lageyran Melaksansan [vang terverillasd
Kamnsling
L 1. Kansep nota dines Kepaka 1. Nois dines Kepata
m“fhm . Hagin SHM taglian HOM
2. Laparan Petsksnnsan - B
'ul mmlrﬂu | Kamwrling Pk sanian Ko
ying tervenifikaad wang (elah diserujui
1. Moty dinas Kepala eagnan P
SN f
Miseritnn lagesn 4. '-"'P"-"I an ['elsknsnan ::H-mm‘ e
Koneriing
ying lelah disetujul
Tatal




BOP
SEKRETARIAT BADAN
KEBJAKAN TRANSPORTAS!

Nomor S0P -|[SOP-SBET 6 Tahun 2025

Tgl, Disahkan
. Revisi !
Il"' Diberinkukan | ¢
Selretnris Rebijaknn
T
Disnhkan aleh §
———

Pembina Utema Muda {IV/g|
NIP 19690601 1992031003

Pelaksanaan Orientasi Aparatur Sipil Negara

Dasar Hukum:

Carn mengatesi:

1

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negnra

Peraturan Pemerintah Nomor 1Y Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintuh Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peraturin Pemerintah Nomor 49 Tahiin
2018 tentang Man#jemen Pegavai
Pemerintah dengoan Perjanjion Kerja
Peraturan Presiden: (Perpres) Nomor 173
Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomaor 4
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Ferhubungan

Peraturan Menterl Perhubungan Nomor 37
Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Periubungan Nemor PM 2 Tahun
2015 tentung Wewenang, Pendeleganian
Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang
Kepegawnian D1 Lingkungan Xementerian
Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Hisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerinn Perhubungan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformast Birokrasi Nomor 6
Tuhun 2024 tentnng Pengndann Pegawni

Menyinpkan progrom grientani yang tepal sasaran scsual
kompetensi yang dihnraplan

Aparatur Sipil Negara
THeterkaitan: Peralatan
SOP Penganglatan CPNS menjndi PNS i Kemputer, ATK, Printer
S0P Pengajuan Formas ASN
Ptriupl.an:

Apabila Hdak mendapatian erlentasl, maka
proses acdaptas Aparatur Sipil Negara di
lingleungan kerjanya depat terhambat




Pelaksann Mutu Baku
Jabatun
Umian Hegintan Hopala Baglan Polaknsoa Anall Kots
S - s g Kelenghupan | o Outpat .
5 ey | Ormmnisast Fungatooal Apuratar (aurd)
[Ketua Tim)
Menerima surat dan
memberikan arahan :;LD;‘;HB:: s Disposisi Sekretaris Badan
teriomit w Pem {lan ASN Kebijakan Transportasi
Menclaah pelaksanaan Disposisl Sekretaris
orientasi dan memberdioan Badan Kebijalcn ggm Kepila Bugin
arshan lanjut It: Tranaportasi l
Mempelajar] dan oy
nnupm I i Bagian SDM dan Dokumen Tindak Lanjut
orientas ASN Crgan g
Konsep dokumen

Menyusun Konsep Konsep Dolumen PETENCANAAN Program
Dokumen Perencanaan Dolismers Tintel Perencanaan Orientasi orientasi meliputi imeline
|orientasi ASN Lanjut ; :

pematen.




5 Menyusun Surat

Perencanaan Orientasi

Pelaksann Mutn Bahkn
Jabatus
Bekrotaris
No, Urnlan Heglotan Kepala Baglan Polaksana
Budag, SDM das Jabatan Amalie 80N Kelenghkapan | Woit= Output
Kebijokan Apuratur (hard)
Transportanl Orgeadenst m‘ “'THII
———
Do Kensep Surat Pemanggilon

ASN dan Konsep Nota

Pemangpilan ASHN ASN Dinas Baglan SDM dan
COrganisasi
1. Konsep Dekumen
Perencanaan Orientasi
Memverifikasi dokumen ABN Kensep Dokumen
6 Honsep Perencanaan |2. Konsep surat Nota Dinas d’::
Orientan ASN dan sural pemanggilan ASN i ﬁj 8=

pemanggilan ASN

3. Konsep Nota Dinas
Hepala Baglan SDM
dan (}.r!ini-ii

MMemerikea konsep

dokumen perenCarman
7 |kegpatan oricntasd ASN
dan sural pemanggilan

Konsep Dolcumen dan
Notn Dinas yang telah

1, Dokumen Perenconaan
Orientesi dan Surat

Pemanggilon ASN yung
terparal

2. Nota dinas Kepala
Bagian S0OM dan
Crganisasi yang telah
dimetujui




Muotu Balou
Jabatao
Ea, Urnlan Keglatan Hopals Baglan Polulmana Heterangan
SDM dan [Jabatan e Kelenginpan """‘“ Outpat
Transpertan] Orgmnlanal Fangelonal e
{Ketua Tim)
1. Dolumen
Perencanaan
Menyetujul konsep Orientasi dan Surat Dok
dolkumen pelaksanasn Pemanggilan ASN mm:::uﬂw
8 |orientasi dan yang terparnd I ilan ASN yang
menendatengani surat 2. Nota dinas Kepala telah tertandatangani
pemangggilan ASN Bagian 8DM dun
COrganizasi yang telah
clisetujul
Dokumen
Memberilan arahan lanjut Perenceanasn
g [terkmit pelakaanann Orientusd dan Surat Disponisi Kepala Bogian
kegiatan crientasi dan Pemanggilan ASN |SDM dan Organisasi
pemnanggilan ASN yang telah
tertandatangani
, Disposial Kepala
i [R P san d:l——L HH Bagian SOM dan Surat Lapor Diri ASN
!'Fm.ﬂﬂ.l
Kegintan orientas dilaleukarn
Melaksanakan Kegiatan < Daftar Hadir dan bersama dengan unit kerja
1 | Orientasi ASN — H— — H Sarat Lapor disl ASN Dolumentasi Kegiatan  |terkait di lingkungan Badan
Kebijakan Transportasi
19 |Menyusun laporan % Daftar Hadir dan Konsep Laporan Kegiatan

Kegintan Orientasl ASN

Dolkumentas) Keglatun

Oirientasi




Pelokvana Muta Baku
Jabatan
No. Urnlan Kegiatan Hopaln Bagian Poluksana Acsal el
Organisasi Fungnional Aparatur Whast)
Traosportzasi
[{Hetua Tim)
Konsep Laporan =
Verifikasi laporan Honmrp Leporan Kegiatan
eI = AP Fresmcin ! |Orientasi ASN terverifikasi
Konsep Laporan Konsep Laporan Kegintan
14 mmm Kegiatan Oricntasi 1  |Orientasi ASN yang telah
ASN yang terverifilcasd diperikan
Konsep Laporan
is Menyetujui laporan Kegiatan Orientasi 1 Laporan Kepiatan Orientasi
Kegintan Oricnoasi ASN ASN yang telah ASN
TOTAL 21




Womor SUP T[SOP-SBRT 7 Tahun 4025

[Tgl. Disahian :
'm. Rewvisi 4
Tel. Diberinkukan |
|Op
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI!
Disahkan aleh

NIP 19690601 199203 1003

Pemetssn Proses Bisnis U_rEuniHﬁ berdasarksn Renstra

Dassr Hulum: Cara mengnins:
| Undang-Undang Nomuor 20 Tahun 2023 Melakukan Penyusunan Proses Blsnis Orgunisas| senunl
tentang Aparatur Sipil Negars dengan ketentuan yang berlaku

2 Persturan Presiden [Perpres) Nomor 173
Tahun 2024 entang Kementerian
Porbubungnn

3 Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur
Negatn den Reformosi Blrakousi Nomor 19
Tahun 2018 entang Penyusunnn Peta
Proses Bisnis Instansi Frmerininh

4 Porntiran Menteri Pendayagunann Aparatur
Megarn dan Reformasi Birokrisl Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pecdoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahean

3 Peraturan Menteri Perhubiungan Nomor PM
S0 Talun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operastonal Prosedur di Lingkungan
Kementerinn Perhubungan.

6 Perattiran Menteri Perhubungan Nomor 53
Tahurn 2023 tentnng Proses Bianis di
Lingkungan Kemenierian Perhubungon

7 Peraturan Menteri Ferhubungan Nomor 4
Tahun 2025 tenteng Organisass dan Toin
Kerja Kementerinn Perhubungan

8 Keputusan Menter Perhiubtingan Republik
Indonesia Nomor KM 8 Tahun 2024 Tentang
Pota Proses, Peta Subproses, dan Petn Relasi
di Linglunpan Kementerian Perhubungan

Keterkaitan: Peralatan
S0P Penyusunan Proses Blenls Level 2 sampad | 1 Komputer, ATK, Printer
Level ke-n

S0P Pemantavan dan Evaluasi Penerupan S0P
din Proses Binmin

SOP Penyusunan S0P

SOP Pengusulon Penatann Organisnsi

Peringnian:

Apabila tidak dilaksanalkan Penyusunan Proses
Bisnie Organisasi berdesarkan Renstra maka
alnn subit untuk melaksanakon monitoring
terhadap seluruh nltivitas kerjn organisasi.




Pelaksana Mutu Baku
Bakretazd Jabatan Analis SDM
No. Uralan Kegiatan Bad Hepals Baglan | Puagulosal / Aparuter [ Wkt Keterangan
Kebija) 5DM dan Jabatan Pennlaah Kelengkapan {hari) Qutput
Organisani Pelaksann Teknis
¥ [Hetun Tim) Hebijakan
Suval Dirvis Bivo SOM
Memberikan arahsn dan Organisas
I Jterkail penyusunan proses { } Dolumen Proses Bisnos 2 Disposisi Sekretaris Badan
Bisnin organisan Organisasl [ Dokumen
Penwtann Orgnnisas]
1. Dinposisi Selretnrs
Baidan
Menelanh dam
2. Surat Dinns Biro SDM .
2 mnml:.nrikm: mreluin i Ot ; 2 [Hupoaisl Kepola Baglon
tgrlmn peEnyUsUnan proses | R i'.‘mkumim= » Frowos Bisnis SDOM don Organisos
Ghssin el Orpanisas / Dokumen
. Penatacnn Orpganisss
Mempw lngari dan
3 |menyusun Kernngkii Disposisi Kepoli Baglan 5 Kerangkn Konsep Proses
Konsep Proscs Flisnis S0M dun Organisasi Bisnix Orporismns
Pembahasan dilakukean
l l bersama sehouh unlt kega
Melnkulcan par PLEIT i limgloungnn Fadn
4 m:h.an Kfmr:mknh:];nsep l : :’F I'ufm:;n x“.l“" Prose 7 Lapusrin Hasil Pembahassn ‘it.wldhlnm Trnnspur:zsi SOTTR
Prosen Risnis Crgaenisesi B o berkoordinnm bhersnrma

dengan Biro SHM dan
Ohvgpmminmai




Pelaksana Mutu Bakm
Jabatan Ansalis SDM
; Uralan Keglatan Hepala Bagian | Fungsional / Aparatur / Heterangan
e SDM dan Jabatan Penalsah Kelengkapan 'I'“"I Output
Tranaportasi Organisasl Pelalesnnn Teknis
[HKetun Tim) Kebijakan
Menyasun dreaft sarnt ;:pu;:: I-lnﬂl':h 1, Konwerp Suri
4 |penyampamnn Konsep K b iﬂ::::‘:::““'tll* Hiowts 5 Peryampaian _
Proses Hisnls Organd s 2, Konwep Proscs Hlanis
Hisnis Crgmiksasi Ot
a 1. Konsep Soral
Melnkulknn verifilcasi V- T Sml Penyiumpiian vang
& |l : 4 Peny it painng 2 rifiknai
2 |Komscp Proses Bisnis 3 Kon p Eianis Tt s
Organissi - T el 2. Konsep Proses Bisniy
ANpoisaly Organisasi yang lerverifikasi
1. Konsep Surat 1. Konsep Sorat
J Petyampaian yang Penyampalan yang telaly
5 |Memerikss Konsep Proses ierveri{llomsd 2 diparel
[tisnis Organisasi 2. Konnep Proses Biniis 2, Konsep Proses Hisnis
O i Sany Vg {hrganisas yang telah
terverilikani eliparal
1. Konsep Surmt Konuep Proges Bisnis
Penyampainn yang teluh Srirui Penymatpainn Ko Orgarisas] dissmpuikan lu,-
« |Menyotujul Kenscp Proses ipeiral : Proses Risnis B P 18ire HII!II'I dhun Orgoniangi
Hisnis Organksasi 2. Konsep Proses Bisnis Kobigakar Ty R srhngai dats dulmng _
Orrpgendmsni yang lelah e penyusunan proses bsals
iparal Kemererian
TOTAL 26




S0P
SERRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomor SUP SOP-SORT B Tahun 2025

Tyl Diunhknn

N ET

Tgl. Revia

IEJ_ Diberladulan | -

Chisahloun oleh

tama Muda {IV/c)
NIP 196090601 1992021003

Penyusunan Proses Bisnis Level 2 sampal Level ke-n

2 Peraturan Presiden (Perprest Nomor 173
Tahun 2024 tentung Kementeriun
Perhiubungan

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negnra dan Reformas| Birokras Nomor 19
Tahun 2018 teninng Penyusunan Peta
Prasés Bisnis [nstansi Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pendayagunaean Aparatur
Negars can Reformasi Birokoast Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyvasunan
Srandur Operasions) Prosedur Adminiatras)
Pemerintnhan

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedaman
Penyusynan Petn Proses Risnls dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerinn Perhubungan,

& Peraturan Menter] Perhubungan Nomeor 53
Tahun 2021 tentang Proses Bisnis di
Lingkungan Kementerian Perhubungan

7 Peraturan Monteri Pechubungisn Nomar 4
Tahun 2035 tentang Organisast dan Tate
Kerin Kementerion Perhubungin

8 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KM 8 Tahun 2024 Tentang
Petn Proses, Peta Subprones, din Peta Relasd
di Lingkungnn Kementerian Perhubungan

Dasar Hubkum: Chra mengatas:
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Melakukan Pesvusunan Proses Bisnis Level 2 sampal ke Level
tentang Aparaiur Sipil Nogern ke-n seaual dengan kelentunn yang berlaku

Reterkaitan:

Peralatan

S0P Pemetann Proses Blsnis Organisasi
berdasarkan Rensira

S0P Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SOP
dan Proscs Bisaln

S0P Penyusunan SOP
80P Prngusulan Penatean Orparisssi

1 Komputer, ATK, Printer

Peringitan:

Apabila tidak dilalsanakan penyusunan Proses
Bisnis Level 2 sampai ke Level ke-ri miaka nkan
sulit untuk melaksanakan monitoring techadap
seluruh aktivitas kerfa organisasi




Pelaknann Mutu Bolm
Jubatan Amails 5D
Eepals Baginn | Fungnlonol f Aparutur [
Uralan Kegiatan SDM dun Jabatan Penalsah Kelenghnpan ':::‘; Output Kstassngen
Organisas) Polaksans Taobmis i
(Ketua Tim) | Kebijakan

Memberican nrahan
[terkair penyusunan Froses
Bisnis Level 2 saimipnd
Level ke-n

U

Surat Dinas Biro SDM dan Organisasi /
Dokumen Proses Bisnin Osganisanl /
Dokumen Penaisan Orpanisasi

Disposisl Selcretaris Badan
Kebijakan Transportasi

Menelaah dan
memberikan arahan
terkait Penyusunan Proses
Bisnis Level 2 sampai
Level ke-n

1. Disposis: Sekretarss Badan
Kebijakan Transportas|

2. Surat Dinaa Riro SDM dan
Crgunisast / Dolkumen Proses Bisnis
Organisasi / Dokemen Penatasn
Organisasi

Disposisl Kepala Bagian SDM
dan Organisani

Mempelajan dan
menyusun Kerangks
Konsep Prosea Bianis
Level 2 sampai Level ke-n

Disposisi Kepala Bagian SDM dan
Organisasl

Herangka Konsep Proses

Binnis Level 2 snmpai Level ke-

Melakukan pembahasan
terkndl Keranglon Konsep
Proses Bisnis Level 2
sampal Level lee-n

Kerangha Konsep Proses Hianis Level 2
sampal Level ke-n

Laporan Hesil Pembahasan

Pembahasan dilakukan bersama
seluruh unit kerja di nghungan
Badan Kebijakan Transportasi
serta berkoordinasi bersama
dengan Biro SDM dan Organisasi




Pelalisana Matu Hakn
Bebraturis | o aie Raglen r-:.n.uu ! apn:r
Uralan Keglotan .rn SDM dan -— Waktn 0 " Hoterungan
fakan | o eniseal Pelaksana Teknin (=l
Tesnapertsal [Ketua Tim) Hebljukan
Menyusun dralft suras
penyampaisan konsep Ej Laporan Hasil Pembahasen dan I. Konsep Surat Penyampaian

Promes Bisnis Level 2
samipad Level ke-n

Kerangka Konaep Proses Bisnls Level 2
sampi Level ke-n

2. Honsep Proses Bisnls Level
2 sampai Level ke-n

Melakukan venlikasi
konsep Proacs Bisnia
Level 2 sampai Level ke-n

1, Komsep Surnl Penyampaian
2. Kensep Proses Blsnis Level 2 sampal
Level ke-n

1. Konsep Suret Penyampaien
wang terverifiknai

2. Konsep Proses Bisnis Level
2 sampai Level ke-n yang
terverifikasi

Memerikan konsep Proses
Bisnis Level 2 sampaij
Level ke-n

1. Konsep Surst Penyampaisn yang
terverifilonmd

4, Kensep Proses Blsnia Level 2 sampal
Level ke-n vang terveriflkasd

1. Konaep Surmt Penyampalas
yang telah diparal

2. Konaep Proses Bianis Level
2 sampai Level ke-n yang telah
diparal

Menyctujui dan
menandatanganii konsep
Pronen Hianis Level 2
sampai Level ke-n

1. Konsep Surat Penvampalan yang
tebaly diparal

2. Konsep Proses Bisnis Level 2 sampai
Level ke-n yang velah diparal

Surat Penvampaian serta
Dalcumen Proses Bisnis Level

2 sampai Level ke-n Badan

Kebijjakan Tranaporiasl

Surat dan dokumen proses bisnis
disampailenn ke Biro SDOMO untulk

dilakukan harmonisssi lebih
It

TOTAL




Namior SOP : [BOP-BBKET § Tahiin 2025

Tl Disaliknr

Tgl. Revisi :

| Tgl. Diberinkukan | :

80P
SEKRETARIAT BADAN
HEBIJAKAN TRANSPORTASI
Drisahlcan oleh
Pembina Utama Muda ([V/c)
NIFP 19690601 1992031003

Penyusunan Standar Operasipnal Prosedur [50F di Lingkungan Sekretrint Badan Kebijakan Transportasi

Dasar Huloum:

Cara mengatos;

1 Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2023
tentnng Aparutur Sipil Negara

2 Peraturan Presiden (Perpres) Nemor 173
Tahim 2024 tentang Kementerian
Perhubungan

3 Persturan Menteri Pendayagunann Apnratur
MNepgara dan Reformasi Birokrasd Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penvusunan Peta
Proses Bisnis Instansl Pemerintoh

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Neggara dan Reformas Hirokrasi Nomur 35
Tahun 2012 tentang Pecdoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administras
Pemerlntahan

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnls dan Standir
Opernsional Prosedur di Linglunyan
hemeriterian Pechubwingan.

6 Peraturan Menteri Pethubungan Nomor 53
Tahun 2023 tentang Proses Bisnis di
Lingkungan KEementerinn Perhubungan

7 Peraturan Menteri Pershubungan Nemor 4
Tuhun 2025 tentang Organisasl dan Tata
Kerjn Kementerian Perhubungan

# Keputusan Menterd Perbubungan Republik
Indonesic Nomor KM 8 Tahun 2024 Tentang
Peta Prozes, Peta Subproses, dan Petn Belasi
di Lingkungan Kementerign Perhubungan

Melakukan Penyusunan Stendar Operasional Prosedur (SOP)
sosuni dengan prosedur yang berlnku

Reterknitan:

Peralatan

S0P Penyusunan Proses Bisnis Level 2 sampni
Level ke-n

S50F Pemantavan dan Evaluast Pencrapen SOP
tnn Proscs Bisnis

S0P Pemetann Prodes Bisnis Orpaninasi
berdarkan Renstra

Feringatan:

Apabiln 80P tidak tersusun maka tidak
terdapat acuan langhkah kerja dalam

pelakmunnnn tugas dan fungsi organisasi,

I Komputer, ATK, Printer




Peloksann Muts Baka
Jabatan Analis SDM
Urnian Kegintan Hepala Bagiun | Fungulonsl { | Aparatar Heterangan
SDM dan Jubstan Penalaah Kelengiapan h‘“' Outpat
T tand Orpaninusi Polaksans Teknis

' [Krtus Tim] Hebijukan
Metrlerikan arahan terkait Trokumen Prowes Bisnin Organisani |
penyuminan SO0 Dileisnen Penatunn Organinaal 1 CHupamisi Sokretnres Badan
Menelaah dars dulcong don 1. Dawpumisg Selreinns Badan ;
memberikan araban terkit l I__._ 2. Dokumen Proses Bianis Organisasi | 2 dnmnﬂ ﬂHﬂpﬁIﬂlm , Bagean H0OM
Penyasunan SO0 Uik ivimett Peilminn Crggniannl T
Mslamsin pemetammmn Lispoms Repaln Boagian SN dan Kerangla Kensep Hencana
kebiviluhasn SOP das thn E 2 wm
Terjn eyt tnn SR Chganisas Py ‘P
Mentyunun 2K Tim Kerjn l 1. Kosisep Bokumen Pemetaan |2 m""-”"k":iu']"“l ik e
Penvusunan S0P Deserea Rerarigia Komep Reocano Penyusinan Rebutuban SOP Unit Kerja P

Pokumen Pemeten
Kebutuhar SOP Unit Kerjn

a0

I, Konpep 5K Tim Kerja
Peryusun S0P

perwibilen hagginm di
linglnngan seknetariit
uinadiry




Pelakeana Mutn Bulka
Jabatan Analin EDM
v g | o g ool I s e owpet
Transportasi Organinnsf m. Teknis
ml:mt:lmm 1. Konasp Dok A . ﬁmmlmm

ketwituhan SOP dan konsep
Sk tim kerja peryusan SO

Kebutidhan BOP Unit Keija

2. Hansep SK Tim Kerja Pefiyauon SO

2. Korimep 8K Tim Kerja
Ponyusun SUP yang telah
ierverilikKaid

Menyreiujul SK tim kerja

L. Kenimep Dokumen Pemetann

Kehutuhian SOP Unit Kerja yang telab

prayusiman SO dan e i 1. 8K Tim Kega Penyusun SO07
diokitimen pemetann fikas 2. Sekretaris Badan
hrmluhmpﬂaﬂP 2. Konsep S Tim Kerja Penyusun SOP ooz

oo telah erverdiloasd
:'r:?:m torkuin penm 1. 8K "Tim Kerjn Penyusun S0P o |Dinposie Kepals Baglan Sos
80P 2. Mhsposisi Sckremnris Badan |ehany Orparisaml
Menyusun konnep S0
dlisn / atau mengkoordimasikan x L. 5K Tim Kerin Penyusin SCP
pedytistian SCIF lhgidin it l - | |2 Dlaposiat Kepala Bagian SDM danty | ¥ [Konaen SOF
ke pengissmpg




Pembabanan Kimsaop S0P

Melakakan Arnkannl konsep
SOF

Kannep 5089

Lapornn Hanl Pembaluaoni

Pelaksnnn Muta Haku
Jabatan Analls SOM
No. Uraisn Kegiatan Kepals Hagian | Fungelansi | Aparatur |
BDM dan Jabutan Penalanh Helsngkapan Wakty Output Rilurimga
Organinesi Palikmann Teknis Pharl)
Tvansportant (Ketns Tim) Hebijukan
|

Pembahanan dilokoaban
bersama unit keija
|PenEAraPU agan g
Tangai terloar

Laporon Flasi] Pembabinsan

[Konuep SO hasil pombahasan

Memerilon koneep SO

L. Konesep S0 hasil pembsshasnn

Konuep SO yarig welah
diperiksn

Menyetujul dan menctapian
kanaep S0P

Kannep SO yung telah diperiiom

BLH® yung telah ditetiplan

TOTAL




sop
SEKRETARIAT BADAN
KEHIJAKAN TRANSPORTAS]

omor SOP : [SOP-SBRT 10 Tahun 2025

Tl Dinnhikan

Revisl

e

Dinahlcan oleh !

NIP 19690601 1992031003

Pemantauan dan Evaloasi Penerapan Standar Operasional Prosedur dan Proses Bisnis

Drasar Huloum;

Cara mengatis:

1 Undang-Undang Nomor 20 Trbun 2023
tentang Aparatir Sipi Negath

2 Peraturan Presiden (Porpres) Nomor 173
Tahun 2024 tentang Kementerian
Perbubungan

3 Peraturan Metterl Perhubungan Nemor 4
Tahun 2025 tentang Organisast dan Tata
Kerja Kementerdan Perhubungan

A Permturan Menten Pendayagunaan Apamatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoe 19
Tahun 2018 tentung Penyusunan Petn
Proses Hisnis Instans Pemerintah

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Peoyvusunan Pela Proses Bisnis dan Stwndar
Operasional Prosedur di Linghungan
Kementerian Perhubungan,

6 Peraturan Menterd Ferhubungan Nomar 53
tahun 2023 tentang Proses Bisnis di
lingkungin Kementerinn Perhubungnn

7 Kepurusan Menteri Perhubungan Republlk
Indonesia Nomor KM 8 Tahun 2024 Tentang
Pota Proses, Peta Subproses, dan Peta Relas:
di Lingkungan Kementerian Perhubungan

8 Suratr Keputusan Kepala Badan Kebijakan
Transporasi- Nomor KP-BET 51 Tahun 2024
teniang Peta Proses Blanis di Lingkungan
Budnn Rebijakan Transportas

Melakukan pemantavan dan evaluasl penerapan SOP dan
Proses Bisnis secura berkala

Keterkaitan:

PFernlotan

S0P Pemetaan Proses Bisnis Organisesi
berdasarkan Renstra

SO Penyusutian SOP

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatnn:

Apablla Hdak melakukan ptmaninian dan
evaluasi pensrapan SOP dan proses lHsnis
imaka tidak dapat mengulur relevunsl kerjn dan
Lerisiko mengalami inefisiensd atau penuranan
hounlitas alur kerja dalum organisasi




Pelalmana Mutu Baku
Jabatag
Ne. Urnian Kegiatan Kapala Baglan | Fungsional / S— Ket
SDM dan Jabatan | MOM/Fesatash Kelenghupan Outpat
Transportasl b Pulnimnne Hebljnknn
(Ketua Tim)
Memberi nrahan terkait Surat Dinas Bire SDM dan

pemantavan dan evaluasi |Organisas / Nota Dinas Unit el s Bad

l |penerapan BOP dan Kerja terkait / Dokumen Proses w-mm s;rmpmnli
Proses Bisnis di Bisnis Organisasi J

lingleungan unit keda

Menelanh dan 1. Disposisi Sekretans Badan

memberikan arahan 1 Kebijakan Transportasi

3 2. Surat Dinas Biro SDM dan Disposisi Kepala Bagian SDM dan
2 |terkeit pemantzuan darn ERE
Crganisasi | Nota Dinas Uniy Organisasi
evaluasl peanrapan S0P :
dan Prosss Bisnis Kerja terkait / Dokumen Proses
Bianis Organisasi
Mempelnjari dan
mengkoordinasikan .
prlakasnasn o sisl Kenal . Kunsep Pelaksannan Pemantauan  |Berksordinasi bersamin Biro

3 ::::mumdmnﬂuﬁ I | ; : i.i En FONE R dan Evaluasi Penerapan S0P dan  |SDM dan Organisesi seria

penerapan SOP dan Proses Bisnjs unit kerjs terkalt

Proses Diunis

Melalksanakan , - 1

|pemantavan dan evaluasi Konsep Pelaksanann Pemantsuan Data Hasil Pemantauan dan | Berkoordinasi bersama unit
4 penerspan S0P dan Iv—-'-———l dan Evalunsi Penerapan SOP dan Evaluasi Penerapan SOP dan Proses |kerja terkait di lngkungan

Proaes Bianls Proars Bisnis Bisnis Badan Kebijakan Transportasi




menyusun konsep nota
dinas terkait hasil
pemantauan dan evaluasi
penerapan SOF dan
Proses Bisnig

Dsta Hasil Pemantauan dan
Evaluasl Pencrapan 80P dan
Proszes Bisnis

Pelaltaana Mutu Baku
o e e I b~ ovs
Organisasl Polaksana
Transportasl (Ketua Tim) Kebljakan
Menpgolah data dan

I.Konaep Nota Dinlr Kepaln Bagian

|SDM dan Organisasi
2. Laporan Hasdl Pemantaunn din

Evaluasi Penerapan SOP dan Proses
Hianis

Memverifikasi hasil
pemantauan dan evalunsi
penerapan S0P dan

L. Konsep Nota Dinas Kepsla
Bagian SDM dan Crganisani
2_Laporan Hasil Pemantasan dan
Evaluani Penerapan SOP dan

|.Konaep Nota Dinas Kepala Bagian
SDM dan Organisasi yang
tarverifilonsi

2. Laporan Hasil Pemantauan dan

| 80P dan Proses Bisnis

2. Laporan Hasil Pemantauan dan
Evaluasi Penerapan SOF dan
Proses Bisnia yang telah diparal

TEPRER THem Proses Blstd Evaluasi Penerapan S0P dan Proses
» Bisnis yang terverifikasi

1.Konsep Nota Dinas Kopala !
Memeriksa hasil ] Bagian SDM dan Organisasi .Ii:..ﬂu Dinas Ihpm Bagian SDM
pemantauan dan evaluasi | I terverifilinm 3

A ran Hasll Pemantauan dan

penerspan SOF dan 2. Laporan Hasll Pemantauan dan ""NH_P: Ao e
Proses Bisnis Evaluasi Pencrapan SOP dan Evaiy E}*Hisl:ﬂlh“.p p 804 Proses

Proses Bisnis yang terverifikasi :
Menerima dan 1.Nota Dinas Kepala Bagian SDM
memberilkan arahun lanjut dan Organisasi Disposisi tindak lanfut hasil

Pemantauan dan Evaluasi
Penerapan SOP dan Proses Bianis

TOTAL




_ S0r _
SERRETARIAT BADAN
KEBEJAKAN TRANSPORTAS]

Nomer S0P : [SOP-SBKT 11 Tahun 2005
[Tyl Disahkan :

IEI. Revisi 3

Tyl Diberlakukan

Bisahkan oleh

Pembing Utama Muda (IV/c)
NIF 196590601 199303 1003

SOP Penyusunan Dokumen Evaluasi Jabatan

Drasar Hukoam:

Cars mengaiasi:

1

2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tontang Apamitur Sipil Negam

Peraturnn Pemerinieh Nomor 17 Tahon
2020 eninng Perubahan atas Permturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negerd Sipll

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
tentang Kementerinn Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomaor PM
17 Tahun 2022 tentang Organisast dan Tata
RKerjit Kementerian Perhulwingan

Peraturan Menterl Perhubungan Nomaor 37
Tahun 2022 tentang Pencabutnn Peraturan
Menter Perbubungan Nomor PM 2 Tahun
2015 rentang Wewenang, Pendelegnaian
Wewenang, dan Pembensn Kuasa Bidang

Kepegawainn D Lingkeungan Kemeriterian
Perhubungan

Perntumn Menter| Perhubtingan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan Petn Proses Blanis dan Standas
Operasional Prosedur di Lingkungan
hKementerian Perhubungan.

Permruran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34
Tatian 2011 tentang Pedoman Evaluasi
Iabatan

Peraturan Kepaln Badan Kepegawaian
degara Nemor 21 Tahun 201§ tentang
Pedoman Pelaksnnaan Evaluas! Jabatan
Pegawal Negeri Sipll

Keputusan Menter! Pethubungan Nomar KM
27 Tahun 2034 tentang Peta Jabstan dan
Uraian Jenis Kegintan Jabatan di
Lingkungan Badan Kebijalan Trannportasi.

Menyvusun dokumen evaluasi (abntan sesusin dengan
prosedur dan tepat wnktu

Ec'l.rrh.itnn:

Peralatan

S0P Penyusunan SKP
S0P Penyusunuan Anjab ARK

1 Romipmiter, ATK, Ponter

(Feringatan:

Apahila penyusunan dokumen evaluasi [abatan
tidak dilaksanakan dengan baik skan
merighambal kinerja pegavwad Badan Kebiijekan
Trinuportasl




Sekretaris Bad Jabatan Anelis EDM
No. Urninn HKegiatan Habag DM dan | Fungeional/Pel | Aparatur/Penals
Kbl Organisasi akuans (Ketua ah Teknis Helsnainrnn b s
Chiiin i Tim Kerja) Kebijakan
1. Surat biro S13M L. Surat biro SOM Organizasi
1 Mencrinn Surat dan B ' ) Organisns 2, Dokumen penstann
diann memberidoan arahan 4, Dokumen penataan orpan s
organisani 3. Dispossi Sekrviars Madan
I Suree Biro S0OM
Mempelajars dita dubeing : Orgariuns 1. Surat biro SOM Orparnises
2 dian memberilcan arahan | I . Dalumen penatoan 4. Dalumen peinmtnnm
penyusinan konsep Organisas GrEAniSasE]
doloumen evaillumid jabitan 3. Dinposini Seleretiria 3. DHsposisi Hepala Bagian
Badan
1. Surat hire SOM
Organisani
Menolash datn dulcung 2. Dokumen penataan
dan memberiloan orahan 1 orgmiisinl - y
3 |timedak lanjul penyusbnan | 3. Struktur erganisas 1 ENAERAG Riglaian

koinep dokuinen svalias
ljnbatnn

4. Petn jubaian

5. Annfiaix jnhatan

6. Analivis beban ke

T [Hssproming Bopaln Baginn

£, Bekopitulns evalunmi jnbatan




peerivarnpuing bl evalusni

sl pvnluasd
yEre bervorifikias

Pelaksann Mutu Bakn
Jabatan Analls BDM
Beloetaris
No. Urniun Keglatan Tarie Badan| Kabag SDM dan | Pungaional/Pel | Aparatur/Penala il Walctu Ket,
Halnn Organisasi aksana [Ketua ah Teknis (hari) i
Taaniyptanl Tim Kerja) Kebijakan
I, Konsep dokumen inftemmas
labctar’ jobialan
Mariyisin k‘m'? 1. Timeline kegintan 2. Konsep foemulor eviluas
4 |dokumen evalunsi jabatan 2. Rekapitulasi evalunsi 4 b 5 .
benertn diti dukungays bt X "“':’“"*'T' refenphtsiingt hnsil
jabmtEn
A Kansep suril peny i o
hiamil evalunsi
1. Konnep dokuamien :ﬂ:&ﬁ:umm mformasi
i i st
:l hmm & H'Iﬂ_bumr . 4, Konmep Tormolic evallonsi
Memnveriliknsi dokumen " 'h;““"“ IRLLT gy aiun | jabatin
3 Temil evalunsi jnbmiran | I A * o i : 3 i Hﬂ"up l!l'ﬂ-ll]:l-lll.-.l-ll'll-.t Taesal
[seserta data dukungnya _3-;-:113\!‘11 e |kt an
":_' Ii:I m: n stirat 4. Konsop sarat peoyamsinn




Sehretaris Badan

Habag SDM dan
Organisasi

Fungsional/Pel
aksana (Ketun
Tim Kerja)

Anslin S8DYM
Aparatur/Peoaln
ah Teknis

Nebijakan

Mutu Saks
Walctu
(hari)

Memerikan dokumen homil
evaliasi jahatan heserin

1. Kensep dokiimen
infarmant fukior jabatan

2. Konuep formilir evaluasi
jnbtnn

3. Konsep rokapitulasi hasil

I Konsep dokumen informan
[aktor jabintan

2. Konsep lorouilie evelins
([T

A, Konsep rekapitulasd Deasil

dutn dukungnya Jabtan bt nn
4. Kommep sura 4. Konsep surnt penyimpaian
ey paion sl evaluns tunssd] evalummi
ving terverilikon sy Lerparal
1. Konsep dolormen

Menpndatangani dokomen
hasil evaluasi mbatan

informasi fmlor jatainn

2, Ronsen Tormulir evalins
Jaba i

3. Koniaep relapitulan hoastd
jabntan

A, Kotsep sarsd
penyampaian hosil evalaas
g terparad

L. Dokumen informas) (akior
bt an

2. Farmulir evalursi iabatan
3. Rekapitulasi bunll jebastan
4, Surat penynanpaien hes)
evailins

yung telah. ditandotomgani

surnt dilkirimkan ke
biro sdim o

Totial




SOP MIKRO
SERRETARIAT BADAN
KESLIAKAN TRANSPORTASI

Nonior S0P : [BOP-SEKT 12 Tahun 2035

| Tl Dinathlean :
_"J_‘g]. Fevisi i
| Tl Diberlakulan | |
Sekrelnris Kebijakan
T
Disnhlcan oleh

Peenbina Utime Muda (IV)/g)
NIF 19690601 1992031003

Pemyusunan Annlisis Jabatan dan Analisis Beban Kesja di Lingkungan Badan Kebijalan Transportasi

2 Peraturan Pemerintall Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubshan ams Peramiran
Pemenintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manafemen Pegawal Neger Sipil

d Perntoran Pemerintuh Republil Indonesin
Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen
Pegawal Pemerintah Dengan Perjaniian Kegja

4 Pernturan Presiden [Perprés) Nomor 173
Tahun 2024 tentang Kementerian

Perhubunesan
5 Peratumn Menterd Perhubungan Nomor 4

Tahun 2025 rentang Organisasi dan Tam
Kerja Kementerinn Perhubunjan

& Peraturan Mentert Perbubungan Nomor 37
Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan
Menter) Perhuibungan Nemoer PM 2 Talun
2015 tertang Wewenang, Pendelegnatan
Wewenang. dan Pemberian Kuass Bidang
Kepegnwndan Di Linglungan Kementerian
Perhnbninesn

T Pernturan Menteri Perhubungan Momor PM
50 Tahun 2017 tontang Pedaman
Penyusunan Pets Proses Bianis dan Standar
Opernsonal Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

8 Permturan Menterd Pendavagunaan Aparatur
Negara dan Reformasl Birokras Nomer 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Anallsis Beban Ketja

9 Peraturan Badan Kepegawnian Negtra Nomor
O Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksangan
Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil
MNegara

10 Kepurtusan Menten Perhubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan
Uirsiian Jenis Keglatan Jabatan di Lingkungan

Dasar Hukam: Carn mengatasi:
I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Melakukan penyusunan analisis jubatan dan analisis beban
tentang Aparatur Sipil Negars leerin, sesuni dengan prosedur yang berfaku

Porininn

Badan Kebdjakan Transportasl.
Keterknitan:
'SOF Pengusulan Rebuluhan Aparatur Sipl
Newirn

S0P Penpusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional
S0P Pengusulan Formasi Aparatur Sipll Negara
BOF Penyusunan Dokumen Evalunsd Jabatan

S0P Pemetnan Proses Bisnis Orgundsis]
Herdasarkan Resnira
S0P Pengusulan Penataan Organisns

Perlngatin:

Apabila analisis jabotan dun anlisis bebun kega
Lidak dilakuican make peryusinan kebutohan
dun formasi ABN akan terhumbat dian tidak tepat
AN

| Kemputer, ATK, Printer




Pelaksana Muota Bakm
Jabatam
Selretaris Anals BDM
Urnian Kegiatan Budan | Wepela Baglan | Fungalomal / | o penr Waktu Keterngan
Kebijal 8DM dan Jabatan Penalaah Toknis Kelenghkapan (har) Output
Transportas Orgnnisnsi Pelabkanna Kebijakan
(Eetua Tim)

1. Sural Dinas Biro SDM dan
penyusunan analisis 2. Dokumen penataan i Disposisi Sekreiaris
jabatan dan analisis organisasi Badan
beban kerju 3. Dekumen evaluasi jabatan dan

peta jabatan

1. Disposisi Sekretaris Badan
Menelaah penyusunan W | 2. Surat Biro SDM dan Organisasi Disposisi Kepala
analisis jabalen dan 3, Dokumen penatnnn. organisas 1 Baginn SOM dan
analisis beban kerja 4. Dokumen cvaluasi jabatan dan Organisasi

peta jabatan

1. Disposisi Kepala Bagian SDM
::f};":iﬁ*:“h:““ . dan Organisasi Kerangka konsep
konsep kegiatan analisis | 2. Surat Biro SDM dan Organisasi | . |kegintan analisis
jabatan dan lisis 3. Dokumen penataan. organisasi jabatan dan analisis
o Ao it o) 4. Dokumen evaluasi jabatan dan heban kerja unit kerja

= peia jabaian




Pelaksana Muotu Baku
Jabatan
Annlis BDM
Espaln Bagian Fuanguional [ Koterangas
Wes| Vel agiaten SDM dan Jobatan Aguentne | Kelengkapan ke Output
Pela) Penalash Teknis (hari)
Transportasi Cgaaine (Ketua Tim) Eebijalan
Mengumpulkan data Kerangka konsep kegiatan PCTpionan S

dukung analisis jabatan
dan data beban kerja umnit
kerjn

analisis jabatan dan analisis
beban kerja umit kerja

14

| obhservasi / siurvei

Hagsil data wawancara

dilakukan terhadap
jabatan pada unit
kerju terlonit

1. Hasil data wawancara /
obscrvasi / kucsioner

Mengelolah dan analisis 3 ; Honscp Dokumen
5 dur.._u jubatan q-n beban ] faml}ﬂhﬂm men cvaluasi dan peta 20 ‘“"“"'t‘:’:"‘ P
kedja unit kerja 3. Dokumen Standar Kompetensi o o)

Jabatan

. . Konzep Dolumen
& :e:-uuﬂﬁknn kunm:p . Konsep Dokumen analisia jabatan 5 analisis jabatan dan
LmEn analuns _mhntnn dan analisis beban kerja analisis beban kerja

dan analisis beban kerjo yang terverifikasi




Pelaksana Mutu Bakn
Jabatan
Bekretaris Analis BDN
Uralan Kegiatan Badan Kapaia Bagian | Fuagelonal / Aparatur / Waltn Eotirangan
SDM dan Jabatan Eelenginpan Output
Kebijakan Penalaah Teknis (hasd)
Transportasi Orgnnisasi Pelakaana Kebijakan
[(Eeotua Tim)
l l_ Pembahasan
Melakukan pembahasan 3 Konscp Dokumen analisiz jabatan La Hasil ﬂ‘m l:tf-kﬂg t di
bersama terhadap konsep dan analisis beban kerja yang 3 : i
; . Pembahasan lingkungan Badan
yang sudah di susun terverifileasi Kebijakan
Transportasi
Menyusun konsep Konsep Final
dokumen analisis jabatan Dokumen analisis
dan analisis beban kerjn Lo, Hi Prabalaann 7 ljabatan dan analisis
final beban kerja
:E




Pelaksana Mutu Balku
Jabatan
Analis BDM
No. Uralan Eeglatan Kapaln Baglan ¥ungalonal / Aparatur [ Wakin Eeterangan
BDM dan Jabatan Eelenglkapan Output
Peoalaah Telmis (hari)
Transportasi Organisasi Pelaksana Kebijakan
(Kotua Tim)
Vieiffknsl konaep anumen- analisis
o dokumen analisis jabatan ' Konsep Final Dokumen analisis 3 iabatan dan analisis
dan analisis beban kerja jabatan dan analisis beban kerja beban kerja yang
terverifikasi
Konsep Final
Memeriksn konscp Konsep Final Dokumen annlisis Dolkumen analisis
10 |dokumen analisis jabatan ﬁ jabatan dan analisis beban kerja 2 |jabatan dan analisis
dan anulisis beban kerja iyang terverifikasi beban kerja yang telah
diparal

11

Menandatangani dan
menetapkan konsep
dokumen nnalisis jabatan
Isis beban kerja

Kongep Finul Dokumen analisis
jabatan dan analisis beban kerja
yeng telah diparaf

Dokumen analisis
ljabatan dan analisis
beban kerja

TOTAL




S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Nomor SOP : |SOP-SBKT 13 Tehun 2025

Tgl. Revisi

Igl. Diberlakukan

Disahkan oleh

PerannUtnmu Muda (IV /g
NIP, 19690601 1992031003

SOP Pengajuan Usulen CLTN

Dasar Hukum:

Cara mengatasi:

|

2

Undeng-Undang Nomor 20 Tahun 2023
entang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 rentang Perubahan atns Peraturan
Pemeriniah Nomor 11 Tehun 2017 tentang
Manajemen Pegaval Negeri Sipil

Peraturan Presitlen Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
121 Tehun 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementenan Perhubungan.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
37 Tahun 2022 tentang Wewenang,
Pendeleganinn Wewenang. dan Pemberian
Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

Permmuran Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Pets Froses Bisnis dan Stundar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Ferhubungan.

Peramran Badan Kepegawaian Negara
Nomor T Tahun 202] tentang Perubahan
Aws Peraturan Badan Kepegawnlin Negara
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 wnmng Munajemen Pegawal Negerl
Kepurusan Menteri Perhubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 tentang Peta Jabatn dan
Urninn Jenis Kegintan Jabatan di
Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Melakukan pchgelnl‘.un Cuti di luar tanggungan negara
pegnwid sesuni dengan prosedur dan tepat waktu

Keterknitan:

Peralarun

1. SOP Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Bulnnin

1 Komputer, ATK, Prituter

Peringatan:

Apahila pengeloluan cuti di luar tanggungan
negara pegawai tidak terlnksana dengnn baik
maks pemenuhan hak cud pegawai terhambat
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SOP
SEKRETARIAT BADAN
KERLIAKAN TRANSPORTAS!

Nomor SOP -[SOP-SOKT 14 Tabun 2025

[Tgl Disahkan
(Tgl Revisi

Tl Diberlakejan

Disahikan oleh - Seleretaris

(1X)

F:n-.hln Utama Muda (IV/c)
NIP 196906011992031003

S0P Penpajuan U

suliun Pemberhentiom Pegowi

Phassie Huloum !

Carp mengntanl

1  Undang-Undang Nemor 20 Tabun 2023
tenitang Aparatur Sipil Negara

2 Prrawran Pemenntal Nemor 17 Tahun
2020 1entang Peribahsn atus Pormtiirsn
Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang
Mannjemen Pegiwnd Negerl Sipll

3 Peratursn Presiden Nomer 173 Tahun 3024
tentang Kementerien Perbubungan

4  Peraturan Menter| Pethubungan Nemer 4

Tahun 2025 tentang Organisas dan Teta
Kerja Kemenrerian Perhubungan

5  Permuran Memsen Perhubungan Nemor PM
37 Tabun 2022 tentang Wewenang,
Pendelegasian Wewenang, din Pemberian
Kunsa Bideng Nepegawatan di Lingkungan
Kementenian Perhubungan

& Peramran Menteri Perhubungan Nomar PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Fenyusunan Peta Proses Bisnis dan Stamdar
Dperasional Prosedur di Lingkungan
kementenian Perhobungan,

7  Peramran Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2007
tentang Msmajemen Pegawal Negeri Sipil

B Peraturin Pemerintah (PP Nomor 8§ Tahun
2024 teniang Penctapan Pensun Fokox
Penisivnan Pegawnd Negerl Sipil dan
Janda/Dudama

4 Perpturan Baden Eepegawinn Negara
Bepublik Indanesin Nomor 3 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pemmberhentian
Pegawai Negeri Sipi

Keputusan Menteri Ferhubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 tenung Peta Jabstan din
Uraian Jenis Kegintan Jabatan di
Linghkungsn Badan Kebijiloan Trazisportas.

10

melikukan pengelolaan prmberhentian pegawal sesual
dengsn prosedur dan tepatl wakitn

1, SOP Peremagaan Dita Kepegawainn
2 S0P Pelakssnnan Evalugsd Kinerja Tabunan

Peringatan:

Apabila pengajunn pemberhention pegawal
dilingungan tidik terisksans dengan baik mida
pemenuhan hok pensiun ierbambag

1 Kemputer, ATK, Printer




Pelaksana Mutu Baku
i Kebijakan "::: bagian BDN| , o \akesna {Ketua| Aparatur/Penciash Kelengkapan :"_:J‘ Output
Transportasl Ovganisani Tim Kerja) Teknis Kebijakan
e I, e kopegawainn,
4 Nata dinas Masad
Menerima dan mhemberilan Kebijakan )
1 jarwhan renmng pemberhentian t ’ A Suiml Permobounn [ :;E::ﬂ Selkretacia
Lo et Penaiun
4, Rehapitulas) BUP
L. Do Kerpogiwidngn,
Moncianh domn dulung & Hﬂk’-ﬂ E]?'ﬂimmﬂﬂﬂﬂ
liepepdninn dan membsrbon = J. Sural P'er AL FATE - S
2 |mmmhan tinduk Innjut tontang Penmiun 3 E"ﬂm Kepala
jreriibaerbention peeawal 4, Heleapitulasi HUP
5, IMnponini Sekreinris
Rpdan
e ——————————
|. Data kopegawnisin,
 To———— : P 2; Akta Kemating
3 wmm‘; i 3 Surnt Permabonan 3 Dalcumon tindak
herheniian pega Petisivn ' Lt
i o o 4. Helapituloul HLIP
|, Dtz krpegawiian, | Konuep nota dinas
o 4 Akla Kematlioan Kepala hagian
Menyusun kansep surat uilin P R 2 Kenop Stirst tiniilan
4 |pembwrhentian bernorta dutn ) B i
dukungnya Pensiun pemberhentinn
4, Relapitulas) U pogmwnl beserta datn
dukungnya
| '} |




Pelaksana Muts Balos
Ho. Urnian Heglatan Bokretaris Badan Pejubat Fungulonal Annlis SDM
Kebjjakan | MaPOI w""‘“‘" ! pelaksana (Ketun| Aparatur/Penclaah Kelengkapan Wakts Output o
Transportasi Tim Kerja) Teknis Kebijukan ey
1.Konsep nota dinas
Memverifikasi konsep surat L 1.Kensep nota dinas Kepala Kepala bagian
5 |9sulan pemberhentian bagan 2. Konsep Sural usulan|
pegawa berserta data 2. Konsep Surat usulan 2 pemberhention
dukungnya pemberhentian pegawai pegawal beserta dain
beserta data dukungnya dubtiingnya yang telah
terverifilonsi
H 1.Konsep nota dinas Kepala LMota dinag Kepala
emerikiss konsep surat bagian B
& [usulan pemberhentian 2. Konaep Surat usulan . 2-Xonseg Sk taulan
pegawal bersera data pemberhentian pegawai pcmh:rh:nmn
dukungnyn beserta data dukungnya mwﬂ E:ﬂ'll datn
ivang telah terverifikasi k NENYA yang
, 1. Surat usulan
I Nota dinas Kepala bagian z
Menandatangani konsep 2. Konsep Sural usulan pemberhentian
7 jsural vsulan pemberhentian pemberhentian pegawa: 3 pegawal beserta dala
[pegnwai beserta data dukungnya dukungnys .
2. Disposisi Sekretans
yang terparal Bad




Pelaksann Mutu Balm
Uralan Kegintan Selootaris Badan anm Pujabat Fungalonal Annlis BD& Waldn Het.
o Eebijakan pala baglas | pelaksans (Ketua| Aparatur/Penelash Helenghupan (Jam) Output
Transportagi | 900 Organisasi Tim Kerja) Teknin Kebijakan
2]
1. Surat usulan
! 1. Surnt usulan et
Melakukan venifikoss final pemberhentian pegawai 1:|-:9::1I:-::.'l ;:t:nn
8 teﬂmlinp “Fﬂl usulan : bhesertn datn &umﬂmﬂ 1 el =
pemberhentian pegowai ‘_I I . D isi Sekretar HOENY
berserta data dukungnya - " 2. Diaposisi Kepala
Bagian
usulan
Menyampaikan usulan 1. Surat usalan Usulan pemberhentian | pemberhentian
pemberhentian pegawal pemberhention pegawai 5 pegewai yang telah pegawai ditindak
9 |berseria data dukung beserta data dulungnya terunggah pada lanjuti dan
leclergtapimnyn pads 2. Disposisi Kepala Bagian aplikasi diverifikasi oleh Biro
aplilcasi SDM Organinnsi
Melnkulcan monitoring Usulan pemberhentian Dokumen hasil
s m:rhmm P pada pegawai 3 me::lm e moniLoTing
b terunggah
aplikasi

(]




Pelaksana Mutu Balm
No. Urnlan Keglatan Belaetaris Badan Pejabat l‘u.qlhull Analiy BDM Kot.
Hebijakan n::““'“ / pelaksana (Ketua| Aparatur/Penclaah Kelenghkapan '“““I Output
Transportasi graissal Tim Kerin) Teknis Rebijaknn
| 10 I
Menerima laporan hasil
manitoring pelaksanann . v E
11 |status usulan Dokumen hasil monitoring { ||Pspoutel Expuin
pemberhentian pegawal pada) Ragian
likasi
1. Surat Keputusan Mentri
Perhubungan tentang Sural Keputusan Sal
Menerima tembusan Surat s pemberhentian pegawal Menin Perhibungan muﬂﬂu
Keputusan pemberbentian 2, Persetujuan telonis pemberhentinn i? i e
12 [pegawai dan pu-{imhnn;an Hepala Badan Kepegawalan 3  |pegawsi dan E' ; pada
teknis pemberhentian Negara tentang peraetujuan teknis WI b2 ]Mmﬁ —_—
PrEEWERI pemberhentian Pegawal pemberhentian diti G
Negeri Sipil pegawai e

190




S0P MIKRD
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomor SoP [SOP-SDBRT 15 Tahun 2025
Tgl Disabikan -
Tgl Revisi :
E’l. Diberlnkuknn | :
Seleretnrin Kebijakan
T 3
Disahkan oleh
Pembing Urama Muda (IV /)

Pengusulan Kelnpiuhan Aparamr Sipil Negara Badan Eebijakan Transpriasi

Dnaar Hulom:

Cars memgmtsi

1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negarn

2 Permturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomer 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegowni Negeri Sipil

3 Pemsturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
tentang Manajemen Pegawal Pemerintal
dengan Perjanjlan Kerja

4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 173 Tahun

4024 tentnng Kementorian Perhuburgnn
Peraturan Menterd Perhubuingan Nomor 4

o

Tahun 2025 tentang Crganisas dan Tata Kerja

Kementerinn Perhubungan

6 Peraturan Menteri Pechubungan Nomor 37
Tahun 2022 rentang Pencabutan Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2015

tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang,
dan Pemberian Kuass Bidang Kepegrwalan DI
Lingkungan Kementerinn Perhubungin

T Peraturan Menter] Pendayngunaan Aparntur
Negara dan Relormast Birokrast Somor 6
Tabun 2024 tentang Pengndian Pegawid
Apamtur Sipil Negara

B Persturan Badan Kepegawalan Negarm Nomor 9

Tahun 2022 tentang Tata Cora Pelalosnrinnn
Penyvusunan Kesituhan Aparatur Sipil Negara

9 Keputusan Menterl Perhubtingan Nomor KM
25 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan
Biadan Kebafakan Transportast.

dengan kebutuhan organisest

Keterknitnn:

Peraluian

[SOP Penyusunan Anallsis Jabatan dan Analisis
Heban Kerja

SOP Pengusulan Formasi Aparatur Sipil Negara
SOP Peagusulan Kebutuhan Jabaten Fungslomal

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatsn:

Apabila terdapat kebutuhan pegawai yvang tidak
ternkomodic daliom dokumen kebutuhan ASN 5
Tahun meke pengusulan tdak dapat dilakulaan
clan pelaksanaan tugns dapat terhambat

NIP 19650601 1992031003

Penviapan Rencana Kebutuhan 5 Tahunan di Ingkungan
Badnn Kebijalkan Transportast yong tepat sasicnn sesual




Pelaksana Butu Baku
: _ Jabatan Analis SDM
Kepala Bagian | Fungsional / Apuratur | Keterangan
No,|  Uealan Kegiatan o SDM dan Jabatan Penalash Kelengkapan Output
Nabijakan Organisani Polaksana Teknia
EERRppATIAN [Hetua Tim) Hebijakan

Memberikan fumhm Surst Dinas Biro SOM dan Dispisin Sekretaris
1 |pengusulan Keltubinn Oygarisani Badun

ASN 5 mahun

Menelaah don AL
2 |mempeinjart kebutuhan Disponisi Sekrotarii Batan EE,‘_;—“:: ':;gﬁmﬁ""“

ASN 5 tahun organisas

Membuat kernngles ncwan men Kepan
o ficciimn Lo ——h__ Disposisi Kepals Baginn SHOM dan m:mn !kn;u-skul:u

penigisilan kebutuhan Organisast Kehutmham ASN 5 Tahun

ABN 5 toloun

1. Dokumen Keranghon Rencano

Menyinpkamn dan —'—‘ Pengusulan Kebutihan ASN 5 Kerangks Kebutuhan ASN
4 |memyusun hr.fhnn I Tahun 5 Tuhun Badan Kelsijnkan

perigusilan Kebutuluoan 2, Data Bazeeting Pepowai A

ASN 5 tuhun 3. Doleumen Analisis Jobstnn dan -

Annlisis Hehan Kenas

Melakulkan rapat ; - l—"—l Nota Dinns Laporan :mwnﬁﬂ: 3
5 [rekonsiling data Rernnjlan Kebutuhon ASN § Taliun Keglotan Rekonailimsi kerja dif lingkungan

pengusulan kebutuhan Badan Kebijakan Transpertos Pati Kebutaban ASN S | o Kebijakan

ASN 5 Tahun Tahun

Tratsparti




Pelaksana Muto Boka
¢ Jobatan Annlis SDM
R HKepala Bagian | Fungsional / Aparatur [
Nao, Urnlan Keglatan Badan SDM dan Jabat Ponalant Kelengkipan Output Hoterangan
P Organisani Pelaknona Teknis
Franaportast {Hetoa Tim) Hebijakan
Menerinin wnlon I. Nota Dinas Laporon Kegatbmn
kelninthan ASN dan Rikonsiliasi Tata Kelbutuhan ASN Motn Dinas Usulan
G |seting unit kecjn di ] 5 Tuhun Formasi ASN dari unit
Tingkungan Badan I | 2. Notn Dinos Usulbnn Kebutyhoan lerjn
Kebijalkan Transportas ASN dor omit kerja
Menalnnt don
memberikan ' 1. Disposisl Sekretars Badan : e
7 |pertimbingan terluadap I | 2. Nota Dinas Usulan Kebatuhan ;JII;TE;: m;ﬂm1

uslilen lebutubnn ASN
setinp unit kerjn

ASHN dari undl ke

Mermetalian usulan
kebutuhan ASN 5 Thhwn
Baadnn Kebijakan
Trunsportani

1. Disposisi Kepaln Boginn SDM
i Crrpoandnoni

2. Mota Dinss Laporan Kegatan
Belonsiling Dates Kebutuhan ASM
5 Tahun

A Notn Dinns Usulbon Kebom heso
ASN dan Unit Kerja

Matrile Usulim Kebutahan
ASN 5 Tahun Bsdan
Rebljolonn Trogisportns




Pelakaana Mutu Bakon
Sokretarls | o s Bagian | Pungsionat / J
niil tur
No. Uralan Keglatan nl.un . P . Apars : Waktu Keterangan
bijaka Organisasi Pelaksana Teknis (hard)
Tpesportad {Ketua Tim) | Kebijakan

Menvusun Dokilmen
Kebutuhmm ASN 5 Tubiun

- IMatrile Tsulan Kebutuhan ASN 5

Trhiun Brdan Kebijadoin

Kiomsep Sumt Datiun
Penyampaion besera
Dalcmen Kebutuwhan

E:’::WK;:EM | Trumspor s ASN 5 Thun Budan
kebijakan Transportasi
Kennsep Sural Dines
Melnkukan verfikasi Eonsep Surat Dinas Penvampeisn Penvampaian besena
po |Pelumien Kobutithan ASN ; 3 hesertn Dolaunen Rebuiubian ASN 2 Dakumen Kebuiuhan
5 Tahun Badan Kebijokan I 5 Tahun Badan Kebijakan ASN 5 Tahun Badan
Trunspariasi Transporte s Kebijakan Tronsportas|
yvanp terverefilom
Kunsep Surnl Dirnas
Memeriless Dokumen Konsep Surat Dinas Penyarnpuian Penyampaian beserta
1 Kebutulinn ASN 5 Tahwun | breserin Dokumen Kebiutuhon ASN \ Mokumen Keluituhan
Badam Kebijaknn [__I 5 Tahun Badan Keliijalknn ASN 5 Tahun Badan
Traspirins Tronsportasi vang rerverelilos Kebljakan Transportnsi
yuungy teluby diparal
Menyetitjul dan
menandatungani surat Konsep Surat Dinas Penyampalan Surat Dinas Penyampaian |Doloumen  Kebuiuhan
13 [Penyampainan Dokunen ( ) besertn Dokuven Kebutuhan ASN i Dolumen Kebutuhan ASN 5 Tahun
Kebutuhan ASN 5 Tahun 5 Tahun Badan Kebijnkan ASN 5 Tahun Badan disampaiknn kepodi Biro
Hadun Kebijukan Tronsportasi yang teluly diparal Kebijakan Tronsportnst  |SDM dan Orpanisnsi
Tromsparins
TOTAL 34




S0P MIKRO
SEKRETARIAT BATYAN
KEBWAKAN TRANSPORTAS]

Nomor S0P s |SOP-S8RT 16 Tahun 2035
. Disnhkan :

Tl Revisi

Tei. Diberlakculean

Misnhkan olch &

ST.M
Pembina Utnmn Mudas (IV/c]
NIF 196906011992031003

Pengustlan Formasi Aparstur Sipil Negara Badan Kebjakan Transpriasi

2’ Pergruran Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Fernbahan atns Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Negerd Sipil

3 Peraturan Pemerintih Nomor 49 Tahun
2018 tentang Mannjemen Pegawid

4 Peraturan Preslden (Petpres) Nomor 173
Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan

5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4
Tahun 2025 tentang Orgnnisasi dan TatA
Kema Kementerian Perhubungnn

6 Pernturan Menieri Perchubungan Nomor 37
Tahun 2022 tentong Peneabutan Peraturan
Menteri Perimbungan Nomor FM 2 Tahun
2015 tentang Wewenang, Pendelegasian
Wewenang, dan Pemberian Kuase Bidang
Kepegawaian [ Lingkungan Kementerian
Perhihomumn

7 Peraturan Menterl Pendaypgunasn Aparatir
Negnrn dan Reformnst Birolrasi Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegaves|
Aparatur Sipll Negars

8 Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nemor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanann Penvusunan Kebutuhan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor RM
27 Tahun 2024 tentang Peta Jabatan dan

[Pasar Huloum: Cara mengatas:
I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Penyispan Rencana Formasi di lingkungan Badan Kebijakan
tentang Aparatur Sipil Negara Transportasi dilakulan dengan memperhatikan beban kerja

dan kebutuhan priorlines srganisssi

SOP Pengasulan Kebutuhan Aparatur Sipil Neg
SOP Pengusilan Kebutuhon Jabatnn Funghiion

Uralan Jenis Kegiatan Jabatan di

Lingkungan Badan RKebijalan Trensportas.
Keteriaitan: Peralatan
SOP Penyusunan Analisis Jabaran dan Analisis | 1 Komputer, AT, Printes
Aeban Kerjn

Pe

Apabila terdapat formasi yang melebihi hasi
perhitungan Analisis Beban Kerja makn
penpusilan tidak dapat dilakuikan




Polaksana Mutu Baku
Jabatan Analls SDM
Ssloretaris
Hepala Bagian / | Apamatur /
e e i e SDM dan Jabatan Penalaah Eelengkapan Waite Output Eetorsagen
yeisres Organisasi Pelaksana Teknin (hari)
Transportasi {Eetua Tim) HEebijakan
Memberikan arahan Surat Di Biro SD
! [pengusuian Formasi ASN (:/ et i I |Disposisi Sckretaris Badan
un berjalan
|Menelaah dan ¥
mempel kebutuhan Disposisi
2 wnm;';u?: Formasi ASN Ditsponisl Secicamcis Bacan 2 |som dan mﬁl’* -
di linghungan unit kera
L. Disposisl Kepala Bagian SDM
| g A — o e
TCANH =
pengusulan Formasi ASN e AL AR ST Formasi ASNF
Menyiapkan dan . Dokumen Kerangka Rencana
manyusun bahan Pengusulan Formasi ASN Keranghka Kebutuhan
4 penp:l.m.l.’ln.r_l Formasi ASN 2. Data Bazzeting Pegawsai Formasi ASN Tahun
Badan Kebijakan 3. Dokumen Analisis Jabatan Berjalan
Transportiasi dan Annlisis Beban Kerja
Melakulkan ¢ 1. Kernnglkn Kc‘?u:uhm Formasi Rekonsilias dilakukan
) liasi d; a“ : ¥ . v o ASN Tahun Berjalan Nota Dinas Laporan bersama dengan unit
5 il T i ASN t 2. Dokumen Rencana Kegintan Rekonsiliasi Data [kega di ingkungan
m""'w rmast Pengusulan Fermasi ASN 5 Formasi ASN Badan Kebijakan
Tahun Transportasi




ASN dan setap unit kerja
di lingkungan Badan

Rekonsilinsi Data Formasi ASN
2. Nota Dinas Usulan Formnasi

Analis SDM
Eepaln Baglan | Fuagslonal / Aparatur [/
Urnlan Keglatan Penalaah Kelengkapan Output Haterangan
Telmin
Tonmpariash (Ketua Tim) | Kebijakan
Menerima usulan formasi 1. Nota Dinas Laporan Kegiatan

Dizposisi Sekretaris Badan

mAsng unit kerja

Kebijakan Transporigs ASN dari unit kerja

Menelaah dan

memberikan 1. Disposis Sekrotaris Badan g i Kepal i
pertimbangan usulan 2. Nota Dinas Usulan Formasi Singuociel e
Formasi ASN dari masing- ASN dar unit kerje DM den Organisasl

Memetakan Usulan
Formasi ASN Badlan
Kebijakan Transportasi

1. Disposist Kepala Bagian SDM
dan Organisasi

2. Nota [inas Laporan Kegiatan
Relonsiliasi Data Formasi ASN
3. Nota Dinas Usalan dari
masing-mesing Pusat Kebijalan
dan Bagian

Matrik Usulan Formasi
ASN di Lingkungan Badan
Kebijakan Transporiasi
Tahun Berjalan




Pulnimans Mutu
i Jabatan Analis SDM ]
Hopala Baglan | Fungulonal / Aparatur [
Ne. Urnlan Keglatan nun;“ SDM dan Tak } Kelengkapan Output Heterangan
Ksbijs Organisasi Pelaksana Teknis
¥ {Ketua Tim) Eebijakan

Menyusun Suyral Usulan

Mairnk Usulan Formas ASN di

Konsep Surat Dinas

Formasi ASN dan Usulan Formasi ASN dan
9 melakukan input usulan Wﬂﬁm Hﬂbﬂ;ﬁ‘n Konscp Input Usulan
Formasi ASN pada aplikasi Transporta un Berj Formasi ASN pada aplikesi
Input usulun formas
Melakukan asistens l Konsep Sural Dinas Usulan Konsep Surat Dings ASN pada aplikasi
10 pengusulan Formasi ASN I Formasi ASN dan Konsep Input Usulan Formasi ASN dilakuloan secars
dengan Biro SIIM dan Usulan Formasi ASN pada Tahun Beralan yang telah |berkala dan paralel
hinsil veriftions
Mengesahkan dan | Surat Dinas Usulan
menyvampaikan usulan HKonscp Surat Dinas Usulan Formasi ASN di
11 |Formasi ASN Badan Formasi ASN Talun Berjalun Lingkungan Hadin
Kebijakan Transportasi ke yang telah diverifikasi Kebijakan Transportasi
|hasil asistensi Biro SDMO Tahun Berjalan

TOTAL




S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBLJAKAN TRANSPORTAS]

Namor S0P : [SOP-SHRT 17 Tahun 2025

| Tgl, Disnhkan :
Revisd H
| Tgl. Diberlulcuknn | :
Sekretaris Kebijakan
e .

Dimakleinn oleh

Pembina Utama Muda (IV/¢g)
NIP 196900601 1992031003

Pengangkatan Calon Pegawni Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

Diasar Huloum:

Carn mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipl Negnra

2 Prraturan Pemerintah Nomor 17 Tehun
2020 tentpng Perubahan atas Perariran
Pemerintih Nomor 11 Tahun 3017 tentang
Manajemen Pegawal Negert Sipil

3 Periturnn Presiden (Perpres| Namor 173
Tahun 2024 tentang Ketnentetion
Perhubungan

4 Peraturan Menterl Perhubungan Namor 4
Tahur 2025 tentang Orgoelsasi dar Tats
Kerfu Kementerion Pechubungan

5 Peraturan Menter Perhubungan Nomer 37
Tahun 2022 tentang Pencabiitan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun
2015 tentang Wewenang, Pendelegasian
Wewenang, don Femberinn Kussa Bidang
Kepegawaian Di Lingkungan Kementenan
Perhubongan

fi Peraturan Menteri Perhubuangan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedomnn
Penyvusunan Peta Proses Bisnis dan Stendar
Operasional Prosedur di Lingkangan
Kementerign Perhulbungan.

7 Peraturan Menterd Pendayagunann Aparatur
Negara dan Reformas! Birokrasi Nomaor 6
Tahun 2024 teninng Pengadann Pegawal
Aparatur Sipil Negara

& Peraturan Badan Kepegawaian Negarn
Republik Indonesin Nomor 14 Tahun 2018
Tentang Petun|uk Teknis Pengadann

B Surat Edaran Kepala Badan Kepegawidan
Neogara Nomor 10 Tahun 2022 Tenting
Pengangkatan Calon Pegnwai Negerl Sipil
Menijadi Pegawal Negeri Sipil Lebik Dari 1
{Sam) Tahun

Melnkukan Penganglatan CENS menjadi PNS tepat wakiu
sepual dengna prosedur

Keterkaitan:

Peralatan

S0P Penerbitan Surat Pernyatann
Melulesannkan Tugas (SPMT)

S0P Pelnksannan Oeientas Aparatur Sipil
Negara

S0P Pelaksanaan Sumpab fJanji Pegawnd Negert
Sipil

I Komputer, ATK, Printer

Pﬂ'ingamn;

Apabila tidak terclapat proscs Pengniighkntan
PNS maka pegawal vang bersangkutan tidak
mendapatkan hak dan kewafiban sesuai
ketentuan herluku




tericait pengangkatan PNS

Crrganinni

Paclan

Meneclanh dan

Pelaksana Muta Baku
Jabatan
Eepala Bagian | Fungslonal /
Uralun Hoglatan SDM das Jabatan Analis SDM Kolengimpan "'""'I Cutput
Orgunisasi Pelolsann I
Tronuportiusd (Matua Tim)
Menerima surat dan " - .
memberikan araban Surat Dinas Biro 3DM dan 1 Disposisi Sekretaris
1

memberikan arahan
terlonit pengangioatan PFNS

DMzpogisi Sekretaris Badan

Dinpoaisi Kepaln Baginn
SDM dan Organisasi

Mempelajan dan
menyusun keranghkn
konsep pengangkatan
CFNE menjad| PNS

1. Disposisi Kepala Bagian
SDM dan Organisasi
2. Data Kepegawaian CPNS

Dokumen Tindak Lanjut

Menyusun konsep nota
dinas pengumpulan dain
dukung pengangkatan
PNS kepads unit kerja

Dokumen Tindak Lanjut

Konsep nota dinas
pergumpulan data

Memverifikasi konsep nota
dinaa pengumpulan data
dukung pengangkatan
CPNE menjad| PNS

Konssp nota dinas
pengumpulan data dukung

penganghkatan CPNS menjadl
PN




Polaknma Mutu Baim
Joabatnn
Sekretnrls
Uraian Keglatan Badan | "epola Bogian | Fungslonal [ | Lo anm | Jebates Waktu Ketermagan
ey SDM dan Jubatun s Helenghnpan Cutput
Organizasi Pelaksona Ayaminr [Jam)

e crdey {Motus Thm)
Memeriksa konsep nota
dinas pemberitahuan Konisep nota dinas Hmu::m:‘dmu
tenilang pengumpuian pongumpulan data dukung i m pulan data
data dukung | I pengangkatan CPNS menjadi GHFE“E g m""“““
penganglontan CPNS PNS yang terverillaal g
menjadi PNS telah terparal
Menand atangant nota
dinas pemberitahen Kipsaep: note dinas Kensep M:;:ﬂ-nll Nnu_ dirias dhlm::ikm_ u:::i-
tenitang pengumplan dats pengumpulan data masing-masing unit kerja
data dukung ':l :ﬁm cpﬁ'm:ﬂj 1 |dukung pengangkatan  (CPNS terkalt untuk dipenubi

ganglkatan CPNS I CPNS menjadi PNS yang |sampai dengan batas waktu
menjadi PNS FRETHIR W Arper toluh tertandatangani  |yang ditentulkan,
Menerima dan memerilsa Data duboung terloni ; - >
Josca dokice Imak pengangkatan CPNS menjadi | 1 [SoROUE Rt P
pengangliatan PNS PNE
Melakukan verifikasi data ;'m'f,ﬁm"g Wepain Bayginn Data dukung terkait
dukung terkait ool pengangkatan CPNS
2. Data dukung terksit 2
|penganglcatan CPNS CPNS iadi menjndi PNS yang
menjadi PNS :;r;nn#ﬂm men icant
JU:




Pobolesarm Motu Baku
Bekretaris Jahatan
No.|  Umian Keglatan Bagan | MepulaBagian | Fungelomal / | .y som | Jebatan Waktu Kotormagua
8DM dan Jabatan Helangiopan Outpat
Hebljakan o Inasi Pelab Aparatur Pelakaana {Jaxm )
Traunnportmal
[Hetua Tim)
Menyusun data dan Konsep surat
konsep surat Data dukung terlkait |penyampaian data
10 | penyempaisn dats dukiong ||p:ng|n5l::m CPNS menjadi 2 dulung terloadt
terkait penganghkatan PNS yang terverifilcasi pengangkntan CPNS
CPNS meniadi PNS menjadi PNS
Memverifilkani konsep Koriscp surst penymmpaian pnny.ml :T; data
iim palan ¥
1 :quurrr;::n e | | Gatis cuilowing texkati y, |[Ehing et
penganglaten CPNS penganghkatan CPNS menjadi pengangkatan CPNS
PHNS menjadi PNES yang
menjadi PNS 5 -
Konsep surat
Memerikaa konsep surat Eonsep surst penyampaian penyampaian dats
12 penyampaian dala dukung data duloung terkait 1 dulcung verbomit
terkait penganghatan | penganglatan CPNS menjadi pengangkatan CPNS
CPNS menjadi PNS PNS yang terverifikash mengadi PNS yang trlah
diparal
{3 {Penyampaian data dulcung datn dukung terienit 1 dukung el dukung pengrnghaian PNS
terkait pengangkatan pengengkatan CPNS menjadi pengangkatan CPNS disampailean ke Biro SOM dan
CPNS menjadi PN3 PNS yang telih diparal menjadl PNE Organinin

TOTAL




S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJIAKAN TRANSPORTAS!

Nomor S0P  ISOP-SBKET 18 Trhun 2025
Til. Disnhkon 1

Tgl. Revisi

Tl Diberlakukan

Sekretaris Rebijakan
Disahkan olekz

ST M.
Pembina Unmn Muda (IV/c)
NIP, 19690601 1992031003

S0P Pelaksanasn Sumpalt/ Janjl Pegawai Negen Sipil

Dasar Hukum:

Carn mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 20 Tabtn 2033
tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun
2020 tentang Perubahun stas Peralurn
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegnwal Negeri Sipil

3 Peruturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024

tentane Kementerinn Perfidbungsn,
4  Persturan Meateri Perhubungan Nomor PM

121 Tahun 2024 tentang Organisas] dan
Tain Kerju Kemenierinn Perbubunjgan.

5  Peraturan Menter] Perhubungan Nomor PM
37 Tahun 2022 tentang Wewenang,
Pendelegasinn Wewenang, dan Pemberion
Kuasa Bidong Kepegawaian di Lingkungnn
Rementerian Perhubingan

6 Peraturan Menterl Pendayagutinan Aparatus
Negare dan Reformasi Birokrasi Nomor 27
Tahun 2021 tentnng Pengadaan Peguwal
Negeri Sipil

T  Peruturan Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonenin Nomor 14 Tabun 2018
Tentang Perunjuk Tekms Pengadaan
Pegawai Negen Sipi

B Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 tentang Petn Jabatan dan
Urnian Jenis Keglotan Jabrtan di

Lingkungan Badan Eebijakan Transportasi,

Melaksanann Sumpah/Janfl Pegawai Negert Siphl sesual
dengan prosedur dan tepat walmu

Reterknitan:

Peralatan

S0P Pengangkatan CPNS menjadi PNS

S0P Pelaksanant Orientiust Aparatur Sipll Negira

| Kompiier, ATE, Printer

Peringatomn:

Apatila ridak terdapat proses sumpah / janjl
Pegawai Neger Sipil makn pegawal yang
bernangkutan tidak mendapatkan hak dan
kewntiban sesusi ketentunn vang beralo




Negem Sipll

Membunt Konsop surat

Pelnksans Mutu Baku
Jabatan
Uraian Keglatan Bekrotaria Badan !" '-111 whln Funguional / Analls SIS Pengolah Data Waktu
Hebijakan i Jabatun Aparatur/FPenalsah | [fAdministrani Eelenglnpan [Hari) Output
Transportasl Maciwein Pelaksanan Telknis Hebijakan Perkmnatormn
B gnakitu (Ketua Tim)
Menerimn Swral
Kepuluaan Popowatl Nogert -
Sipil dan memberikian s Mp-ur.um Pegawiri Dhnposisl Sektretans
arnhan kegintan wegest il Badon
sumpah /jangi Pegawai
Negeri Sipdl
Meneluih loeginian
b/
su" mpﬂs:’p]:ﬂ‘iimml 1. Sural Keputunnn
memberikan srahen . !:m"‘t !,“EF“ Sipl isposiai K (EFRT]
tinduke lanjul kegintin 2. Data Kopogmwalan . e
sumpahjong Pegowin
Negent Sipdl
Mempelajari diatn 1. Surst utusan : ,
kepegivwainn din kejgiatun Prygitwad HH::M[ Sipil vt F"'mm
sumpal fjong Pegawal 2. Daia Kepegawilsn :;:ﬁngﬁ?ﬁ Pogsel

Timeline kegiotur

1. Konsep suiat dndangin

undangan Keglitan Trotamawmm
sumpah /fanjl Pepawal '“'““""“'.‘"-" Peghme 2. Konsep surat undangan
fragnc Sl MR opR ke peseria
Memverifikas Konsep 1. Konsep surat |. Konsep surst undangan
surat undangun hegintan undungan rohaninwann rohaxiowans
sumpah /janji Fegawn 2. Konsep surut 2. Konsep surat undangan
Negeri Sipil undungin ke peserta et praeria
E—— i, berverifibosi

1. Konsep sural 1. Konsep surst i e
o i T T
sumpali/ janfl Ve 2. Konsep murst 2 Konsep surnt undungin
Neprr Sipil uncangin ke peseria ke prscerta

g terverililosl yanl terparal




Pelakrana Mutu Baku
Jabatsn
Bokrotaris Badan Kepals Bagian Fungalonal / Analis BDM Pengoloh Data
Ho. Urelan Heglatan nktu Het.
Kebijakan g Jabatan | Aparatur/Penalash| fAdministrasi Kelengkapan :M] Output
Transportasl o igasi Pelalsanan Teknls Kebljakan Porkaniornn
[(Ketua Tim)
Mensnidatnngarnl Kinsep l, 1. Konsep sursl I'IH“TJ;;EMW Hurat dikirumkan ke
Iummt permahannm uridnngan rohanipwann 2, St vkl g ke rishsiniimnn da
i {penugasan =g 2 Kandep surat | ) -y peserta kegiatan
Pregawal Negeri Sipil undnngon ke peserin gt'uw Selreiaris surmpah fjangi
Kemmntrian Perhubumgan wang terparal Hl'ldnﬂ Pegaws Neger Sipil
Menelaah dan 1. Sural undangim
mrmberkon anaho T"'hm“““
. ; 2, Sural undangan ke -
¥ |persinpan kegiatan Dakamen tmsdal Lamjut
:.:mplﬂ;'__:‘ﬂ;ljl Pegawal 3. Disposisi Sekretaris
L Bauclnn
Melakukan koordinast dan Baeritn Acarn keglatan
eictnbial berita sicirn ; i SR )
8 = o Dolumen tindak Iaejut | sirmpeth fjang Pegawsi
kegiatun sumpal fjonj N :
Pegmawim Negen Sipil e Sipil
1, Beritn Acora keggintan
Melaksannlcan legintan Herits Acara keplaian sumpah / janji Pegawa
@ sumpal fjang Pegawai o | il ol Pogiswni 3 Negerl Sigl
Heger Sipil Neperi Sipil 4. Dafrer hedie

3, Dokumentonl keglaton




Palaknuna Mutu Baku
Jabatan
Bagian
Sekretarls Badan| opaln Fungslonal / Analls SDM Pengolah Data
HRo. Oraian Kegiatan Sumber Da Waktu Est.
Kebijakan R “’: Jabatan | Aparatur/Penalanh | /Administrasi Holengkapan (Hari) Output
Transportasl isasi Pelaksanan Telmis Kebijakan Perlantoran
E (Hotoa Tim)
- o B | L. Herita Acara kegiatan
Menyusun lnporan sumpah fjanji Pegawni Katisep linpsrsen keggtatan
10 |kegatan sumpah/jang Neger Sipal 3 sumpah /janji Pegawai
Prigmaenl Negen Sipil |_ 2. Daftar hadi Negen Sipil
3. Dokumentnse kegatan
Memverifilus konsep 3 . Konsep liporan kegiaton
1y |poran kegintan ; K190 Phlrm':‘ﬂamt.ﬂ" sumpsah ffanji Pepgwni
sumpah /jang Pegawa sl Negeri Sipil yung
MNegeri Sipil g Sipil terveriflons
Menyvetujul konscp Konmep luporan kegiatnn ) }
o |Ioperan keglatan sumpah fjanp Pegaam opsop laporan ikl
12 P | wtpah ffanfi Pegaasi
sumpab ol Pogawai Negeti Sipll vang pahfy B
(s 4 Neger Sipil vang terparaf
Nejeri Sipal terverifilon
Menandatangan) konsep . Sural peTvynImpIEDn
. park Endntan Konsep laporan kegatan . Larporan kegiatan laporan dikirimlan
suntinpinhs Sl el numpn_:hquujl Pegawnl 3 wmpghfja_m,ll FegwwaL ke biro SOM dan
Negert Sipil Negeri Sipil yang tevparaf werk Sepil Crpan i
Totnl 21




50p
SEKRETARIAT BADAN
KEHLIAKAN TRANSPORTAS!

Nomor 80§ :[SOP-SBKT 19 Tahun 2025

Tgl. Disahkan

Til. Diberlalukan |

Dhisahkan oleh

i

X b ik
Permbina Utama Muds (IV /€]
NIP. 19690601 199203 1003

Penganglkatan Jabatan Pelaksana di lingloungan Badan Kebijakan Transportasi

Dasar Hukum:

Corp mengatas

I Undang-Undnng Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemernintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Permtumn
Pemerinteh Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawal Megeri Sipll

3 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan

4 Peraturan Menter! Perhubungan Nomor PM
121 Tahiin 2024 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan,

5 Peraturnn Menter]d Perhubungan Nomor PM
AT Tahun 2022 tentang Weswrenang.
Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian
Kunsn Bidnng Kepegawnian di Lingkungan
Kementerian Perhubungan

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peia Proses Bisnis dun Standar
Operasional Prosedur di Linglungan
Kementerian Perhubungan,

7 Reputusan Menter Pendavagunsan
Aparatur Negara dan Reformasi Biroloasi
Nomor 11 Tahun 2024 tentung Jabatan
Pelnksana Apararur Sipil Negara di
Lingkungan Instans: Pemerininh

8 Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birakras! Somor 11 Tahun 2024
tentang Jobatan Pelaksana Aparatur Sipil
Negara di Linglungan Instansi Pemerintah,

9 Keputusan Menter] Perhubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 weniang Petn Jabatan dan
Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di

Lingkungun Badan Kebijiiknn Transportasi.

Menyusun Surat Keputusan pengangkatan Jabntan
Pelnksana topat wiktn dan sesuni prosedur yang berlakua

Keterkmitan:

Peralatan

1. Pengusuinn Kebomuhan ASN
2. Pelaksanann Kenailian Pangknt Pegawai
3. Penyampaian Usalan Rekomendasi

1 Komputer, ATK, Printer

Pertngatan:

Apabila Sumi Keputusan pengnngkatan
Jabatan Pelaksans di lingkungen Badan
Kebijnkan Transportast tidak terditetnpkan
minkn pegawat ticak dopat menduduki jabatan
pelaksana dan hak kepegawalan vang
memberdnmalnyn




Phisggiuans sl bnunnnp S van Kegiiisin
PenennekaEian bt Pl lossna il
imcramgpai THET

Poinknnns E__
Mapals baglan Jabmtmn
o Wb Magtutun Eabreteris Buedan Sumbes Duys Feagsdenal / Analis SO _ Waktn
et ciaer Musmsta dan | Pelaksana (Kevan | APnrue/Toistesh - [y Outpet
Trunsporisal eipeidint Timj Hakljukas '
dhart, il ks 1. Pebapinnn krpegresman i
' Imuu- dircpiiiimen ol i D 2. Nota dinas KepoluPuwnt Ketsjukon 12 Jrobge ealed Seleretris Huadog
i o W
Misrierims o spuislil sk fistiriil Lntoin S
whan e bbb g i s Biisi T = L . .
2 ‘: . s aoaeraroiias ‘ | Dspirmbei Seboretnrin Rabii I Liimposisl Kepalablisae
Iwidimamia ol § Bglosga ) T
Mernelias dim Rl J__l_' 1. Uispaalsl Kepulafugsan
A | e e i el it 2, [nks il Letpw e s b fabuiiiug 2 Howokenimmer vt I
ain ibibruen), v diges Lk | I | |petsilosann
b=rrrusane (st ol e o St 1. Evnlbrrrims Vil o ;wﬂjﬂ!!ﬂl:r:l;d:UIl h'tl:hw
A | Wrpmitaimars gt Jabinten 2. e ilvibering b popsim el A e liilian T | ity rrmnlw
Pt 1) Bimghiusmss DK pelikmne. il Meghiosgaii BT
1 Konaep tmta diay, kel lagain N
2 Komegs Sl Kepilfsnin petgn gt 1. Wy fuls dinns Mepsts
Mermrerilibkione kimeep rosas diss Blevian Prinltmmn di gkuaegan ET Iapan
5 | Mol Peagian dan koneep Seral | I g [A-Remee Sarne Kepuiinan
Eepuiuissn pefgwtughslun b Rt dehatan Priskoaann
Pefabosuna ol Mrggloengam KT il TEngoungan DET
: My, Lot Kasg
- I~
1. Borseys tenibai thimars Repsalie Daginn
2Kt Siarml heputeisn pengsegh bm
semyyetsgjui kaansrp nots dines Kopals b [sbaisn Pebakesiea dil Tmghongan 18T 1, Mol dinih Kegaiels Dirglas

2 Harymip Sharue Keipestimas
PP SN Jahntmn Priskepn
il Mo ungn KT

bl ]

Memaiudatangan Surml Kepuiosm
i it i < R Dt el ko s i

Firyghcvamggam HKT

L. M o= Kepmila Dagiain
|Babunien Priaksana di mghungan 8T

2| Koserepy Swimad Berpiileesat perparloatar

2

Hural Kepullisss
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sop
SERRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomor SOP - [SOP-SBET 20 Tahun 2025

IIJ. Disahkan
Tgl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
Sekretaris Kebijaknn
Bl
Disahkan oleh 2

Bl
Pemtbing Utama Muda [IV /&)
NIP 19690601 199203 1003

Penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT]

Dasar Huloam: |cara e nEatEs:
1 Undang-Undang Nomor 20 Tehun 2023 Menyusun Surat Pernvatasn Melaksanakan Tugas (SPMT)
tentang Aparatur Sipil Negara tepat waktu sesual dengan ketentuan yang berlaly

2 Peraturan Pemerintsh Nomor 17 Tahun
2020 rentang Perubehen mtas Peraturan
Pemerintah Nomor 1] Tahwn 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

3 Peratursn Presiden (Perpres) Nomar 173
Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan

4 Peraturan Menterl Perhubungan Nomaor 4
Tahun 2025 tentang Organlsas dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan

5 Peraturan Menterl Perhubungan Nomor 37
Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun
2015 tentnng Wewenang. Pendeleganinn
Wewenang, dan Femberian Kuasa Bidang
Kepepawaian D Lingkungan Kementerian
Perhubungan

6 Peraturan Menterl Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedomen
Peryusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkimgan
Kementerinn Pechubungan,

7 Peratorin Menteri Pendayngunasn Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasl Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengndaan Pegawind
Aparatur Sipil Negara

8 Peraturan Badsn Kepegawainn Negarn
Republik Indonesia Nomaor 14 Takun 2018

Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil
Ketarknitan: Peralntun
SOP Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil | 1| Komputer, ATK, Printer

SOP Pelaksanaan Qrientasi Aparatur Sipil
Negiira

SOP Pelnksanaan Sumpaly/Fanji Peguwai Negerd
Sipil

Peringntan:

Apabila Surat Pernyatann Melaksanalkan Tugns
(SPMT) tidak diterbitkan makea pegawai tididk
memiliki dasnr penugnsan resmi untuk
mendapatian hak dan kewajiban vang melekat
pada jabatan dimaksud




Jobutan
Jabatan
(Ketaa Tim)

Kelengkopan

‘Output

Memberikan arahan
|penyusunan Surat
Pernyatean Melaksanakan
Tugas (SPMT)

Burat Keputusan CPNS f
|PNS / Jabatan

Disposis Sekrotarin

Menelagh dan
memberikan arahan
|penyusunan Surat
Pernyniaan Melaksanakan
Tugas (SPFMT)

Disposisi Selkoretaris
HBadan

SDM dan Organisasi

Mempelajar data duloung
penyusuenan Surat
Permyataan Melaksanakan
Tugas [SPM'T)

Disposisl Kepaln Baginn
SDM dan Orpanisasi

Dolumen Tindak Lanjut

[Menyusun Konsep Surat Konsep Surat
4 |Pernyatann Melnksanakan Dokumen Tindak Lanjut Melakasnakan Tugns
Tugas (SPMT) (SPMT)]
Memverifikasi konsep | I Konsep Surat Pernyataan I:f:nm Surat
5 |Surat Permyataan Melaksanalian Tugns ;
|Melaksanakan Tugas (SPMT) I;"m = Tugna




Pelaksann BMuoto Bakn
Jabatan
No. Urnlan Kegiatnn Hepala Bagilan | Fungslonal f Analis et
8DM dan Jubatan B“'T" ml . Kelengknpan m Cutput
Orguoisasi Pelalmona
Transportas] {Eotua Tim) Eebijaknn
Memerilom konsep Surat Konsep Surat
Pernyataan Melaksanakan Honscp Surat Pernyaltman Pernyataan
6 |Tugas (SPMT) dan Melakaanalan Tugas 1 Melaksanakan Tugns

menyetujui nota Dinas
Kepals Bagian

|[BPMT) yang terverifikasi

(SPMT) yang telah
diperal

T

Menyetujui dan
|menandatangani Surat
Pernyataan Melaksanakan

Tugas (SFMT)

Konsep Surat Pernyntaan
Melakaanakan Tugas
(SPMT) yang telah diparal

Surnt Permyatoan
Melsksanaksan Tugas
(SPMT)

TOTAL




sop
SERRETARIAT BADAN
KEBLJARAN TRANSPORTASI

Nomor SOP : [SOP-SHKT 21 Tahun 2025
Ty, Disahkan :

Tl Diberinkuloan

Disabilcan oleh

Pembina’Utama Muda (V/c}
HIP 19690601 1992031003

Pengeloln Mutasi di Linglongan Kemenhub

2 Pepatiran Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tenting Pertabahan atis Peratutin
Pemerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegmwni Negeri Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Rementeran Perhubungan

4 Peraturan Menteri Perhubongan Nemor PM
4 Tahun 2025 tenturg Organisas) dan Tatn
Kerja Kememterian Perhubungan

5 Peeaturan Menterd Perhubungan Nomos PM
37 Tahun 2022 tentang Wewenang,
Fendelegasion Wewrnang. dan Pembenan
Kuasa Bidang Kepegmwainn di Lingkeungnn
Kementerian Ferfiubingan

6 Peratuman Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Talun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan Peta Proses Bisnis den Standar
Operasionl Prosedur di Lingleangan
Kementerinn Perhobunamn.

7 Pesuturan Menterd Perhubungan Nomor PM

128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
Pegnwnl Negerl Sipil Dalam Jebatan di
Lingkungnn Eementerinn Perhubungan

B Perarurnn Badin Kepegawnian Negari
Nemor 3 Tahun 2019 Tentang Tate Carae
Peloksanann Muiasi

9 Keputusan Menteri Perbubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 entang Petn Jahatan den
Uralan Jenis Kegintan Jabatan di

Diasar Huloim: Cars menpatagi:
1 Undarg-Undang Nomor 20 Tahun 2023 melnleuban peogelolans mutost sesunl dengan prosedur dian
tentang Aparatur Sipil Negarn tepal wikiu

Lingkungin Bodan Kebijakan Transportasi.
Reterkaitan: Peralatan
SOP Peromujnan Data Kepegawalan I Komputer, ATK, Printer
Peringatan:

Apnbila pengelolnnn mutngi pegawal di
lingkungan kementrian perhubungan tiduk
terlnksann dengan baik midm pemenuhan
Jebumihan sumber daya manusia pada unit
kerja terkadt terhambat




Pelaksann Muin Baku
Jubatahn
Ho.|  Ursiin Kegiutun Schretari® | Kapsiabagian | Fungsional / Asialis BDM -
Hehijak BOM dun Pelabsnnn Aparatnr Penclush Kelenghapan Output
Trunaportasi Orgunisas] (Ketus Tim Teknlis Kebijalan imealt)
Kerja)

Ml ik naen usilin
it dor membertonn
irlupii tiowdiik lirjat il
e

1. Surar Pormohonan Muatasi

2 Sural Bire SDM dan Ornganissgal
3 Nowm Dinas Kepiln Pasat eriait
pernioharian inutesi

4, data dikung kepogasaian

15

Erispasis Sekretans HBalan

Mencliah usulng dan

1. Sural Permohonon b ke
2. Surat Hiro SDM dan Organbsanl
A Noia Dinas kepala Fusat terkmir

eeserin helongicpan data
kg

2. Data duboang kepepswsdan

2 [mrmbroka b ek i
hwr;l n...uf'-u'.:gn.m" — prermwknisn i 20 |Risponisi Kepala Bagian
| | 4_dats dukunyg kepegstasn
f Dimpomis Sclostnrs Radan
1. surst permotemnan mutaas [/ suesl
Hirn SDM den Grpnnisas) [ nots dineg
Mo prrlagars dakoumen datu kepoda pussst terkidt perTookiomen ot
3 b kg, e mem ) 2. Dinpouinl Kepalin Bogian &0 1. Timelme kesmitan
Termmgion fetitra inulan stin) A datn dulkung keprgrwoda 2, Hrknpiiuloni evalunsi jabatan
lundficmmen Truatash peprmni Ei-—j 3. Dimen Nals Babinn st dai
lnalinis jolsatan organisasi
5. Dokumen penctapan formas jalstan
K | 1
T T —— i mll:rp didaamen inforpwea fwltor
et bt ol L. Konsep dokumen usulan atau '| =
4 |leordbrmon mistand prgsl konfirmas mutas pegawai 120 2. Konaep forsiulir evaluasd jabston

3. Konaep relapineled Bast jabatan
4. Konsep surmt penyampitlan Fomil
vl




noti ditins Kepala Blaglan
duoy leomsep sural weilon
ity ondirmasl muiask
pegawai besernis datn
dukeitigniym

I Koatvdep mota dinas Kepuoli boagian
2 Konnep Surat usulo stau konfirmas
riiitoed pegow beserto dati ddkungmrs

a0

Peloksans Mutn Bakn
abatakn
Urainn Kegintan w Hapaln bagian Funguional [ Analls SDM Wal

Heabijad BOM dan Pelaksann Aparatur/ Penelonh Helenghmpan (menit) Output
Transportast Organisasi [Hetun Tim Telnls Hobijnkan

Kerja)

CJ
Memrivenifiloes konsop

Menyetujul kensep nets
chinan Kepida Fuygan dan
memoriiosn konsep surat
niilian atnu kanficmaad
LS PORAWAI oS
ke hubeurgryn

1. Konsep recn dinss Kepaln Baglan

2 Konmep Surst usulan atau konfinmosi
mutasl pegawai boserta data duloongnyn
wang telah torverifilesd '

Menulnangsni koneep
surit permaboian ata
leonfrmuani uslan it
pemaw beserts datn
dizkungnva

L. Noti dings Kepaln Bagion

2 Komach Hurs vpuban atau konfrmom
militaml pegaiwin Bitscrtn dals dukungive
yung telnh terver fkos

]

1. Konsep dokumen informand ko
jbaantonsn

4, Knmmep formulic vwlonsi jalstan
3. Konsep reloiphivlasd Bosdl jolstan
4. Konsep surnl penyampuian il
evalias

vang berveritikosi




Pelnksana Muin Baks
Sekretaris Jubatuhn
Ho. Urzian Hegiatan Budan Hapels baglan | Fungsional / Amnalls SDM ks
Kebijakan HDM dan Pelakauns Aparaturf Panolaah Helonghupan '.m Output
T sortasl Crganisan] (Hetun Tim Teknis Kebijakan )
Eerja)
Menerisg arabnn dan Jin. Kansep dobumen infomasl faltor
muh“mm:ﬂmm - I Bumt wautlan ot kanfrmani mutas 2, Konmep formulie cvaly sl jobmtnn
tusulin st h::ﬂmuli [ I——[ | pegawnl beserta dati dukungnya 10 |3, Konsep relnitulnsd hasd jnbaton
=8 s e 2 Disponisi Sekretaria Bodan 4. Konsep surst penyaepainn hasil
. vl i
it dliakoirgnyn s et

Menyampiilan usalan
ftmu booedTrmst o boi

I Sumt wsilan st kaofirimesl moias

Llmilnn mutasi pegmen yang (elah

ustilan mutasd
seiamjutnys ditindnk

9 |pegawad den momganjgah pegwwal besorta data dukungnya 60 Tomfintd ebip
dinta dukingnys pada 2. Disposiai Kepala Baglan fesungash s spifiont diveriflknsl aléh Biro
P BabCan SPM Ovgynavanami
Metaloukan monidoring ]
L0 Jutastus awtlam mutand E::h" ?h“':f::::‘n:img telal 5 Dabeymen hastl monitsring
pegawil poda aplikensi MERRE R
Menerime Inporan hasil
11 fmoniortngg pelibsan s Doloumens st nygibeoring 8 [Diwposisl
Ul mutesl pegawil
Menerismn bemliaae
12 swural kepuiuaan Ao 1, Surnr Repurussam muresi ponwil 1o 1. St kepubusan no s pegnw
leomfirusasl mntam 2. Surat Wonfrmoast nitasi pegnwad 2. Burat Konfirmas mutesd pegawal
g
Total Al




S0P
SERRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Nomior SOP - [SOP-SHKT 22 Tahun 2025 |

Til. Disnhkian
'f!%. Revisi

HL. Diberialoukan | :

Disnhknn oleh

Pemblna Utanma Muda (IV/e)
NIP. 19690601 199203 1003

S0P Penyampaian Usulan Rekomendasi Mutasi/Promosi Pejabat Strukiural

Dasar Hukum:

Cars mmIEuLu:ﬂ‘:

1 Undang-Undang N¥omor 20 Tahun 2023
tentang Apamaiur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atns Peratuman
Pemerintah Nomaor 11 Tahun 2017 tentang
Mannjemen Pegawni Negeri Sipil

3 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan.

4 Peratuman Menterd Perhutungan Nomeor PM
121 Tabhun 2024 rentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementeénan Perhubungun,

5 Peraturan Menterd Perhubungan
[Permenbiub) Nomor PM 37 Tahun 2022
tentang Wewenang, Pendelegasian

Wewenang, dan Pemberian Kiasa Bidang
Kepegawalan di Lingkungan Kepenternn
Perhmbungan

6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomaor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penvusunan Peta Proses Bisms don Standar
Operasional Prosedur di Lingknngan
Kementerinn Perhuluingan,

7 Persturan Menteri Perhubungan Nomor PM
128 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan
Pegawad Negerl Sipil Dalam Jabatan di
Lingkungan Krmenterian Perimbungan

B Kepumusan Menteri Perhubungan Nomor KM
27 Tahun 2024 tentang Petn Jubatan dan
Uradan Jenis Kegiatan Jabatan di

| Lingkungan Badan Kebijakan Transportasi,

Menyusun usulan relkomendasi mutasi/ promont pejabat
struktural dengan tepat walay dan sesiuai prosedur yang

Keterkaitan:

Prernlitan

S0P Pengusulen Daftar Calon Peserta
Asennment Struktural

1 Komiputer, ATK, Printer

% m@lnn* gan Assessment Strylaural

Apabila surat usalan rekomendass
muiasi/promosi tdak tersusun maka usolan
dan pemenuhan jubatan struktural &
lingkungan Badan Kebijakan Trensporias tidak
teraliomiodi




Pelaksana Mutu Bakn
Sekretaris Jabatan Analis
No Urninn Kogintan Badan Kapala baglan | fungsional / | SDM/Penalan Waktu
Kebijakan SDMO Pelaksana b Teknis iy (Wam) g
Menerima disposisl kepala bacdan den
memerinishion peryusunnn sl @ ilp ‘ ) 4F .
1 kvl disdl T/ ! Disposist Kepala Badon 3 Disposist Sckretans Badan
Pejalil Strulitiral |
¥
Menerimn disponini Sckretaric Badon
o |Han miemerindah ko penyiisdnen Diisposis Sekeelotis ; L
< nizral uelan rekomendasi Risclun 1 Thsposisi Kepala Bagian
mui to S oo Pejibeat Struaktural
|, Dhsponisl Kepmali
Menelash dan mempelajood sl ] Brigiam
3 |rebomendant mitand fpromost pojalie 2, Dat dukung 2 Dokumen tindak lanjut
struktursl Kepegawainn pejabut
strukiural
I. Konsop nota dinas Kepaln
1 1. Dokumen tindak Bagian
Menyunun nota dings don sural - Largjuat 2 kansep nots dinas
4 |usulan rekomendosi Motass |/ Promos 2. data dukung 2 Sckretan= Badan

Pkt wor kil

hepepawaian pejabor
strukiurnl

J.Konsep surat rekomendasi
mutas / promos pejila
strukiural




Memveritikasl korseop potn dines
Kepaln Bapian, konsep nola dinas
Selovioris Badan , dan konsep
aurnl usulan relkeomendasi
mutns / promos pejabat
nirubcturnl

1. Konsep nota dinas
Kepnln Bagian

2 konsep nots dinas
Sekretnris Badan
JKonuep surat
rekomendasi

mutasif promoesi pejaboat
struktural

1. Konsep nota dinas Bepaln
Biagtan

2. konsep vota dinas
Sekretaris Hadan

. Konsop aurnt rekomondos
mutasi/ promasi pojabat
struktural yang terverilikasi

Menyetujui konsep nota dinss
Kepnln Boaginn dan momerilosa
konscp notm dinas Sckrotans
Badan senn konsep sural usialan
rekomendast mutns/ promos
pejabnt strulitural

1. Konsep nota dinas
Kepala Baginn

2 keonsep nolia dinas
Bekretaris Badnn
J.Kannep surnl
rekomendas]
rriutasl f pramonl pejilad

L. Nota dinas Kepalo Bagloan
2.konaep notn dinna
Sekreiaris Radan

3. Konnpep sural rekpmendeim
mutnsy promosi pejabat
struktural

wiru ktual yvang ving terpamal
terverifilengi
1. Nota dinas Kepala
Menyetujui konsep nota dinas E';f"" i I. Nota dinns Sekretaris
Sclrcars Sadan scrta C ) P s
memerikss kansep samt usilan 3. Konsep surat 2 2, Surat relomendasi
rekomendosi mutas/ promos rl.:lmmrmln gh mutast/ promasi pejabot
pejnbat strukiural : struktural

mutas/ promosi pejibat
siru ksl

Tatal




sop
SERRETARIAT BADAN
KEBLAKAN TRANSPORTAS!

Noimor S0P

Tl Disahkan

: ISOP-SBKT 22 Tahun 2025

Tgl. Revisi :

(Tl Diberlonkan

Disahlan alch

Um Muda [TV
NIP, 196006101 1992031003

Pengijuan Permohonan Mutas Elksternal

Diasmar Hilkum:

Cara mengatasl:

1 Undang-Undang Nomar 20 Tehun 2023
tentnng Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan ntas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Mansgiemen Pegawal Negerd Sipil

3 Pernluran Presiden Nowor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan

4 Peraturan Menterl Pechubungan Nomor PAM
121 Tahun 2024 tentang Organisas] dag
Tatn Kerjn Kementerian Perhubungin,

5 Peraturdn Menterl Perhubungan Nomaor PM

A7 Tahun 2022 tentang Wewenang,

Pendelegasinn Wewenang, dan Permberiann

Kunsa Bidang Kepegawaan di Linghungan

Kementerian Perbiubungin

Feraturan Menteri Perhubungnn Nomor PM.

50 Talun 2017 tentang Pedomen

Penyusinan Peta Proses Bisnis dan Standay

Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerinn Perbinbungan,

T Peraturan Menter] Perhiubungan Nomar PM
128 Tahun 2016 Tentang Pengnnglaton
Pegawni Negerl Sipil Dalam Jabatsn di
Linglungan Kementerinn Perbubungan

B Pernturan Badan Kepegawaian Negnra
Nomor § Tahun 2019 Tentang Thta Carn
Pelpdcsnnnnn Mutan

9 Keputusan Menteri Perhmibungan Nomar KM
27 Tabun 2024 tentang Petd Jobatan dian
Urninn Jenis Kegiatan Jabatan o
Linglungan Badan Kehijakan Transportasi,

Memproses surat pengajuan permohonan miitasi dengan
tepat waktll din seutint prosedur yang berlaku

Reterkaitan;

Pernlatan

1. F'engelolann Mutasi di lingkungan Kemenhub
2. Penyampalan Usalan Rekuimendasi
Mutast/Promosi Peiabat Struktural

I Komptiter, ATK, Printer

I\:rin_intnn:

Apabila Surat permahonan mutas pegawal
tidak diperodes moka pegawid tidok dapat
menduduki jahatan di tempat penugasanyia
sebagal tanggungjawab aparatur sipll negira




Muiu Baku

{
i

Fungsional / Analis SDM
Uraian Kegiatan Sumber Daya . Pemelnsd e Waktu
dan pan (Jam) e
Transportasl Organisasi (Ketua Tim Teknis Kebijakan

Menerima dolainen usilan 1. surat
:I;m '::l;m. m, ain pertgajuan ( } permohonan mutasi 12 |Pisposisi Sckrowrin
;lrh:nﬂhnnim mtau konfirmas 2.-surat biro SDM Badin
i bni ekostermil dnn Organisasi

1. surat
Menelaah permobomsm mutssi permohonan mutasi
:::“g;:“m ll.-ll-l'l 1!m:'.;|;11!mﬂlm: 2. surat hiro SDM " i g —
ftnn leorfirmiesl mutasi dm_crm_‘“:m' - Pagian
ekiernal 3. disposisi

Sekreton= Badan

I Dokumen

anudisis beban kerja
Mempelnjor dolkumen dotn o m . konsep dokumen
dulung dan membaat ranghn lgu'“i - 5 permahonan atau

konsep permoharnn alnu
knnfirmast mutasi ekiernal

penetapm lormasi
jabaian
3. Disposisi kepala
bapian

konfirmast mutas
clstermal




Pelaksana Mutn Bakm
Jabatan
Belcretaris | KEapaln Bagian
Fungsional / Analis SDM
-, Uralan Keghttax E'l""‘““ : ’“‘b"l e “;.’: Polaksana | Aparatur/Penmelaah| Kalengkspan f,'“:‘ Output
Tim Teknis Ko
Transportasi | Organisasi m‘ ja) ynan
I. Dokumen
anaolisis beban kerja | .Konsep nota dinas
dan analisis jalaian Kepalia boginn
" orjgunisas 2. Konacp Surnsl
st b I ) [2-bokumen permobonan st
4 st dhatornal A TtH mr;:-tl:pnn forimnsi 5 iwnITrm_uli mutaisi
dinas Kepala Baginn i n pegawal
- A, konsep dokumen 3. Surnt permohonan
permohionan atoau penerbitan koternngan
konfirmasi mutasi bebas temuan
cksternal
1. Konscep nota
dinas Kepala 1. Kansep notn dinns
Bagian Kepala Bagian
Mermverifikas & b nota | 2. Konsep sumi L. Konsep surat
& ‘r . permohonnn atau permohonan i
= J Hepala fias konfirmasi mutasi konfirmasi mutnsi
5 |konsep sural permohonan pegawsi 2 pegawnl
:’:;::T inﬁ"mm - 3. Surnt A.Surnt permohonnn
permolionnn penerbitan kisterangin
penerhitan hichus termuan

keterangan bebas
T

yimng terverifilaas




Pelaksana Muin Bakm
Jabatan
Sekretaris | Kapala Bagian
Analis SDM
Uraian Kegiatan Badan Sumber Dayn Fungsional / Waktu Kot.
Kebijakan Mt da Pelaksana Aparatur/Penelaah Helengknpan (Jam) Output
(Ketua Tim Teknis Eebijalan
Transportesi | Organisas]
5
1. Konsep viota
'fh’“." Hepsis 1, Nota dinas Kepals
[Fagtiiin
" g s t L t
Menyetujui imnar:.p nota # i::::'u;;:::::ﬂn 2-Konsep surat
dinas Kepala Bagian dan F'] . S permohonan st
kunsep surat permohonan i 2 konfirmasi mulasi
atau konfirmasl mutas] ?’gaﬁzm pegawal
g 'mm] 3. Sumt permohonan
Pcru.'rhi fin prenerbitan keternngan
Etmngnn bebas hebas temusn
femun
s FROP Cnshs :s;:unt_fil':nmn nlall
Kepaln Hagian p : y
2. Koneep sural km’! e s
Al iy 1. Surat pcrmuhunn.n dikirimkan ke I;||_|-|:| :
Menandatangani kopsep Iu}l P — nimu k*f:nﬁnmu_t sdm clar organiso s
surat peemobonan mu s pegawii 17 |Mutast pegawa 2, Surat
atau konfirmasi pepawai 3. Surai 2.5umt permohonan | permobonan
i pencibitin keierangnn | penorbitan
mnﬂ'hitm‘l bebes temunn keterangan bebas
Eu:rﬂm bebas temuan di kirimbkan
u:-muln. ng;m ke sekretarint
inspektorat jendral
Total A0
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SEKRETARIAT BADAN
REBLIAKAN TRANSPORTASI

Disahkan oleh

Nomor SOP - [SOP-SBKT 24 Tahun 2025
Til. Disahkan g
Tel. Revisi
Tl Diberlajulan
Sekretarin hijakan

i il
Pembina Utama Muda {1V /e)
NIP. 19690601 199203 1003

SOF Penyampaian Permohonan Penupgasan Khosos Pegawal Negen Sipil Kemenirion Perhoburgan

[Rasiar Hukuam:

Cara mengatasi:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Aparanir Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajenien Pegawal Negeri Sipll

Perntumn Prosiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan,
Peraruran Menter! Perhubungan Nomor PM
121 Tahun 2024 tentung Orgunisas dan
Tata Kerje Kementerian Perbubungan,
Peruturan Menteri Perhubungan Nomor PM
37 Tahun 2022 tentang Wewenany,
Pendelegasian Wewenung, dan Pemberian
Kusisa Bidang Kepegawainn dl Lingloungin
Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubingan Nomor P
50 Tahun 2017 tentang Pedomnn
Penyusunan Peta Proses Bisais dan Standar
Operasional Prosedur df Lingkungan
Kementerian Perhubungan,

Peraturan Monterd Pendayagunasn Aparatur
Negara dan Reformasi Bisokras! Nomor 62
Tahun 2020 tentang Penugasan Pegaws]
Negeri Sipil Pads Instanst Pemerintuh Dan
i Luar Instanal Pemerintah

Keputusan Menteri Ferhubungan Nomor KM
27 Tahon 2024 wentang Peta Jubetan dan
Uratnn Jenis Kegiotan Jabatan di
Lingloungan Badan Kebijakan Transportis,

Menyusun permohonan perugasan khusus pegnwal semiain
dengan prosedur dan tepal wakiy

Keterkaitan:

Peralatan

S0P Penyvusunan SKP
SOP Pelaksanaan Evalussl Kinetjs Bulanan

Peringa

EilIL

Apablla tidak ada permohonan penugasan
khusus pegawal maka pemenuhan penugasan
umit kerja sdim alamn terhambai

1 Komputer, ATK, Prnter
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TPeluksuns Mutu Baks
Morpals Naglam | Jubstss Puugeional
o, Urnian Kegiatan """"'"“”"'"" Swmber Duys 1 Jukatazn mu”ﬂi : S Wukta Ket.
T taal Muzsusla das Polulsnne [Kofss ‘mt'““ a fPem) T
Orgunisnni Thm) s

Mt i H-m-'n i (Tl Kopuslii I Wutvaegs wrag peermodsnn e ke 1. Banryseps st persistb i
& itan g mrriel g E ':I PerRwis g  |pepssan Linsis pegiwal yome

v sy by Pogavnd Negen Sipd o Ronsep i@ duaes Jurpaie Begien ferpairal
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Nomor S0P : |SOP-SBKT 126 Tahun 2035

Tl Diteraplan

TRl Revisi
Tyl Diberinkukan
Disahkan Oleh : SERRETARIS
S0P BADAN KERIJ SPORTAS!

SENRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Pembing Utama Muda {1V /c)
HIP. 19600601 1992031003

IMPLEMENTAS PERJANJIAN BILATERAL

Dasar Hukiim Cnra Mengatas
1 Undang - Undang Nomoer 37 Tohun 1999 1 Implementas perjanjinn bilateral dilnksanakan dengan efebmf
tentang Hubungnn Luar Negeri; siehinggn bérmanfeat bagl masyarakat dan kepentingan
2 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tntals

tenitang Perjanjian Internasonal

3  Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhuibuingen;

4 Peraturan Menterd Perlidbungnn Nomor B2
Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap
Pelnksanunn Peonyusinan Peratuon
Perundeng-undangan, Kesepakaian Bersama
dir Perjunjlan Kerja Sama o Lingleungan
Kementerian Perhubungan;

5 Persturan Menteri Perhubungsan Republik
Indonesin PM 4 Tahun 2025 tentang
Organisass dan Tata Kerga Kementerian

Perhubungun.
Keterkniton Petulatan
| S0P Pengajunn Fasilites Kerja Smna Bilateral | AR
daty Multlateral

. BOP Monitoring dan Evaluss Perjanjian i
2 Bilateral dan Multilateral « Hompmise, Lagiop

Prringatan

Jika il et perjanjinn DAt Tl ok
1 dilaksanakan, potensi kepentingan Indobesia
ticlnk optimal




| Lantsiliory

WEE] WO T jeing £

..... CL B
ol or) cEmEs e wmedaine e

gy G LAy ag ron dosany| £

s G PSS

[resmiapgg wmpfmEn,g

g i e | e e R e syt el s
ii.anﬁ..,_.... st wepuyg| ! L eypndumsiand e sty o | g
s wtrp Fon dasuny REYE Sy ama s Kimmp HTee dasony Y SRS SR o Gy naao
TRETIRIE WEATELa oo _
e s e FPH 0N PSS T T ] sy inghienfi ) meu s
oredumuad peped wopegg| & g el woameap ‘rauigoy wmmmrs sy e nmicad ey wepeg |«
[T wsny| ey ppsaderp ©p) ooy ML) b NP i Aok RUIET
g e wy WUtT it gl N WOt ¥ i
..._.n..s:ﬂ_— inegsn _ gy dudieslog ey sy
TR TN L]/, ey £ i-..ﬁa iﬂﬂuﬂh—h— i =”.u AR T R Teegptnd toupey) |
e it g oy A3 apfismliag K amaayg L S i o] i
sy deptiny “rastpmy ey wsrag| __| Al
i Iy uepdiga PR o TR
wniiyiefieges Iﬁﬁﬂi&i—uﬁiﬁu- 1 Uiy LrTMArED ‘priaiegg ) umnfii, prsagyey anefuefeyg e msodeyp :
- ! esrtg Mgy ey s T LK LT AR, LI IR 1Py 3

sl iy e
HERIIRA L

prazinpie mnlueliy ) e ey

o I
G LM spmamag segr moy| s s 7

sﬁﬂiﬁ_ r.i:a&b.:&f: AT sl LA o LRy AT EEpT [Ty
- PRy
iy ki sspnmm Winsgs

g s eanaor mv il g g a1y Y

] T 10 RN P e Ikiaguy wiloediay uavropor P st S g v

sy b geayiseg s syl gl g
v o s

g 11. (am g wngey) g
nding TR I03 umTRg TUp sy
R ] nymmpy —r—— pruopfung | [ eopdung | mmamy wleg | SN8 THIROEE -—
Vegefag Wy ey i




feeicanegigy omifenisla,) ol
1 il ] i

(WL R SRS SR oy

srmmil i g dmpoy mrp 1

[T L TR -...lh"_.-ﬁ]n.z

WU LY e Ty ek
ey mpd e g dinany
e et iy nrfunefaa,f nojuesapd ey
uwreEged aenrime i (g
Wy mpe e usienp o gy

Ianrangjpy v

P s it et s Lkt e doo]

_._._.m.-m.n AR LN R
i ey e iy o soder) S

iebiny el TR Eae ) ey

I Enne ey EErse ] pesny] upmiay
el wmd e diay png dasony

el Ly sap

it umE) R U e e ey

T | AT TS NI

i

il

e, W)

Hi

LHE Bamamag




S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIIAKAN TRANSPORTAS!

Komor S0P + |SOP-SBKT 111 Tabun 20325

Tl Disnhienn

TRl Revis

Tgl. Diberlskiukan

Sekrotaris Badan Kebijnkan

Disahkan obeh
nel

Pembing Utama Muda (1V /€]
NIP 19590601 1992031003

Mikro Pendampinpan Proses Hukum

Diimar Hukiim:

Caw'n mengatssd:

2

Undang-Undong Nomor 16 Tabun 2011
tentang Bantuan Hukum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
tentang Apardtur Sipl Negara

Peraturan Presiden Noemer 173 Tahun
2024 teninng Kementerian Perhubungan

Peraturan Pomenntah (PP Nomor 94

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawal

Negeri Sipil

Prraturin Menter] Perbiubungan Nomos

KM 74 Tuhun 2009 Tentang Tals Cara
Pemberinn Bantuan Hulom di

Lingkungan Departemen Perhubungan
Peraturnn Menter! Perhubungan Nomor PM 2
Tahun 2015 tentang Wewenang,
Pendelegasian Wewenang, dun Pembertan
Kuasa Bidang Kepegawaian di Linglkungan
Kementerian Perhubungan

Peraturan Menter Perbubungen Namor P'M
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dim Stender
Opernxional Prosedur di Lingliigan
Kementenan Perhubungan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor FM 4
Tuhun 2025 tentang Crganisast dan Tata
Kedja Kementestan Perhubungan

Melaksanaken pendampingan proses hukom secara
tepat withtu don sesunl dengin ketentuan vang bertaku

Keverkaitar:

Peralatan

1. SOP Permintann Pendampingan Hikum
2. S0P Pendampingan Proses Hukum

Peringatan:

Apibiln pendampingun proses lnloum tdalk
teriaksana maka akan terjadi kesulitan dalam

melaksanalonn pendampingan dan menghnm bt
proses selanjutnyn daliem proses hukuam

1 Komputer/Luptop, ATK, Printer
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MNomor 80P ¢ |80P-SBKT 134 Tahun 2025

Tigl. Ditetapkan :
T:gl. Revim !
Tel. Dibelakukan |
s0p Dinahlan Cleh i SEKRETARIE
SEKRETARIAT BADAN HADAN KEBLJAKAN TRANSFORTASI

HEBISAKAN TRANBFORTASI

—

RIEAL. 5.T. M.A
Pembina Utama Muda {1V /e)
NIP. 19690601 1992031003

MONITORING DAN EVALUAS] PERJANJIAN BILATERAL DAN MULTILATERAL

Digsar Huloum Carn Mengatasi
| Undang-Undang Nomor 37 Tehun 1999 1 Melakubsan Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bilatern] dan
Tentong Hubiungan Luar Negerl Multilateral sesiini dengan prosedur dan Keteptuan yrng boriaku

2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tentang Pedanjinng Intornastonl

3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2023
tentang Aparatur Sipdl Negara
Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerinn Pethatnngnn

5  Peraturan Metteri Perhubungan 50 Tahun
2017 tentang Pedoman PFenyusunan Pein
Proses Blanis dan Standar Operasional
Prosedur

7 Peraturan Mentern Perhubunpgan Nomor 4
Tahiun 2035 tentang Orgenisasl dan Tata
Herjia Kementenan Perhubugan

1! Keputusan Menteri Nomor 41 Tahun 2032
Tentang Pedoman Tata Naskab Dnas di
Lingkungan Badan Kebijpinn Transporis

Keterkeaitan Peralptan
1 S0P Penyusunan Laporan Péranjian 1 ATK
Multilateral
7 S0P Implementasi Perjaniian Bilateral 2 Komputer, Laptop

3 BOP Pelalteannan Perjanjien Multilaters

Peringatan

: Apsahila monitering dan evalusss tidak

dilakaanakan

sential prosedur midka tindalk lanjut kegiatan
leeria

saria intornanional inefeltil dan inefiriens|
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S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEHLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomor S0P

: |80P-88KT 115 Takun 2025

Tgl Disahlan

Tel. Revisd

Tal. Diberlakulan

Disahkan olch Selcretaris Fadan Kebijakan
Transportas

Pembina Utama Muda [1V/ e
NIF 196006011592031003

Monitoring Pemberitaan Media

Dasar Huloum:!

Cara myenpnins

1 Undang-Undang Nomor I4 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undong-Undang Nomor 25 Tahun 2000
tentang Peluyanan Publik

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksunaan Undang-Undang
Nomor 14 Tabun 2008 tentang Keterbukasn
Informeas Publil

4 Perstursn Presiden Nomor 23 Tahun 2023
tentang Kementerian Perhubungan

1]

Peraturan Menteri Perfiibungan Nomor PM
38 Tahun 2019 ientang Peagelsiaan
Komunilcus) Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nemor 601)

baik

1. Melakulkan monitoning isu dengan tepal sehingea isu yang
sedang berkembang dapat direspon dengan cepat

2, Memaatilean setinp langkah monitoring sy dilakuloan
dengnn tepat dan mekikukan koordinast anwar baginn dengan

Keterlkaitan:

Peralnton

SOP Penyusunan Rekomendasi Kebifakan

| Komputer, ATK, Printer
2. Aplikasi Brand24
3 Jaringan Interriet

Peringatan:

1. Apahila SOP tidak barjalan malka isu yang
sedang berkem bang di manparnknt ikan
terlumbat direspons melalui rekomendasi
koo jabean,
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‘ S0P
| SEKRETARIAT BADAN
KEBLJAKAN TRANSPORTASL

Nomor SOP : |[SOP-SBKT 138 Tahun 2025

Tgl. Ditetapkan

Tel. Revisi

Tgl, Diberiakuknn

Disahkan Oleh :| Sekretaris Badan Kebijakan
Trans

3 )
Pembina Utama Muda [TV /o)
NIP 10690601 1992031003

Pelaksanann Keprolokolan Dalam Lavanan Pimpinan

Dinsar Hukum

Cara Mengntas

I Undung-Undang Nomor 24 Tahun009
Tentang Bendera, Bahass, dan Lambang
Negara, Sertn Logu Kebangsann;

42 Undang-Undang (UU) Nomer 2 Tahun 2010
Tentang Keprotokolan;

3 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024
Tentang Organisasi Kementerinn Negara;

4 Peraturan Pemerintel [PP) Nomor 56 Tahun
2019 Tentang Peribahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang
Pelaksannan Unedang - Undrig Nomior 9
Tahun 2010 Tentang Keprotokolan:

5 Peraturan Menteri Perhubungan Repulblik
Indonesin Nomor PM 4 Talun 2025 Tentang
Organisasi dan Tate Keriz Kementerian
Perhubungan;

6 Keputusan Menteri Ferhubungan Republik

[ntlonesia Nomor PM 195 Tahun 2015 Tenmang

Perubahan Atas Peraluran Menter|
Perhubungan ¥omor PM 141 Tahun 2015
Tentang Pakman Dines Upscara Aparatur
Sipil Negarn di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

T Keputusan Menter Perhubungan Republilk
Indonesin Nomor PM 27 Tahun 2012 Tentang
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan

B Pernturnn Badan Kepegowmnn Negara Normor
21 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Kepegawaien Negara
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pelanvkan dan Pengambilan Sumpah /Janji
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional dan Jabalan Pimpinan
linggl

1 ilalukan pelaksanaan kegintan yang berpegang prdi
S0P,

2 Dilakukean ;alinan kemunikast dan Koordinasi vang
balk dengan pihak terkait dalam pelaksanaan
keginisan;

3 Dilakukan penyusunan laporan dan evalllasi setelah
penyelenpggaraan keglatan

|

Keterkaitan Peralaton
1 BOP Pembinaan Keprotokolan 1.Bendera Xegamn dan Bendera Kemenhub;
Peringatan 2. Lambang Negara;

1 Apabila tidak dilalesanakan sesual dengan
S0P akan berdampak pada kegiatan yang
berjalan dengan tidak semestinys:

id.Agenda dan Jadwal Aoera Pimpinan;
4. Xendaraan Operasional
S.Kelengkapan Pakilan;

G.Handy Talkie (HT);

7.Facimg Card;

B.Kumern Foto)

5.Baki dan Taplak.
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BOP
SEXRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS!

Nomar S0P - |ROP.SBET 127 Tuhun 2025

“Ipl. Ditetaplkan

TEL Revial

Tl Diberdakiikan

Bfazhkim Cieh f BERMETARE |
HADAN KEBIJ PORTASI

Pemidnn Utnma Muda [IV /e
NIP. 1969060 | 190203 1003

PMELARSANAAN KESEPARATAN BERSAMA/ MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Mol))

Dmaar Hukum

Cara Mongntas

1 Peraturan Presiden Mo’ 173 Tahun 2034 tentsng
Kementerinn Perhuburgan

2 Peraturan Meriteri Pechubungan Nomor 82 Tahun
2013 tentany Tata Sarn Telap Polakaansan
Penyusundn Persturan Perundang-undangan.
Kescpaknian Bersama dan Perjangian Kerin SBama di
Linghungan Rementerisn Perfigbungan

‘3 Peratumn Mentert Perhubungan Republik Indonesia
it 4 Tabus 2006 teptang Orginisael dan Tata Kecjn
Kementenian Perhubungan

I Koordingsd secars berlakn deijn Pusat Kebljakan dalam ran g
stilan kegkatan kera sama di inglungan Badan Kebijakan
Tronsportasl

Keterkaitan

Perzlatan

1 BOP Pervusunan Delkumen Ketin Sama Dulam Negarl

T ATH
2 Womputer, Laptop

Pertiygatan

I Apabila pelaksinaan Moll fidal sesusi prosedur makes
hmil keginian loerjs wama inefelodf dan inefissenn
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SO
SEXRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTARI

Nomor S0P : |SOP-SBKT 128 Tahun 2025

‘Tgh. Ditemaplan

Tgl Revisi

Tgl Oibertaloibkan

Demsilibumn Cleh BEXRETARIS
BADAN KEBLI RANSPORTAS]

Pembing Utnma Muda (TV/c)
NP, 19690601 199203 1003

PELAKSANAAN FERIANJAN MULTILATERAL

Dagar Hukam

Cara Mengatns:

Undung - Undang Nomor 37 Taluwm 1999 tentang
Hubungin Ludr Mejgert;

Undartg Undang Nomor 24 Tabun 2000 tentang
Perjanjian intermasional;

Prraturan Presiden Nomar 173 Tahun 2024 wniang
Kementerinn Perfubiumgiun

Peraturan Menterl Perchubungnn Nomos B2 Tuhun
2013 tentang Tata Cura Tetap Pelaksannan
Peryusunan Peraturan Peoundang-andangan,
Kesspakaten Bersams dan Perjanjian Kerja Sama i
Linyglkungan Kementeran Perfiabangan,

Peraturat Mentert Perhulbiungan Republil Indonesin

1 Implementasl perjardian bilateral dilaksanakan dengan ekl
pelvinggn bermanfanr bagl mpsyarokal dan kepentingan ndonesin

Multilateral

200 Monitoring dan ¥valuast Peranjian Biateml den
Mutgilameral

& I 4 Tahun 2025 tentang Ovguntaand dan Tati Kerln
Kementerian Perhubungan.
Keteriaitan Peralntan
3 S0P Pengnjuan Faesilites [erja Sama Sflateral dim | ATE

2 Komputer. Leptop

Peringatin

Jika mmplemeiitasl perjaniian bilateral tdak
dilnksanaken, polensi kepentingen Indonemin Ddak
eptimal
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S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Nomar S0P SOP-SHKT 116 Tahun 2025

Tgl. Disnhlosn
Tgl. Revisi :
Tgl. Diberlakukan |:
. Sekretaris Kebijulon
Disahkan oleh T 8
—-—

Pelaksanann Survey Kepunsan Masyarakat

Dinsns Hitloum:

Curn menjetns:

1 Pemmturan Menteri Pendayagunasn
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tehun 2018 teatang Pedomean
Standar Pelavanan

2 Pematuran Menteri Pendayagunasm Aparaiur
Negaro dan Reformasi Birokrasi Repuablik
Indonesin Nomor 14 Tahun 2017 tentnng
Pedoman Penyusunan SBurves Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelengaam Pelayanan
Publik.

3 Persturan Presiden [Perpres) Nomor 173
Tahun 2024 entang Kementerinn
Perhubungan;

i Peraturan Menter Perbiubungan Nomor PM
4 Tahun 2025 rtentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan

5 Peraturan Menteri Perhubungsn Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyvusunan Peta Proses Bismis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerinn Perhubungan.

kunliims pelayannn.

Kererkaltan:

Peralatan

Fembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690601 199203 1003

Melaksanakan survei secara konsisten sesuai jadwal,
menggunakan instrumen yang valid, dan melibatkan
responden secara acak dnn proporsional agar hasil SKM
dlapat dijadikan dasar yang kredibel untok peninglaian

S0P Pelayunan Informasi Batlan Kebijnlkan
Transportasi

1 Komputer, ATK, Printer
2 Instrumen/wawancara/louesionarfobservasi
3 Jarmgan [nternet

Peringatan

Apabila pelaksanasn Survel Kepuasan
Manyarukat tidak dilnkukan sécara berkala,
shjektif, dan sesuai meotodologi, maks hasil
surved tidak akan mencermimban kondin
pelnyanan yang sehenamya dan dapat
mengEanggy upaya perbaikan lavanan publik
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Nomar S0P ¢ |BOPBRKT 117 Talun 2025
Tl Disalikan
Tgl. Revisi
Til Diberlnkulisn
S0P ;
SEKRETARIAT BADAN  [Disahkanolen  [of  Sekrotaris N
KEBLAKAN TRANSPORTASI
Pembinn Utnma Mudna (IV/¢]
NIP_19690601199203 1003
Pelayanan [nformasi Badnn Kebijalan Transportas

Diaanr Hukim:

Cara et

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informnsi Publilk
{Lembaran Negaria Republik [Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Repulbilik Indonesin Nomor 4846);

2 Usnidang-Undong Nomor 25 Talup 20009
tentang Pelayannn Publik [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negiara
Repubhk Indonesia Nemor S038);

3 Undang-Undang Nomar 43 Tahun 2000
tentang Kearsipan [Lembaran Negrsa Republik
Indenesia Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor
5071);

4 Peratursn Presiden [Perpres) Nomor 173 Toahun
2024 \entnng Kementerian Perhubungan;

5 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022
temtang Kementerian Porhubungan (Lombarsn
Megarn Republik Indonests Trhun 2022 Nomar
a3y

6 Peraturan Komuiss [nformes: Pusat Nomor 1
Tahun20d ! tentang Standar Layanan
Informasl Publik {Berta Negara Republik
Intdonesia Tahin 2021 Nomar T41);

T Peraturan Menter: Perhubungan Nomor PM 50
Tahun 2017 wntang Pedoman Peoyusunan
Pets Proses Hishis den Standar Operasional
Promedur i Lingkungan Kementorinn
Perhiubunpgan (Berita Negara Republk
Indanesin Taliun 2017 Nomor 948);

8 Peraturnn Menten Pechubuangan Nomor P
4 Tahun 2025 tentang Organisas| dan Tatn
Kerjn Kementerinn Perhubungan

Melalksanakan pelayanan informasi sesual standar waltu
layanan dan memnstikan peiugns memahami prosedur,
dan melaloukan pencatotan sertn dokumentasd atas setinp
permintasn infonmas: secara tertib dan akuntabel,

Keterkailnn:

Prralatan

1. BOP Permohonnn Keberatan Informas Publik

[Peringatan:

| Komputer; ATK, Printer
2  Juringnn Inlernet

Apnbila pelaynnan mformns tidak diberiknn
secarn cepat, tepat, dan transparsn, maka dapat
menurunkan kepercaynan publik serln melnnggar
prinsip keterbuknan mformasi yang distur dajam
petiiniang-undangsn.




Urnian Kogisian Kepals Baghin | Pungalonal / J
) dan Umum | Pelaksans [Motus

;
I |F

I |kepada Kepala Baghan Hukum, Humas dan Umdm

Menerima surat permohsnan Informas dan PPID
i n Hing <l -l ﬂ Surat dun Formulir I Suratdan Lembar

untuk membarikan informass vang diajukan Permohoman |nformasi Chimpsin

pemdahi

Menerima disposisi dan Sckretans Badan
Helrjalan Transporinsl dan menelinh Surnt Reami
dar Pemohon untuk selanjutnya memberikan
nrahan hepndi Ketus T agar mem woses L)t
permohoran lavanan informas vang diajulan
piEstnhin

Formulir dan Lemlxs

Furat dan Lembar Disposist 1 ol

3 |Transportasi dab memberi arahian kepada Tim

Mempelajor lembar dispostsi terioit kel tuban
petayanan nformand PR untul Badan Kebinkon

Formiilir dan Lembar 1 _ﬂg._!._._.ﬂn!n
A Di it

Humas untuk meuyinpkan prrmohonan layanan . Digposisi
informan vang disjulian pemobon L

5 |Petaynnan informan vang dibuuhkan dan

Messgrirpiellan bahat dan ketersediann

Formulii’ Permohonan

1f Ment [ata yang elph
dan ! _nhr—uﬂu:_.____.!._

menyrmhkan hasil pengonpulan bahen
prigyanan informasi yang ditistubian —_—

Pymabian

Melakukan pengecckan pada dete vang telah

5 |dikumpulkan serea menyernhkan kepada Kepala Dotta yang telah dikumpukan i et dan informan)

Baginn Hulum, Humes, dan Umum

Memerikan datn (nformas) dan menyampa | lan

& |data infermasi dem formulir pemberitabaoan Dats dan Informasi 1 Surat divn Farmulir

tertulin kepada Sekrotens Bedon

f
Menvampaikan data inlormasi dan surst cesmg
7 [lepoda PPUD mosat B sare -




sap
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSFORTAS!

Moo S0P : |SOP-2BKT 110 Tahun 2025

Tgl. Ditctapksan

Tl Revisi

Til Diberialoolonn

Disshkaon Oleh : EEKRETARIS
BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Pembina Utama Mudn IV /c)
NiP. 19690601 19523031003

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNIIANCAN

|Dassr Hukum

Cara Mengatasi

1

1

11

Undang-Undang Nomar 13 Tahun 201 1 tentong
Pembentulan Peratiran Perundang- Undangan
sebagaimana télab diubah déngan Undang-Undang
Nomor 13 Tabun 2023 tentang Perubahan Kedin
atas Undeng- Undang Nomer 12 Tahnn 2011
tentang Pembentulan Peratiiran Perundany-
Undangan

Uy Undnng Nomor 20 Tahun 3024 wentnng
Aparanur Sipll Negara

Pernturam Presiden Nomor |73 Talwn 2024 teniang
Kementerian Perhibungen

Permenbub No. B2 Tahun 2013 tom=zng Tece Care
Tetap Pelnksanaan Fenyusunnn Peratuimn
Perundang-undengan, Kesepakatnn Sersama dan
Perjanjinn Ketja Suma of Linglkungnn Kemonierinn
Perhubungan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahan
2016 wntang Perubahan atas Peraturan Menter
Perhubingan Momor PM 82 Tahuh 2013 tenitang
Tati Cara Tetap Pelaksamsn Peryilsian
Peraturan Perundang-undangan, Kesepakata
Bereama dan Perjanjian Kerjesama 1 Linglkungan
Kementerian Perhubungan

Peroturnn Monteri Perhubungan Nomor PM 50
Tahun 2017 teamng Pedoman Penyosunan Pea
Proses Hianis dan Stander Operanionil Proscedur di
Lingktingan Kesmenierian Perhubungan

Perpturan Menterl Perliubungsn Nemor 112 Tahun
2017 wenlang Pedoman Proses Perencanaan Di
Linglkungan Kementerian Perhubungan

Peraturan Lembagd Kebifakan Penpadaan
Barnng/Jasna Pemerintab Mo 3 Tahun 2021 tentang
Pedoinan Swakeloln

Meraturan Menteri Perhubudgan Nomor 4 Tahun
2025 tentang Organdsasi dan Tata Kerja
Kementarian Pechubungan

Eeputusan Menteri Nomor 41 Tubun 2033 Tentang
Fred oman Tatn Naadmb Cinan di Lingkungan Badan
Relijabnn Transportas)

Keputusan Memteri Nomor 41 Tahun 2003 Tentang
Pedominn Penyusunan Rekomendisi Kebijnlun
Transportasd dl Lingkungan Kementerian
Perhiubungan '

I Apabila om penyusiin Perptursn Pervndeng-undangan tldal
memabami subntansl den fegel drofer makon hasdl pooyusinan
Peraturan Perundang-undangan tidak cepat, akural dan manfaat,

Pendalaman Substansl dan Update keahlian legel dradter umuk
2 menghnailkan peistursn per Undang - Undangin yaing copat,
alcurat dna manfa

Keterkaltan

Peralrian

L
2

S0P Peryusunen Naskah Akademil
SOP Peiyusitfnn Naskal Uijenal

1 ATK

2 Rompuiter, Lagtop

3 [Instumen wewancars kuesisner/ observaal
4 Jarmgan iniemet

Toringnian

1

apalhla pembenwilkan Peraturan Perundang:
Undangsin Hidak terlakinna maka almn terndl
kesulitnn dalam melaksanakan pembentubkan dan
merghambat prosss selanjutnya dalam penyuninan
dan selanjutnya
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S0P
SEKRETARIAT BADAN
KERIJAKAN TRANSPORTASI

Nomor S0P 1 |SOP-SBAT 139 Tahun 2025

Tel, Ditetapkan

Tl Revisi

El. Diberlakukan {

Disahkan Oleh Sekretaris Badan Kebijakan

T, M
Pembina Utama Muda [TV /¢
NIP 196806011992031003

Pemnberloamn Arsip Aktil

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1 Undang-undang (UJ) Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

2 Peraturan Arsip Naslonal Nomor 2 Tahun
2014 Tenteng Pedoman Tata Naskah Dinas:

3 3.Peraturan Menteri Perhubungan Rl Nomor
PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur ol Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

4 & Kepuiusan Menteri Perhubungan Rl
Nomor KM 41 Tahun 2021 tentang Tata
naskah Dinas dl Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

5 5 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KP 1958 Tahun 2018
Tenmng Kode Klasifikasi Arsip Kementerian
Perhubungan;

1 Pengelola Arsip/Arsiparis harus meiaksanakan
pemberkasan arsip aktf secara teratuar,

Keterknitan Pernlntan

I SOP Peminjaman Arsip; 1. Komputer/ laptop

2 SOP Pemusnahan Arsip, ik;':{m“ dan boks arsip
Peringatan 4.Alat Pencacah Kertas

1 Apabila kegiatan ndak dilakulkan sesual SOF
Pembeorkasan Arsip maka dapat
mengakibatkan kemungkinan arsip penting
ticlak terselamatkan dan dapat melanggar UU
43 Tahun 2009 tentpng Kearsipan.
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Nomor S0P ! |SOP-2BKT 136 Tahun 2025

Tgl. Disahkan

Tgl. Revisi ;

Til. Dlberlakukan |

Disahkan oleh ¢ | Bekretaris Badan Kebijuken

S0P Transportasi
SERRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI
m—

1
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19690601 1992031003

S0P Pemeriksaan Keamanan dan Ketertiban Kantlor

Do Huloum: Cara mengatasi:
| Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023  |melakukan pemeriksaan keamanan dan ketertiban
temang Aparatur Sipil Negara kantor sesual dengan prosedur dan tepat walktu

2 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun
2024 tentang Kementedan Perhubungan

3 Permenpan RB Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4 Peraturan Menterl Perhubungan Nomor
PM 4 Tahun 2025 tentang Organisas| dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan

Keterkaitan: Peralatan

1. Komputer / Pungel Pinlar
2, Alat Tulis Kantor

Peringatan:
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka
keamanan dan ketertiban kantor terganggu
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J0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS]

Nomor S0P SOP-SBET 141 Tahun 2035

T_gj. Ditetapkan

TE . Revisi

Tgl. Diberlakukan

Dsahkan Oleh

Pembing Utamsa Muada [IV /o)
NIP 19690601 1992031003

Pemindahan Arsip Inalif

Dnsar Huloum

Cara Men Eata.si

1 Undang-undang (UU] Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan;

2 Peraturan Arsip Nastonal Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Pedoman Tats Naskah Dinas;

3 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomeor KP 1958 Tahun 2018
Tentang Kode Kinsifikas: Arsip Kementerian
Perbubungsan;

4 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. 48 Tahun 2021 tentang Tata
Kearsipan di Lingloungan Kementerian
Perhubungan.,

1 Petugas harus melatukan kegiatan pemindahan arsip
sesual dengan SOP dan peraturan perundangan yang
berlaku agar toreipta tertib arsip,

Keterkaitin Peralatan
. |.Komptiter/ laptop
1 SOP Pengelolann Surat Masuk; P
geiolean 2. Printer;
4 SOP Penanganan Surat Keluar. d.Lembar Kerja;
Pl'l‘ll'l;ﬂ‘lﬂn 4.&1‘“:

! Apabila SOP Penataan Arsip Inaktif tidak
dilaksunakan maka penerapan SOP di

Inpangsn mengalami kendala dan tidnlk sesumni

dengan peraturan perundengan yvang herlaku
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sQP
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]|

Nomor SOP

¢ |SOP-SBET 142 Tahun 2025
T_gI. Ditetapkan .

IEJ' Revisi 4

| Tgi. Diberlakukan

Disahkan Oleh

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 1969200601 1992031003

Peminjaman Arsip

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

Undang-undang {UU} Nomor 43 Tahun 2009
tentung Kearsipan;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2014 Tentunp Pedoman Tata Naskah Dinaes;

Peraturan Menterl Perhubungan Rl Nemer PM
50 Tahun 2017 rentang Pedomen Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesta Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang
Orpanisasi dan Tata Kérja Kementerinn
Perhubunpgan|

Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KP 1958 Tahun 2018
Tentnng Kode Klauifiknsd Arnip Kementerian
Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia No. 48 Tahun 2021 tentang Taia
Kearsipan di Lingkungan Kementetian
Perhubungan.

! Dilakukan Kegiatan Peminjaman Arsip sesual dengan
SOP dan poraturan perundangan yang berlaku;

2 Dilakulkan penyusunan pedoman teknis rumusan
kebijalan persuralan

Keterkaitan

Feralatan

1

SOP Pengelalnan Surat Masulk;

2 S0P Penanganan Surat Keluar.

1. Komputer/ laptop
2. Printer;

Peringaran

J.ATK;
4. Lemari dan boles;

Apabile keegiatan tidalk dilalouloan sesuai SOP
Peminjaman Arsip maka penerapan di
lapangan mengalami kendala dan tidak sesuid
dengan peraturan perundangan yang berlaku,

5. Hardisk dan Flashdisk.
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Nomor SOP i |BDP-SBKT 135 Tahun 2035
Tl Disahkan 4
Tel. Revisi 1
Tal. Diberlukukan |
Disahkan oleh ¢ | Sekretaris Badan Kebijakan
S0P Transportas
5 SEKRETARIAT BADAN
KEBLAKAN TRANSPORTASI
S
Pembina Utama Muda {1V fc)
NIF 19600601 1992031003

S0P Peminjamaon Ruang Ropat

Daisar Hukum: Cara mengatnsi:
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 melakukan pencatatan jadwal peminjaman ruang rapat
tentang Anaratur Sipll Neparn berupn waktu pelaksanaan dan nama reang rapat

2 Pergturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubungan

3 Permenpan RB Nemor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

4 Peraturan Menteri Perhubungen Nomor PM
4 Tehun 2025 tentanp Organisasi dan Tata
Kerjo Kementerian Perhubungen

Keterkaitan; Peralatan

1. Komputer / Porisel Pintar
2. Jaringan Internet

Feringatan: 3. Penyimpanan Awan

Apabila SOP ridak dilsksanakan, maka waktu
peminjaman ruang rapal bertabrakan
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Ngmor SOF : |SOP-SBKT 147 Tahun 2025

Tel. Ditetapkan :

Tpl. Revisi 4

Tgl. Diberiakukan :

Disahkan Olch 1| Sekretaris Badan Kebijakan

SOP Tr asi
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
————
Pembina Uteoma Muda (IV/c)
NIP 19690601 1992031003
Pemusnahan Arsip

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

I Undang undang (UU) Nomor 43 Tahun 2000

tentang Kearsipan;

Pernturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010
tentang Pelaksanann Undang-undang Nomor
23 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Peruturan Mentert Pechubungan Nomor 1 PM
79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retens Arsip
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM
94 Tuhun 2013 tentanp Pedoman Penvusutan
Arsip Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor @ PM
92 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip
Substanof di Lingkungan. Kementerian
Perhubungan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM
48 Tahun 2021 tentang Tata Kearsipan Di
Lingkungan Kementerian Perhubungan.

1 Pelaksanaan pernusnahan arsip harus sesual
dengan prosedur dan di bawah pembinaan Unit
Keargipan Kementerian Perhubunpgan;

2 Memiliki penipetahuan tenlang peraturan bidang
kearsipan aturan;

3 Memiliki pengetahuan di bidang telnis bidang
perhubungin.

Keterkaitan Peralatan
L S0P Pemindahan Arsip L. Kontputer
4 S0P Penataan Arsip 2 Boks Arsip
J.ATK

Peringatan

1 Apaebila pemusnahan arsip tidak
dilaksanakan sesuai prosedur dapat
mengalcibatan kemungkinan arsip penting
tidak terselamatkan dan dapat melanggar;

2 Dapat meiangear keteniuan pidana dalam
Undang Undang 43 Tahun 2009 tentang
Hearsipan.

4.Alat pencacah kerias
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Nomor SOP SOP-SBRET 129 Tahun 2025
Tel Ditetaplan
1'g). Revinl

TRl Dibevialkukan
S0P Disahlknn Olek

SEXRETARIAT BADAN KEBLIAKAN
KEMENTERIAN PERHUBUNOAN

BPORTAST

T M.A
Pembina Uiama Muda (IV /o
NIP, 19690601 1992031003

PENANDATANCANAN KERJA SAMA BILATERAL DAN MULTILATERAL
Dimar Hiham Carn Metgabasi

Undang - Undang Namar 37 Tahun 1999 1entang 1 Pelnksanann prossdur perandotangan porjanjian internesional
Hubungn Luar Negen; dilleaanalenn dengan efcktl sehinggn bermanfant bagi masyarakat
tlitn leepentingan Indonesin

Unidnng Undong Nomeor 24 Talan 2000 tenting
Perjanjian Internasional:

3 Peraturin Menter Perhobungnn Republile Indononis
P 4 Tahun 2025 tentang Orpanisas dan Tata Kera
Kemetiterlan Perbubungan

Keterkaitnn Perilatan

i S0P Pengeyunn Fasilitas Kerja Sama Bilateral dan | ATE
Multilmsernl

P [taring d=n Evaluasi Perjanjian Bilateral
S 2 Komputer, Laptop

Peringatan
1 Jilen perjrnpan biatern! dun mubtilateral sdulc
dilalnamaloan, potensd kepeatingsn Indonesia tidal
tercapal dengan eptimal,
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Nomor SOP 1 |SOP-SBKT 118 Tehun 2025
Tgl. Disahkan
Tigl. Revisi
Tgl. Diberlakukan
SOP Disahkan oleh Sekretaris Badan Kebijakan
SEKRETARIAT BADAN Tran sl
KEBIJAKAN TRANSPORTASI
T, M.
Pembina Utama Muda [V fc)
NIP 19690601 1992031003
Penanpganan Krisis

Dasar Hukum:

Cura mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tertang Keterbukaan Informasi Publik

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang perubahan atas Undung-Undang
Namor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

3 Peraturan Menieri Negara PAN dan RB
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial Pemerintih

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38
Tahurn 2019 tentang Pengelolaan
Komunikasi Publik

dengan bailc

1 Melakukan pemantauan chanegl komunikasi

2. Melakuken koordinasl yang efektif dengan tim
pengelolaan krisis dan memastikan setiap tahapan
dalam pengelolaan krisis dilakukan dengan baik.

Keterkaitan:

Peralatan

1 SOP Monitoring Pemberitaan Media
2 SOP Pengelolaan Media Sosial
3 SOP Pengelolaan Website

2 Jaringan Interned

1 Komputer, ATK, Printer

Peringatan:

1. Apabila SOP tidak berjalan maka isu yang
menjadi krisis tersebut berpotens untuk
semnkin melung




Pelakzana Wintu Baku
Ursisn Kegiatsn Kepala Jabatan Fungional / Walktu
Sokretaris DKT | Bagios Hubum, | Jabatan Peliksana n.l.I:-ll;iL-.___. Kelengkapan Outpat
Humas dan Umom [Ketua TIN) f .
Metzbkukan pengawasin i&h kanal media
s | chanel komunikani BRT. Lembar Dispostsi
1 | sl B " Hadan
Mesgaskais stafl pragelols ket AR Wl uk
[melakukan akert pada banal medis sosial.
S———if
Memprlajari dan menerimn dmpoeist;
A & fan Lembine
2 |Mckakiban evaliasi dan pengawanan pada Surat dan Lembar Dispossy| 8 pdbih i
|kanal media sosial fehanel komumias BHT. ' [Fspos:
Meny usurn poran evalusal dan pengaeasan
pndia kil modia soslal/chenel kemunioam s
3 FEY |Buran dan Lembar Dhaposim a mﬁ:..l iyl
Menganaliss sy vang berpotensl menjadi
krimin
Melikukan pemantauan termsdap
b/ Kammentas funggihan yang becpolens!
menjadi krisis: 1
|5 Lembar Disposi & Mupta Dharsa
b Memberikan irkmahan terka isu vang mersdi ural dan 1 Dheposis L]
Jerisbin;
Melaporkan kepada Hetua Thm Kerja Human
o]




Uralan Kegiatan Hepala Jubmtan Fusgslonal /| o, 0n Pungstonal | Waleu
Belkrotaris BET Baglan Huloem, Jakatan Pelnksans Poinl Kelenghapan 3 Cutput
Humas dan Umam (Eetus TIN} bt ¢

Mempeligart dan menarima rekapitulasi dan w
elanham fa vang medjadl rss

Fishungan Manyaralat, dan Uit

Mempelefart dan menierima rekapitulisl dan |

relaahin isu yang meniadi losis nu Kota Dinss Laporas
" N Dina ! i dhamn Telanban
& \\einporkan kepada Sekretaris Badan ota Dinas 2 EE__E,E el

K clsije bame ‘Ursreaparmas. _

i inn lari is 7— [Finaa | 'an "
7 |l “#F!_Ert duin Telmahan ! 3 aal ki Kebinkan
b Transpartasl sekakiu
pern [serikan disposisl kepada Kepaln Bagn Ketua Tim Krims
Hulaim, Huburgan Masyarakal, dan Pmum




Pelaksans Hutu Baku

HO Ursian Kegintan Kopala Jabatan Fungeionl [| ;0 s pungsional / Wakin
Seloretaris BET Bagian Hukum, Jabutan Pelaksans Palad elonglopan Cutput
Humas das Umum [Katus TIM]} debates )
{
Menerims disposlal terhall strategl wert
\ingkah-langlah pengendalion krisks
‘_.nﬁw-ﬁltﬁl Hikiein fsl . ISy dan Lembar
Membsiilan fnstriksi terkall strateg) Sensa Badan [¥eposial

lnnzkah-langhah pengendalian Krinds vang

Melaksanuban stratey) scrta Langhkab langknh
v...___.._‘_.__nb_nﬂ.._ Lrigis di medin masss | meedia
moiial

Sumt din Letnbar Drsposisi B o sufian Kriss

i
]
wkarn dilskukan kepada Gm monioring ke 7

yenerima laporan hagl pomattausn #
pelekpanant pengend nlian lorisin darf tis
o momiloring s ﬂ. Laporan Hasil Evalun i 8 ﬁtﬁnﬂnwﬂnﬂ_gﬁn
Prengenidalinn Krisis Kris
Maolaporknn kepada Kepaln Baglan Huokum,

Hutungan Masyarakat, dan Uniuim




senerims husl pemaniaumn priakeannsn
pengendakian krinis

penanganan krss

claporian hasil maliasl pergendalion ke imin
kepada Erpals Badan Kehijakan Transpartas
selakii Ketuna Tim Krigis

/
- BET Jabatan Fungnional |/




S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS]

Nomor S0P : |SOP-SBKT 146 Tahun 2025
Tgl. Ditetapkan

Tigt, Revisi

(Titl. Diberlakukan

Disahkan Cleh Sekretaris Badan Kebijakan

T ML
Pembina Utama Muda (1V/c)
NIP 19690601 1902031003

Penanganan Surat Keluar

Dasnr Huloam

Cara Mengntas

1 Undang-undang (UU) Nemor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbulman Informasi Publik;

2 Peraturan Menterl Perhubungan Republik
Indonesin PM 53 Tahun 2023 Tentnng Proses
Bisnis di Lingkungan Kementerian

3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indoneslin Nomor PFM 4 Tahun 2025 Tentang

50 Tahun 2017 Tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingloungan
Kementerian Perhiubungan;

Tahun 2016 Tentang Sistem Administrasi
Perkantoran Kementerian Perhubungan;

6 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 Tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Kementerian Perhubungan.

Peraturan Menter Perhubungan Rl Nomor FM

Perrturan Menteri Perhubungan Nemor PM 98

1 Dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit
keria terkait, teliti, cepat dan Komunikatif;

Keterkaltan Peralntan
1 80P Pemberkasan Arsip Akt 1. Kompuler dan printer;
2.Alat Tulis;

Peringatan

J.Alat komunikas;

I Apabils kurang telitl dalam memeriksa
naskah dinas yang masuk maka bisa terjadi
naskah dinas yang sama diterima berulang;

2 Apabila lsmbat dalam penanganan naskah
dinas akan terjadi penumpulkan dan
memperlambat pennnganan naskah dinas,

4.Internet/ Email;

5.Naskah dinas dan lembar disposisi;

B.Mesin fotocopy;

T.Aplikasi persuratan elektronik (Aplikasi Srikandi dan
aplikast tanda tangan digiml)
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Nomor SOP ! |SOP-SBKT 140 Tahiun 2035
Tel. Ditetapkan X
Tl Revisi :
Tgl. Diberiakukan ;
Disshkan Oleh 1| Sekretaris Badan Kebijakan
S0P Trans pLai
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI /
—
Pembing Utama Muda {1V /)
NIP 19690601 1992031003
Penataan Arsip [nnktil
Dasar Hukum Cara Mengatasi
1 Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009 | 1 Arsiparis perlu melaliukan pengeeekan kemball terkait
tentang Kearsipan; daftar arsip dan berkns pendulungnva,

2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2014 Tenmang Pedoman Tata Naskah Dinas;

3 Pernturan Menteri Perhubungan Rl Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis den Standar Operasional
Prosedur il Lingkungan Kementorian
Perhubungan;

4 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomor KP 1958 Tahun 2018
Tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian
Perhubungan;

S Keputusan Menteri Perhubungan Republile

Indonesin No. 48 Tahun 2021 tentang Tala
Kearsipan di Lingkungan Kementerian

Perhubungan.
Keterkaitan Peralatan
1 S0P Pengelolsan Surat Masuk; 1. Komputer/ laplop
J 2. Printer;
2 S0P Penanganan Surat Keluar. T AT
Peringatan 4.Lemari dan boles;

1 Apabila SOP Penatann Arsip Inaktif tidak 5.Hardisk don Flashdisle
dilaksanakan maka penerapan SOP di
lapangan mengalami kendala dan tdak sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku
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S0P SEKRETARIAT
BADAN KEBLJAKAN
TRANSPORTAS!

Momor SOPF : SOP-SBKT 144 Tahun 2025

Tgl. Disahkan A

Tgl. Revisi -

Tgl. Diberlalukan

Disahkan Oleh ¢ Selkretaris Badan Kebijalan

Transportasi

Pembiria Utama Muda (IV/C)
NIP. 19690601 1992031003

PENATAAN ARSIP VITAL

| Dasar Hukum @

Cara Mengntasi ;

1.

2,

Undang-undang (UU) Nomar 43 Tahun
2009 rentang Kearsipan,

Peratun Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2014 Tentang Pedoman Tata Naskah
Dinus;

Peraturan Menterd Perhubungan RI
Nomar PM 50 Tahun 2017 tentang
Pedomin Penyusunan Pela Proses
Bisnis dan  Stander  Operasional
Prosedur di Lingkungnn Kementesian
Perhubungan;

. Pernturan Menteri  Perhubungan

Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun
2025 Tentang Organisasl dan Tala
Kerjn Kementeripn Perhubungan;

. Keputusam Mented  Perhubungan

Republik Indonesia Nomor KP 1958
Tahun 2018 Temang Kode Kinsifikasi
Arsip Kementerian Perhubungan;

. Keputusan  Mentari  Perhubungan

Republik Indonesia No, 48 Tahun 2031
teritang Tata Kearsipan di Linglkungan
Kementeran Perhubungan.

yang tercipte di unit kerja

Petugas harus mendata dan menginventansir arsip vital

Ketethkaitan :

Perulatun :

1. S0P Pengelolaan Surat Masuk
2. S0P Penanganan Surat Keluar

1. Komputer/ laptop
2. Printer;

3. Lembar Kerjn:

4. ATK;

Peringatan ;

Apabila SOP Penyverahan Arsip Vital tidal

dilak=zanskan maka penemmpan SOP di

lapengan mengalami kendala dan tidak

sesuni dengan peraturnn perundangan
yang berlaloa.
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Nomor SOP ¢ (HOP-SBKT 112 Tahun 2025

Tl Ditetaplo
Tel. Revisi .
Tl Diberlakoulonn !
— [isahkan Oleh { SEKRETARIS
ARIAT BADAN BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTAS]
KEEBIJAKAN TRANSPORTASI
Pembina Utnma Mueda [IV e}
NIP. 19690601 1992031003
PENDAMPINGAN PROSES HUKUM
Diasy Hukewm Cara Mengatnsi

1 Undeng-Undang Nomor 25 Tehun 2009 tentang | 1 Melaksanakan pendampingan proses hiukom secara tepat wakiu dan
Pelayamen Pablik sesunl dengan ketentuan yang berlnku

2 Undong-Unilang Nomor 20 Tahan 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara

3 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024
tentonyg Kemonterinn Pechubungan

4 Peraturan Menteri Perhubungan Romor P8 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunon Fota
Prases Bismis dan Standar Opernsonal
Prasedur i Linglungan Kementerian
Perhubungan

5 Pernturan Lemboga Kebijakan Pengadann
Barang /. Jaza Pemerintah No 3 Tahun 2021
temtang Pedaman Swalieloln

6 Peraturan Kementerinn Keuangan (FMR) Nomor
B3/ PMK.02/2022 rentang Standar Biaya
Manukin Tahun Anggriran 2023

7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomar 4

Taliun 2025 tentinng Orgurtisisd dos Tata Kerjn
Kementerian Perhubungan

8 Keputusan Menteri Nomor 41 Tahun 2022
Tentang Pedomuin Tata Naskah Dinas di
langkungan Badan Kebijalian Transporins

9 Keputusan Mentenn Nomor 41 Tahun 2023
Teritanjg Pedoman Penyusunnn Rekomesdns
Kebijakan Transporiasi di Lingkungan

Kementerian Perhubungan
Keterkaltan Peralitnn
1 S0P Pormintasn Saran dan Pendapat Hokuom 1 ATK
2 SO Permintnam Pendompingan Hokum 2 Komputer; Loptop
3 Instrnuomen wawanoara/ koesioner ! observasi
4 Jaringen Internat
Peringntan

1 apabila pendompingan proses hukum tidak
terlnksann mokn nkan terjadi kesuliten dalam
melaksanakan pendampingan dan mengham b
proses selanjuinya dalnm proses hubkum
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Enumr S0P ¢ ISOP-SEKT 130 Tahun 2025

Tl Divenplonn
Tl Revixi
Tgl Diberlakulan :
S0P Disalilian Oleh qmama
SEKRETARIAT BADAN BADAN KERIJA SPORTASL

KEBLIAKAN TRARSPORTAS]

—

Pembinn Utama Muds (IV/c
RIP. 19690601 195303 1003

FENGAJUIAN FARILITARI KERJA SAMA BILNTERAL DAN MULTILATERAL

Dimis’ Hisheviin Coita Mengatasl
j Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang ] Implementas) perjaniian bilateral dilalcssnplan dengan efelaif
Hubenginn Lune Negerd; sehinggn hermanaat bagl masyaraknt dan kepontingan Indoenesia

Undang Undang Nemer 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian nternasional:

3 Peroturnn Menteri Perhubungan Repulidik
Indonesia PM 4 Tahun 2025 tentang Organis=si dan
Tata Kerjn Kementermn Perhubingan

Keterkaitan Pernilatan
I S0P Pengajvian Fasilitns Kerja Sama Hilateral dan 1 TR
Mulblatersl

80P Manitering din Bvaluasi Perf anjian Bilateral i Wacsiiabie Lk

* dan Multilateral

Prringatan
ik fasilitasi perjangan hilateral tidak
1 dilnksanakan, potenst kepentingan indonesin bdak
optimal.
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20F

SEKRETARIAT BADAN
[KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Narmpr S0P | SQE-SEKT 131 Tahun 2023

Tel Ditrtapkan
Tel. Revia
Tl Diberlulukan ;
Disshlam Oich : SEERETARIS
BADAN KEHL NEPORTAS!
—

Pembinn Liama Mids {1V /e
HIP. 19690601 1992031003

PENGAJUAN PERIALANAN DINAS LUAR NEGER [POLN) [ LINGKUNGAN BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTAS!

Pamnr Hulium

Cara Mengatasi

| Umideng-Uniang Nomies 17 Tahiyn 2003 Tenang
Weuangan Negarm

2 Unmdang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 wenang
Perbendaharann Negara

3 Umdang-LUndang Namer 5 Tahun 20142 tentang Aparatur
Bipil Hegara

4  Pernturan Pemerintnh Nomer 45 Tahun 2003 jo
Peraturen Pemenntah Nomor 50 Tahun 2018 wntang
Tatn Cara Pelalsanain Afggaran Pendapatan dan
Belanje Negem

5 Peraturan Pemerintnb Homor 18 tahun 1953 emtang
PFeraturen Perjalan Dinas Luar Negen

6 Permiuran Presiden Nomor 23 Tahun 2023 woiang
Kementeninn Perhubungan

T Permturman Menterd Selretariat Negarn Momor 1] Tahun
2008 1entang Prunjuk Pelalmanaan Proanganan
Addm nditrsind Perjalnnan Dinas Luar Negird

8§  Pematuran Menteri Perhubungan 50 Tahun 3017
tentang Pedoman Peryuaunan Pet Proses Riknks dan
Swmndar Operaglonal Prosedur

9  Perntumn Menteri Keusngen Nomor 164/ PME.05/2015
tentang Tata Corm Peliksinann Perfalanan Dinas Luoar
Megeri Jo Peraturon Menteri Kuenagan Nomor
227/ PMK.05/2016,; Jo Peraturan Menter] Kevmngair
Komar. 181 /PMICOS/2010

10 Pemtummn Menten Luar Negeri Nomar 13 whun 3004
tentang Perubahan ates Peraturan Menterl Lunr Negerl
Nomor 2 tnlun 2019 tentang Paspor Biplomatik dan
Paspor Dinz=s

1 Persturan Menter Perbubungan Bepublik Indonesin P4
4 Tahun 2025 tentang Organiaasi din Tain Kevs
Kementerinn Perbubumgin

13 Peraturan Kementerian Kecangan (PME] Nomor
B3/PMK.02/2022 termmng Standar Blayp Masukan
Tahun Anggaran 3323

13 Keputusan Memteri Nomor 41 Tahun 3022 Tontang
Pedoman T Naskah Dinas df Linghungan Badan
Kebijnlcan Tranagsortns

19 prkrulinl Preabilen Namer |1 Tuliun 2008 (el

1 Kegiaton Pengajunn Parjalansn Dinan Lbar Negeri diaksanalan
wecarn eebebtil, efnknf don ofisen sesinl dongan ketentunn yang
berlaki.

Perfalanan Dinas Loar Negen
Keterimitan Peralatun
I BOP Implementan) Tertniinn Giaterl T ATR
2 507 Pelaksanpan Perfanjisn Mululateral 2 Komputer, Lastop

Perivigatnn

I Apahils tidak dilaksanakan Mengajuan Perjalanar Dinas
Luar Negerd sewumi dergan Ketermiunm make tidak dapsat
muiakssnakan kegintan df hoar negen dengan efeltd!
dan efisten
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Nomor SOP : [SOP-SBKT 123 Tahun 2025

Tel. Ditetapkan .

| Tgl. Revisi :

Tgl Diberlakuian E

Disahlan Oloh | Sekretaris Badan Kebijakan

i Transportasi
SBEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI]
Pembina Utama Muda (IV /c)
NIP 19690601 1992031003
Pengelolaan Media Sosial

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

1

2

Undang-Undang No 14 Tabhun 2008
entang Keterbulaan Informasi Publik

Peraturan Pemerntah Republik
Indonesia Nomor 61 Talun 2010 tentang
PelaksanaanUndang-UndangNomor 14
Tahun 2008 teniang Keterbukaan
Informasi Publik;

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomar 173 Tahun 2024 Tentang
Kementerian Perhubungan

Peraturan Mernteri Perhubunpgai Nemaor
PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi
dan Tata Kern Kementeorian
Perhubungan

Perauran Menteri Perhubungan Nomor
PM 38 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Komunikosi Publik;

Peraturan Menteri Pendayagunann
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik indonesta Nomor 55 Tahun
2011 teniang Pedoman Umum
Hubungan Medie Di Lingkungan Instansi
Pemerinuah

Peraturan Menteri Negama
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/12/M.PAN/O8/Tahun 2007 teniang
Pedoman Umum Hubungan Mesyarakat
di Instansi Pemeriniah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasl Birokrasi
Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pemanlaston Media Sosial Instansi
Pemerintah

1 Pengelolann Media Sosial Baketrans memperhatikan
dan mempedomani tap tahapan dan timeline sesual
aturan yang berlalou

Keterkaitan

Perafatan

|

SOP Penyusunan Strategi Komunikasi BK] 1 ATK

2 Komputer, Laptop
3 Jaringan Internet

Peringatan

Apabila SOP pengelolasn media sosial
ticlak dijalankan scbagnimana mestinyu,
hal ini dapat berakibat pada kesalahan
informasi, merurunnyva citra lermbaga,
serta terhambatnya upaya membangun
komunikasi publik vang profesional dan
responsif
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SOP
SEKRETARIAT BADAN
KERLJAKAN TRANSPORTAS]

Nomor SOF ! |BOP-SBKT 143 Tahun 2025
Tgl. Ditetapkan 4
| Tgl. Revisi i
Tgl. Diberlaloaikan :
Disahkan Cleh 1| Sekretaria Badan Kebijakan
T i
—
Pembina Utama Muda (IV/¢)
NIP 19690601 1992031003

Pengelolaan Surat Mastil

Dasar Hukum

Cara Menytaﬂ

| Undasng-undeng (UU} Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Reterbukaan Informasi Publil;
Peraturan Menteri Perhubungen RI Nomor FM
50 Tahunr 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Petn Proses Bisnis dan Standar Operasional
Progedur di Lingkunpan Kementerian
Perhubungan;

Pernturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang
Organisasi dan Tata Kerjn Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Mentern Perhubungan Rl Nomaor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur di Linglkungan Kementerian
Perhubungan;

Peraturan Menten Perhubungan Nomor PM 98
Tahun 2016 Tentang Sistem Adniinistrasi
Perkantoran Kementerian Perhubungan

2

Reputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor KM 41 Tahun 2021 Tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan.
Kementerian Perhubungan

1 Dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan unit
kerjn terkait, teliti, eepat dan komunilcatif

Keterkaltan

Peralatan

1 SOP Pemberkasan Arsip Aktil

1. Komputer dan printer;

Peringatan

2. Alat Tulis;
J.Alar komunikas;

1  Apahila kurang telitl dalam memeriksa
naskah dinas yang masuk maka bisa terjadi
naskah dinas yang sama diterima berulang;

2 Apahiia lambat dalam penanganan naskah
dinas ahkan terjadt penumptikan dan
memperlambat penanganan naskah dinas

4 Internet) Email;

S Maskak dinas dan lembar disposdsi;

6. Mesin fotocopy;

T.Aplikasi persuratan elelarontk {Aplikasi Srilcandi dan
aplikasi mnda mngan digiml
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sop
SEKRETARIAT BADAN
' KEBIJAKAN TRANSPORTAS!

Nomor SOP 1 |SOP-SBKET 124 Tahun 2025

Tgl. Ditetapkan

Tel. Revisi

Tel. Diberlakukan

Disahkan Oleh : Sekretnris Badan Kebijnkan
Transportasi

Pembina Utama Muda (IV/g)
NIP 1969060 11992021003

Pengelolann Website

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

2

Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentung
Keterbuksan Informesi Publik;

Peraturan Pemeorintah Republik Indonesia
Nomeor &1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publile

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemenintahan Berbasis
Elektronik;

Peraturan Presiden [Perpres| Nomor B2 Tahun
2023 tentlang Percepatan Transformasi Dipgital
dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4
Tahun 2025 entang Organisaxi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan

Peraturan Menteri Perthubungan Nomor PM 38
Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Komunikess
Pulalile;

Peraturan Menteri Pendnvagunann Aparatur
Negara Dan Reformasi Birokrasi Republile
Indonesia Nomor 55 Tehun 2011 rentang
Pedoman Umum Hubungan Meodia Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor

PER/12/M PAN/08/Tahun 2007 tenlang
Pedoman Umum Hubungan Masyarakat i
Instansi Pemerinitah;

1 Penpelolaan Website Baketrans memperhatikan dan
mempetlomant tiap tahapan dan timeline sesaai
avgran yang bertalou

Keterkaitan

Peralatan

SOP Penyvusunan Strategl Komunikasi BKT

Peringatan

|

Apabiln SOP pengelolnnn website tidak
dijalanltan sehapnimana mestinya, dapat
ter|ndl keterlambatan penyampaian [nformas|
kepada publik, penyajian konten yang tidal
akurat atay tidak segual ketentian, serta
menurunnya Kepercayain masyarakal
terhadap kredibilitas dan transparansi
lembaga

1 ATK , Komputer, Laptop dan Jaringan Internet
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50P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Nomor S0P : [SOP-SBKT 145 Tahun 2025

Tgl, Ditetapkan :

Tgl, Revis

Tgl. Diberlakukan |

Disahkan Oleh Sekretans Badan Kebijakan

Tra nsl

Pembina Utama Mude (IV/ o)
NIP 19690601 199203 1003

Penilninn Arsip Inaktif Terntur

Dasar Hukum

Cara Mengatasi

Il Undang-undang (UU) Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan,

2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;

3 Peruturan Menteri Perbubungan Rl Nomor PM
50 Tehun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Proscdur di Lingkungan Kementerian
Perliubungan;

& Peraturan Menter Perhubunpgan Republik
Indonesia Nomaor PM 4 tahun 2025 tentang
Organisasi dan Tatn Kerja Kementerian
Perhubungan;

5 Kepumusan Menteri Ferhubungan Republik
Indonesala Nomor KM 48 Tahun 2021 Tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan.
Kementeran Perhubungan

1 Mlakukan komunikasi dan koordinasi dengan umit
keria terkndt, teliti, cepat dan komunikanl

Keterkaitan Peialntad
| SOP Penanganan Surst Keluar 1. Kamputer flaptop;
2 SOP Pengeloluan Surst Masuk ;Eﬁmr

P-.-ﬂngamn

1 Apabila ada arsip yang tertinggal dalam
proses pemindahian, moka argip tersebut akan
dijadwallkan bersama dengan pemindahan
selanjutnya,

d Lemarni dan boks;
5.Hardisk dan Flashdisk
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Nomar SOP | SOR-SBET 132 Tahin 2025
Tel Deetapkan
Til Mewhul
Tgl Diberlakukan
S0P Dranhilan Ol
SEXRETARIAT BADAN BADAN KERLS REPORTASI
KEHLJAKAN TRANSPORTASI

BT.M.A
Peminina Utamz Muda [IV/c]
NIP, |UGU0601 1992031003

PENYUSLUNAN DOKLMEN

KERJA SAMA DALAM NEGER(

Pasar Hukum

Cara Mengplas|

1 Perituran Pressden Nomor 173 Tehun 2024 entang
Remen erlan Perhubungan

Perstiirnm Mentori Perhisbungan Nomot 82 Tahun 2013
temmang Tata Cara Tetp Pelalosnean Peoyusunan
Peraturan Perandsng- undangan, Kesepalaitan Borsama
dan Perjenjian Kerga Samn df Linghkungan Kementerian
Perthubungnm

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia P 4
Tahun 2005 walang Ovginisasl dan Tats Keria

Remen terwn Perhsbungsn

1 Koorlnes secara berlabu dengan Pusar Kebgakan dalsm
ruighin usiilen kegintan ketja sama i bogliungan Badar
Kebgakan Transportas

Keterini

| S0P Pelakannazn holl

1 ATK
7 Komputer, Laotop

Peringatan

| Apabila penyusunan Mol! tidak sesinl prodedur maka hasil
WegEatnn kerja sama inelelail dan inefllsisnsi
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BOP
BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTAS]
HEMENTERIAN FERHUBUNGAN

MNormor S0P

;| SOP-388T 133 Tahun 2025

Tyl Ditetagiomn

Tl Rewisl

Tgl. Diberinkokan

Chsahkan Cich

BADAN KEBLI

—

2

SERRETARS |

PORTASE

RIZAL S.T. M.A,
Pembina Utnma Muda [(IV /o)
NIP, 19620601 1992031003

PENYUSURAN LAPCRAN PERJANJIAN MULTILATERAL

Dawar Hulcum

Coarn Mongalim

1 Pasal 11 (1] UUD 1945 “Presiden dengan

perseiuuan Dewan Perwalilan Rakvat menyatakan
perang, membuai perdamalan den peranjian
dengan negarn luin,”

Undntg-Undang ¥omar 37 Tohun 1999 tentang
Hubungan Liar Negen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
Perjanjian Internasional

I Menyusun Laporan Perjanjian Multilnteral sesusi dengan
prosedur dan keteniuan vang berlaku

Keterloitnn

Perslatan

SOP Pengnjuan Fasilitos Kerja Sama Bilateral dan
Multilateral

S0P Pelnkannaan Porjan|ian Multilareral

20P Monitering dan Evalunal Perjanjian Bilateral
dan Mulnlaieral

1 ATK

2 Kommuer, Laptop

Peringatan

1 Apabils monitoring dan evalives tidak dilaksanakan

nesunl proscdur maks tndak lnnjut kegintan kerjn
sosin iarernasional Inefebotd dan inefsiers




Urnian Keglaten Bolretaris Budan | Wepalu Baglan Pajabat Kt
Rebijaican Hulem, Bumas, Hetua Tim Fangsionalf Eeleaghnpan Wakiu Cutput
Transportasl dan Umum Polukaans

ent terhnd Dispomsi Kepals Metalosammakan
¥ H-.?n ingose) E.HE__.“_F.._.._ H-: . Surst Penawiiran mitra loar negeri | 1 b Badan kepada | Pembahasan dengan PRKK
Kegntan Perjunyinn Sekretaris BKT dan Pusat Kebijakan
— —
Mergunalinie pambahasan Keglatan [rinpomisi Selreinris
2 |Kerjasama Muititateral untuk ditindak Disponisd u....__r WOREER TR, SO | Badan, Surst
s ] Ponawaran
4 |Menciaah hasil pembahasan kegintan Disposiai Sckretaris Badan, Sl I hicd bsahan paparan dan
Perjanpan Mululatersl Periaw pram Korizs possl
—
eriyusan lvpern hasil pembabaas EMsposini Bckretaris Badan, Sural
Kegiaten Pejanjian Bilateral dan Penawarnn, bahan gaparan han Kanseg Laparm
Multllaternl f—— leertan ponial

ki
heemyerifilosm lnporan hasd pembabyasn yang telah
& e Prruaiva bahan paparsn, kertis LT .
keghatan perjanjizn Muliilateral g dan drafl lapora .””_”H”Ehﬂl
eryenyul dan 3 r-_.!ﬁnH i Sporn 3 o Disposisl Schreris Badan, Surni L “ﬂﬂ: Laporan diswmpeikan
7 [hell pembishamu Keghatan feangian Peruswnran, bahan peparan, kertas | | hari yRog kepnda Kepala Badan
Wulellmternl terkall Undak lanjut teknis e ditnndatangani Kebljnkan
kepada Pusat Kebijakan : : Bekrewriys Badan Tranaporu




Nomor SOPF : |SOP-SBKT 120 Tehun 2035

Tgl. Ditetapkan

Tgl. Revisi

sQPp
SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTAS]

Tel, Diberlakukan

[Disahkan Oleh  |: | Sekretaris Badan Kebijakan

—

Rizal, 5.7, M.A
Pembina Utams Muda 0V /e
NIP 19690601 19920231003

PENYUSUNAN SIARAN FERS

Diasar Huloum

Cara Hengaram‘

1 Undang-Undang Nomor 14 Talhun 2008
tentang Keterbukann Informasi Publik;

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelavanan Publik;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Undang:Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasl Publik;

4  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 173
Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan;

5 Peraturan Meénteri Perhubungan Nomor PM 38
Tahun 2019 tenting Pengelolaan Komunikasi
Publik {Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2019 Nomor 601);

6 Peraturan Menterd Perhubungan Nomeor 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur i Lingkungean Kementerian
Perhubungan;

7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4
Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan:

1. Melokukan penyusunan siaran pers dengan
mengikut pedoman penulisan yang telah ditetapkan

2. Melakukan koordinasi vang efekufl antar pthak terkait
dun memantilan setiap tahapan dalam penyetujuan
Sinran Pers dilakukan sccarn tepat walitu dan sesuni
prosedur, untuk memastikan kelancaran distribusi
informasi.

Keterkaitan

I SOF Pengeiolann Medin Sosial

1. ATK, Laptop
2, Jaringan Internet

Perinpatan

1, Apabiln penyusunan siaran pers tidak dilakukan
secara tepat waktu dan sesuni kaidah penulisan
jurnalistik, maka dapal mengakibaikan informasi
yang disampaikan menjadi tidak akurat, tidak
efekril, atau menimbulkan kesalehpahaman di
tengah pullik.

2. Apabila proses penyetujuan Sinran Pers (SP)
memakan wakiu vang lama, maka dapat
menghambat wakiu publilcasi den memperlamba
penyebaran informast yang diperiukan olch publik,




Urzian Esgistan

| Memberthan arahan terhonn pemindatan

sAATAN PO

Lemitmr Liaposis
Sehoretaris Badan

Menerimea Disposisl Sekreiarin Badun

3 Rebijakan Transportasi ekt prmbuatan

siaran pers dan memberi amhnn kepadn
Ketua Tim uniuk monyinplan saran pers

Surat dan lembar disposisi

Meperima arahan delam pembuatan siaran

3 |pers dun berdiskusl dengan tim uniuk Surat dan embar disposis 6 Digposis
menbiiinl korsep sEarEn pens -
Melnkukan koonding#i dengan unit
4 |kerja lain terioi pormohonan dats untuk Permohonan Datn dan Materi &0 Bahan maten. keynote

mmanteri sintan j=rs

apeech, laporan Kegiitan

Memitust konecp Siermn Pors dan

5 |menyampsikan kepeda Ketua Tim umniuk ‘E.__E.... :ﬂ_ui_.-ﬂq.._nin L cnoii 240 |Konscp siwran pers
[diperikan [ I
P
Melakiiban koreka| waliditas data pada ' Prioe i Bilamana konsep siaran
& |lonsep siaran pers den berloordinas: Konuep siamn pern 0 an-._r__._._nu ﬂnﬂ_& B | erw belurm disetufui ik
{ederrvgam umit leerja teehait I T akan dilabukan revis
J _
Memeriksa konaep siaran pers dongan data . Hilamenes kotsep sisrim
7 |vang welah valid dan menyampaikan kepada Hﬂ-!u o ___._ﬂﬂ_r_ L il SRR .__n__...:._._ﬂ._nw.. i dnln pern belim disstujud make
LNNIE.E_ untuib dis=tiijisd = YAGE -

akan dilakukan revisd




Melaparkan lnporan poblikas sarsn porw

i kepada Sokrotarns Badan

Suian Pors vang telah
dipulslilesy di medin
et fonline

Polnksana Mutu Baku
Kepali Bagl Jabatan %
Uraian Keglatan Sekrotaris picT |  HUIET, -lalIE:. u-...ﬁ.rnn: it Waktu
Humas, dan | o, dabatan {M¥enit] et
Tmem & T Palakzana
7
hlllll|4
Menyetaju siaran pers din menyampalkan Ssran dengnn data vany
- kepaida Kabag untuk dipubliliasi sudah H o - Slaran pars ymng st i
— 1
1 Mengarahkan Ketua Tim antuk publikEss] f ;
} i Siaran pers vang dissijol a0 Glaran pers yang disciujul
|
=
0 Mempublilasikan dan menyeharkean shran . Siaran Pers yang telah
pesd Kokpniia, modia Sinran pem yang dissaju an dipubitiloanl di media
1 eetak fonline

12 (Menesima laporan publikes sinran pers

Laprrun publilas| siarmn petn




Momor SOP SOP-SBKT 125 Tahun 2025

Tgl Ditetapkan
‘Tpl. Revisi :
Tel, Diberialuloan !
Disahlian Olch i Sekretarls Budan Kebijnkan
S0P 5
SEKRETARIAT BADAN
KERIJAKAN TRANSPORTASI

Pembina Utama Muda (IV/ ¢}
NIFP 19690601 1992031003

Penyusunan Strateg Komunikasi di Linglungan Badon Kebijuloon Transportasi

Dnmar Hukom Cara Mengotas
! Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang |1 Penyusunan Strategi Komunilkasi memperhatikan dan
Keterbulman Informasi Pahlig mempedomani tiep tahapan dan tmeline sesunl aturan
berlaki;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 TOCETEE
tentang Pelayanan Publil; 2 Menjalin komuniliasi dengan lebil konsisten dan jelas

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesin
Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelalksannan
Undang-UmnidangNomor 14 Tahun 2008
rentang Keterbukaan [nformas] Publik;

4 Poraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4
Tahun 2025 tentang Organisast dan Tats
Ketjn Ketnenterian Perhubungan;

5 Peraturan Menteri Perhubungen Nomaor PM
38 Tahun 2019 Tentang Penpelolaan
Komuniknsi Publik;

& Peraturan Menteri Pendayngunaan Aparatur
Negara Duan Reformasi Birokrasi Republik
[ndonesin Nomor 55 Tahun 2011 teniang
Pedoman Umum Hubungan Media Di
Lingkungan Instanst Pemerinialy

7 Peraturan Menteri Pendayagunanmm Aparatur
Megara Dan Reformast Birokrag] Repablik
Indornesin Nomor 63 Tabun 2003 onang
Pedoman Umum Penyvelenggaraan Pelayanan

Publil,
Keterlenitan Peralntan
1 80P Penanganen Krisis 1 ATK

2 S0P Pelaksanasn Analisis Situasi terlait Isu

dlan Informanl Terlin 2 Komputer, Laptop

3 S0P Penyusunan Siaran Pers 3 Dbservasi

4 S0P Pengelolaan Media Sosial 4 Jaringam Internet
5 S0P Penpelolann Website

6 S0F Pengelolann PRI
Peringatan

1 Apabila SOP penyusunan sirategl
komunikast tidak dijalankan dengan
konststen, maka arsh komunikasi lembags
berlsiko menjadi tidak terarah, tidak selaras
dengan tujuan kelembagaan, serta dapat
menimbulkan kesalahpahaman publik yang
berdampak pada menurunnya efektivitas
penyampaian pesan dan citra instansi sccara
keselurthan
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80P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Nomor SOP 1 |SOP-SBKT 121 Tahun 2025
Tgl. Disahkan :

Tgl. Revisi

Tgl. Diberiakukan

Disahlmn oleh Sekretaris Badan Kebijakan

Transporiasi

Pembima Utama Muda ([V/c)
NIP 196906011992031003

Permintaan Dukungan Dokumentas] Kegintan

Dasar Hulum:

Carp mengatasi:

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukasn Informasi Publik

2 Undang-Uncdang Nomor 11 Tahun 2016
tentang perubahan ates Undang-Undang

Tratsaksi Elektronik

3 Peraturan Menteri Negara PAN dan RB
Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pemanfaatan Media Sosial Pemermtah

4 Peraturan Menterl Perhubungan Nomor 38

Publik

Tuhin 2019 tentang Pengelolaan Komunilkasi

1 Melakukan kKoordinasi sesuai dengan timeline

2 Melukukan koordinasi yang efektif antara
penvelengpara acara dan Tim Humas untuk

Momar 11 Tahun 2008 tenwng Informasi dan memastikan kegiapan personil dan peralatan

pendekumentasian.

Keterkaitan:

Peralatan

1 S0P Pengelolaan Website
2 S0P Pengelalaan Media Sosial

1 Komputer, ATK, Printer
2 Kamera, Tripod

3 Jaringan Internet

Peringatan:

kegintan pendokumentasion dan publikasi
keglatan nkan terhambat

1. Apabila SOP tidak berjalan dengan baik maka
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SEKRETARIAT BADAN
KEBLJAKAN TRANSPORTASI

MNomor SOP

 |SOP-SBKT 113 Tahun 3025

Tgl. Ditetapican

Tgl. Revisl

, Diterinlkukan

Disahlan Oleh

SEKRETARIS
BADAN KERLIAKAN TRANSPORTAS|

e

Pembina Utama Muda [IV/ o)
NIP. 960601 1992031003

PERMINTAAN PENDAMPINOAN HUKUM

Dasar Hulksim

Cara Mengatas

I  Undang: Uncang Nomsor 25 Tahun 2009 teniang
Pelayanan Publik

2 Undang-Undang Nomor 20 'ahun 2033 tentang
Aparstur Sipll Negars

3 Permuran Prosiden Nomor 173 Tahun 3034
tentang Kementerian Perhubungan

4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor P 50
Tahun 2017 tentahg Podemibn Penyualinan Pela
Froses Bisnts dan Stander Operasional Presedur
di ldngkungan Kementorian Perhubutigan

5 Perpturnn Meiter Perhubungan Nomor 4 Tahun
2025 tentang Organisasi dan Tats Kerjn
Kemenberdon Pechubiijgas

& Keputusan Menterd Nemor 41 Tahun 30232
Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas-di
Linghungan Badan Kebijakan Transportas)

7 Keputusan Menteri Nomer 41 Tabun 2023
Teniang Pedoman Peryusunan Helomeondaw
Kebijaknn Transportasl di Linghuangan
kementerian Perhubungan

1 Melnksanakon permintaan pendampingnn hukum secarn tepat
walkite den sesunl dengan ketentuan yang berinku

Keterkilbiagi

Pesnlatan

1 80P Permintaian Saran dan Pendapat Hukum
2 =sOp FPendempmgan Proses Hukom

1 ATK
2 Homputer, Laptop

3 Instrusren wavaricans kuasloner  obmervasd

4 Jaringun Intermet

Peringatan

! apalbnia permintzan sarsn dan pendapat buloum
tidak terlalmina maka akan terjodi kesulitan
dalam melaknenakan pembierian saran dan
pendapat Bl
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Namor SOP SOP-SBKT 114 Tahun 2025

‘Tgl. Ditetapkan

Tal. Revisi :

Tgl. Diberlalculean :
Disahkan Oleh : SEKRETARIS
sop BADAN KEBLIAKAN TRANSPORTASI

SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Pembina Utnma Muda [IV /e
NIP. 19690601 1002031003

PERMINTAAN SARAN DAN PENDAPAT HUKUM

Dasar Hukum Carn Mengatnst

I Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang| | Melaksanakan permintaan saran dan pendapat hukum secara
Pelayanan Puliik tepat waktu dan sesual dengan ketentuan yang berlaku

2 Undang-Uncdang Nomar 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara

3 Pernturan Preslelen Nomer 173 Tahun 2024
tentang Kementerian Perhubyngan

4 Perpturan Menterd Perhubungan Nomaor PM 50
Tuhun 2017 tentang Pedoman Penivusunan
Peta Proses Bisnis don Standar Operasionad
Prosedur di Lingkungan Kementerian
Perthubungan

5 Pernturan Menteri Perhubungan Nemor 4
Tahun 2035 tentang Organisasi dan Tata Kerin
Rementerian Perhubungan

6 Keputusan Menterd Nomor £1 Tehun 2002
Tentang Pedoman Tata Niskal Dinas ci
Linglkungan Radean Kebijakan Transportasi

T Kepumsgan Menteri Nemor 41 Tahun 2023
Tentang Pedoman Penyusunan Relkomendasi
Kehijakan Transportasi di Lingkuangan
Kementerian Perhubungan

Keterkaltan Peralatan
1 SOP Permintaan Pendmmpingan Hukum I ATK
2 30P Pendampingan Proses Hukum 2 Kemputer, Lapiop

3 Instrumen wawancara/kuesioner ) observasi
4 Jaringun Internet

Peringatan

1 @pabila permintaan saran dan pendapat
hubkum tidak terluksana maka alan terjadi
kesulitan dalam melalsanakan pemberian
surun dan pendapst hukom
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S0P
- SEKRETARIAT BADAN
KEBLIAKAN TRANSPORTASI

Nomar SOP :{SOP-SBKT 122 Tahun 2025

Tgl. Disahkan -.
Tgl. Revini :
Tgl. Diberiakukan | ;
. Sekretaris Badan Kehijakan
Disahkan oleh ) Transporiasi

Pembina Utama Muda [IV /)
NIP 196906011992031003

Permohonan Keberdtan Informas Publik

Dasar Hukum:

Carn mongatnsi:

1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
[Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahean
Lembaran Negnra Republik Indonesin
Nomor 4846);

2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

3 Peraturan Pemerintnh Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbuksan Informast Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negnra
Republik Indonesia Nomor 5149);

4 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 173
Tahun 2024 tentong Kementerian
Perhubungan;

5 Peraturan Komisi Informast Pusal Nomor 1
Tahun2021 tentang Standar Layanan
informasi Publik [Berita Negaran Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor T41);

6 Pernturan Menteri Perhubungan Nomor PM
50 Tahun 2017 tentang Pedomnn
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan
Standar Opérasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Perhubungan
(Berita Negara Republik [ndonesia Tahun
2017 Nomaer 948];

¥ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
4 Tahur 2025 tentang Organisasi dan Tata
Kerje Kementerian Perhubungan

Memeastikan permohonan informasi publik disampatkan
secara lengkap, jelas, dan sesunl prosedur yang berlaku,
bk melalui formudir fisik mavpun eleldronik yvang telah
disecdmian oleh PPID.

Keterkaitan:

Peralatan

1. SOP Pelayanan Informasi

1 Komputer, ATK, Printer
2 Jaringan Internet

Peringatan:

Apabila permohonan informas: publik tidak
disjukan scsuai dengan prosedur dan format
yvang telah ditetapkan, makea proses
pemenuhan informasi dapat tertunda atno
tidak dapat diproses oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dekumentasi (PPID).
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Nomor SOP : |SOP-SBKT 138 Tahun 2025

Tel. Ditetsploan
Tgl. Revisi
| Tgl. Diberiakukan :
Disahkan Oleh | Sekretaris Badan Kebijakan
50P Tran i
SEKRETARIAT BADAN
KEBLJIAKAN TRANSPORTASI

Pembina Utama Muda {IV fe|
NIP 196906011992031003

Pelaksanaan Keprotokolan Dalam Layanan Pimpinan

Dasar Hukum Cara Mengatasi
1 Undang-Undang Nemor 24 Tahun2009 1 Dilakukan pelaksanaan kegiatan yang berpegang pada
Tentang Bendern, Bahasa, dan Lambang BOP;

Negaras, Sertd Lagu Kebangsaan;
2 Undang-Undang (UU) Nemor 9 Tahun 2010 | 2 Dilakukan jalinan komunikasi dan koordinasi vang

Tentang Keprotolkolan baik dengen pihnk terkait dalam pelnksanaan
kegatan;
3 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 | 3 Dilakukan penyusunan faporan dan evaluas setelah
Tentang Organisasi Kementerian Negara; penvelenggaraan kegiatan

4 Pergiuran Pemerintah (PF) Nomor 56 Tahun
2019 Teniang Perubmban Atas Perpturan
Pemenntah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2010 Tentang Keprotokelan;

5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesin Nomar PM 4 Tahun 2025 Tentang
Organisasi dun Tata Kerja Kementering
Perhubungan;

6 Keputusan Menterl Perhubungan Republik
Indonesin Nomor PM 195 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015
Tentang Pakaisn Dinas Upscara Aparntur
Sipil Negara di Lingkungan Keménterian
Perhubungan;

7 Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indenesin Nomor PM 27 Tahup 2012 Tentang
Keprotokelan di Lingkungen Kementerian
Perhubungan

8 Peraturan Badan Kepegawnion Megiara Nomor
21 Tahun 2017 Tenmtang Perubahan aths
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negar
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah fJanji
Jabaten Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan

Tinggi;
Keterkaltan Peralatan
1 S0P Pembinaan Keprotaloolan 1.Benders Negara dan Bendera Kemenhub;
Peringatan 2 Lambung Negara;

1 Apabila tidnk dilaksanakan sesuai dengan 3-53“!!& dan S‘ndwn_l !:;lm Pimpinan;
SOP akan berdampak pada kegistan yang Kendaraan Operasio

beriatan dengan tidak semestinya. :;‘:ﬁgﬁ?&i T“Hﬁmm

7.Placing Card;
8. Kamera Foto;
9.Baki dan Taplak.
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S0P
SEKRETARIAT BADAN
KEBIJAKAN TRANSPORTAS!]

Nomor S0P

aE

SOP-SBKT 137 Tahun 2025

Tgl. Ditetapkan 5

Tl Revisi

Iﬂl' Diberlakulkan 3
Disahkan Oleh  Sekretaris Badan Kebijakan
Tran

Pembina Utama Muda (IV /o)
NIP 19690601 1992031003

Penyampaian Permobonan Pembinaan Keprotokolan

Dasar Hukum

Cara Mmgumﬁi

I Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Tentang Bendera, Rahasa, dan Lambang
MNegara, Serta Lagu Kebangsasn;

2 Undang-Uncang {UU) Nomor 9 Talun 2010
Tentang Keprotokolan;

3 Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024
Tentang Organisasi Kementerian Negara;

& Peraturan Pemerintah (PP Nomor 56 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 Tentang
Pelaksanann Undeng — Undang Nomor 9
Tahun 2010 Tentang Keprotokolan;

5 Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 Tentang
Organisasi dan Tata Kerjo Kementerian
Perhubungan;

6 Keputusan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor M 195 Tahun 2015 Tentang

Perubizhan Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 141 Tahun 2015
Tentang Pakaian Dinas Upacara Aparaiur
Sipil Negara di Lingkungan Kementertan
Perhubungan;

T HKeputusan Menteri Perhubungan Repiblik

Indonesia Nomor PM 27 Tahun 2012 Tentang

Keprotokolan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan

8 Peraluran Badan Kepegawaian Negara Nomor

21 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/.Janji
Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas,
Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan
Tinggi:

1 Dilalmkan pelalsanasn kegiatan yang berpegang pada
SO

2 Dilakukan jallnan komunikasi dan koordinasi vang
baik dengan pihnk terkait dalom pelnksanann
kegiatan;

3 Dilakukan penyusunan laporan dan evalunsl setelah
penyelenggarnan kegiatan.,

Keterkaitan

Peralatan

1 S0P Pembinann Keprotokolan

L.Agenda dan Jadwal Acara Pimpinan;
2 Kelengkapan Pakaian;

Perningatan

A Knmera Foto;

1 Apabila tidak dilaksanakan sesual dengan
S0P akan berdampalk pada kegiatan yang
berjalan denpgen tdak semestinys.

4.Laptop;

5.PC dan Printer;
B.1%n,
7.Bouvenin;

B.Plagam;
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